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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bandar Kabupaten
Pacitan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang
beriaku. LKjIP merupakan dokumen yang bensi gambaran perwujudan Kinerna
Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan
melembaga.

Laporan ini menyajikan gambaran mengenal tingkat pencapaian sasaran dan
tujuan Kantor Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebagai penjabaran dan wisi,
misi, dan strategi yang telah ditetapkan. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk
menunjukkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu, laporan ini berfungsi
sebagal instrumen pengendalian dan penilaian kinerja, serta sebagai sarana untuk
mendorong terwujudnya tata kelola pemenntahan yang baik (good governance) dan
sebagal media pertanggungjawaban kepada publik.

Kami menyadarn bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat
keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritk dan saran yang bersifat
konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan
kualitas kinerja Kecamatan Bandar pada masa yang akan dating. Semoga laporan ini
dapat dijadikan bahan untuk mendukung dan melengkapi penyusunan LKjIP
Kabupaten Pacitan tahun 2025.

Pacitan_ 31 Desember 2025
Plt. CAMAT BANDAR

MUHAMAD ILYAS, S.Pd
Penata Tingkat |

NIP. 15690812 199003 1 010



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemenntah (LKjIP) Kecamatan Bandar tahun 2025,
merupakan hasil pelaksanaan perencanaan strategis Kecamatan Bandar Kabupaten
Pacitan Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara
PAN-RAB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah_

Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, serta
arah dan cara pencapaiannya yang dijabarkan melalui kebijakan, program, dan
kegiatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan dengan memperhatikan seria
mengantisipasi dinamika dan perkembangan di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Bandar
tidak terlepas dan visi dan misi Kabupaten Pacitan. Visi Kabupaten Pacitan yaitu
“Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia” sedangkan misi dan Kabupaten
Pacitan meliputi .

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Insfrastruktur dan
Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas
Lingkungan Hidup;

2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh
Berpijak pada Nilai-Nilal Agama dan Budaya Bangsa,

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Seklor Panwisata,
serta Sektor Unggulan Lainnya;

4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berperan dalam mendukung misi 4,
yakni Menciptakan Birokrasi Pemenntah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan menetapkan target
capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100%. Dalam rangka mencapai target
tersebut, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan melaksanakan beberapa program,
antara lain:

Program Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Lo

Program Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Umum



6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemenntahan Desa

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik
Kecamatan Bandar diukur melalu indikator Jumlah Nilai Hasil Survel Kepuasan
Masyarakat setiap tahun. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 96,00, dengan
realisasi sebesar 95,79, sehingga capaian kinerja mencapai 99,78 persen. Capaian
tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Bandar telah
ferlaksana dengan sangat baik dan mendekat target yang ditetapkan.

Sasaran strategis meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa pada Tahun 2025
telah tercapal secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja berupa
persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun dan persentase desa yang
telah menyusun administrasi sesual ketentuan dokumen perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan, yang masing-masing mencapai 100 persen dan target
yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program-program terkait,
yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan
Urusan Pemenntahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program
Koordinasi Ketentraman dan Ketertban Umum dan Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan. Melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pembinaan,
pendampingan administrasi desa, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
seluruh desa di wilayah Kecamatan Bandar mampu memenuhi kewajiban administrasi
pemenntahan desa secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan
demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan

membenkan kontribusi nyata terhadap tercapainya sasaran strategis organisasi.
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1.1  Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Kecamatan Bandar sebagaimana Peraturan Bupati Pacitan
Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan
Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, dapat dilihat pada bagan
dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bandar

CAMAL

Sumber: Peraturan Bupati Pacitan No. 156 Tahun 2021

1.2 Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Pactan Nomor 156 Tahun 2021 tentang
Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerna
Kecamatan Kabupaten Pacitan, maka Kecamatan Bandar mempunyai tugas
meningkatkan koordinasi pemenntahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan Desa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Bandar
yang dipimpin oleh Camat meyelenggarakan fungsi -
a. Penyelenggaraan urusan pemenntahan umum sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
1. Partisipasi masyarakal dalam forum perencanaan pembangunan di
Kecamatan,
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakal yang
dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan;

1



3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

4 Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di  wilayah
Kecamatan kepada Bupati melalu Sekretans Daerah.

. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterliban umum,

meliputi;

1. Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional
indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan,

2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan

J. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada
bupati melalui sekretaris daerah.

. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan

bupati, meliputi:

1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang
penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara
republik indonesia; dan

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretarns daerah.

. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang
melibatkan pihak swasta; dan

3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
di wilayah kecamatan kepada bupat melalui sekretarnis daerah.

Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemernntahan yang dilakukan oleh

organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan,

1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang terkait,

2. Efektivitas penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkal kecamatan, dan

3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
kecamatan kepada bupati melalui sekretans daerah

. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang

tidak dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang ada di kecamatan,



i. Pelaksanaan fungsi lain sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

|. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang dibenkan oleh bupati.
1.2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Masing-Masing Seksi
1.2.1.1 Sekretaris Kecamatan

Sekretars mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
kegiatan, pembinaan dan pembenan dukungan pelayanan administratif yang meliputi
umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi
a. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan,
Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
Pembernian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
. Pemberian dukungan pelayanan adminstrasi program,evaluasi dan kelaporan,

® a 0 o

. Pengelolaan urusan kehumasan keprotokolan dan kearsipan di lingkungan
Kecamatan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua)
Kepala Sub Bagain yang masing masing uraian tugas dan fugsinya sebagai berikut:
1.2.1.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas.

. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;

o

. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;

Menyiapkan dan melaksanakan perlegkapan dan barang milik daerah

a o

. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksaan persuratan dan kearsipan;

ar]

. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;

—

Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;

g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fugsional evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
dan

h. Melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh sekretans sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



1.2.1.1.2 Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
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Sub Bagain Progran Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas:

Melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran;

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;

Melakukan pengelolaan data,

Melakukan penyusunan laporan kinerja,

Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi
penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan,

Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntasi dan pelaporan
keuangan,

. Mengelola bahan tangapan pemeriksaan, dan

. Melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh sekretars sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

1.2.1.2 Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat, yang kemudian dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum.

Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

a.

Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan
pelayanan umum,;

Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data
sesual bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa;
Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan

maupun tingkat desa;

. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi

kependudukan, dan pelayanan umum lain;

Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah
kecamatan,

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi
vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum,



h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi
kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang diimpahakan kepada
kewenangannya; camat yang bukan menjadi;

I. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
kecamatan kepada camat melalui sekretans kecamatan; dan

] Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

1.2.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemenntahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,
dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemernntahan mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan. Seksi Pelayanan

Umum menyelenggarakan tugas:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan;

b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan
daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal:

¢. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;

d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerna
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;

f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penankan pajak bumi
dan bangunan;

g. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;

h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemenntahan d tingkat
kecamatan,

I. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama
antarkecamatan,

| Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa,

k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa,

I.  Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,

m. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa,

n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa,

5



Memfasilitasi pelaksanaarl pemilihan kepala desa;
Memfasilitasi pelaksanaan permusyawaratan desa,

Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

T = =

Memfasilitasi  sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan

pembangunan desa;

s. Melaksanakan wurusan yang dilimpahakan kepada camat yang menjadi
kewenangannya,

. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada
camat melalui sekretans kecamatan; dan

u. Melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

1.2.1.4 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyal tugas melaksanakan

sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan tugas:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

c. Memfasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

d. Memfasilitast penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
desa:

e. Mengoordinir pendampingan desa di wilayahnya;
Mengoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah
kecamatan;

g. Mengoordinir kegiatan pemberdayaan desa;

h. Meningkatkan partisipasi masyarakal dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa;

I.  Memfasilitasi perdesaan,

|. Penetapan lokasi pembangunan Kawasan;

kK. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan Kkewajban lembaga
kemasyarakatan,



. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta
penetapan dan penegasan batas desa;

m. Melaksankan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan oleh pemenntah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;,

n. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
kecamatan,

0. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa,

p. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa,

q. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa,

r. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa,

5. Melaksanakan evaluasi desa;

t. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan,

u. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan,

=

Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
Memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan,

Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
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Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya
alam;
z. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada camat yang menjadi
kewenangannya;
aa. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretans kecamatan; dan
bb. Melaksanakan tugas lain yang dibernkan oleh camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1.2.1.5 Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Sosial, Ketenframan dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan
Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang sosial,
ketentraman dan ketertiban. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban
menyelenggarakan tugas:
a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan
ketertiban,



b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;

¢c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang
masalah kesejahteraan sosial,

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan
tokoh masyarakat;

e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan,
dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,

. Memiasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,

g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan,

h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan

I.  Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam,

j.  Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban,

k. Melaksanakan wurusan vyang diimpahalan kepada Camat yang menjadi
kewenangannya,

I. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman keterliban dan
perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretans
Kecamatan; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

1.3  Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan
dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dampak isu strategis
dapat memengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara
signifikan di masa depan. Penentuan isu strategis pada Kecamatan Bandar
didasarkan pada potensi dan permasalahan Renstra perangkat daerah dan RPJMD

Kabupaten

1.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Bandar

Berdasarkan pemahaman terhadap isu-isu strategis serta sesual dengan tugas
pokok dan fungsi Kecamatan Bandar, maka permasalahan yang berkembang dalam
penyelenggaraan tugas dan pelayanan, sebagaimana hasil observasi dan
pengumpulan data, dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya masing — masing masih belum optimal;
b. Belum tersedianya data — data yang tersusun secara sistematis dan akurat
sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan; dan
c. Belum optimainya pelaksanaan monitonng dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinera.
Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa,
mengingat desa merupakan pelayanan awal sebelum ke tingkat kecamatan
Identifikasi permasalahan dapat dilihat di tabel bernkut:

Tabel 1.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No Bidang Pelayanan Permmasalahan Kelerangan
1 Sekretanat Kurangnya sarana dan  Pemenuhan Belanja
prasarana Barang/Jasa, Modal dan
Belanja Pegawai
2  Pelayanan Umum 1. Kurangnya Pemenuhan pelayanan
Kompetensi Sumber  pengantar KK, KTP dan
Daya Manusia surat legalitas lainnya

2. Sarana prasarana
belum memadal

3 Pelayanan 1. Belum optimalnya 1. Pembinaan PKK Desa
pemberdayaan Pemberdayaan 2. Pelaksanaan
masyarakat dan masyarakat desa musrenbang Kecamatan
ko 2. Belum optimalnya dar bieca

perencanaan
pembangunan di
desa

4  Pelayanan Angka Kemiskinan Pelayanan bantuan
Kesejahteraan masih tinggi kesejahteraan sosial dan
Sosial penanggulangan

kemiskinan

5  Pelayanan 1. Belum optimalnya Pendampingan
Bidang administrasi desa, Penyusunan APBDes,

Pemernintahan 2. Tingkat ketepatan APBDes Perubahan dan
wakiu pembayaran Penarikan PBB

PBB masih rendah
Pelayanan Belum ada anggaran Pembinaan Linmas Desa
Trantib pengembangan Linmas

Sumber Hasi Pengolahan DatalAnalsis Kecamatan Bandar Tahun 2025



1.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Bandar

tidak terlepas dan wisi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupat terpilih.

Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah - “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan

Bahagia”. Adapun sirateg yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan

melaksanakan 4 misi yakm :

a.

Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan telap Memperhatikan Kualitas
Lingkungan Hidup;

Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh
Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agrans, Sektor Panwisata,
serta Sektor Unggulan Lainnya, dan

. Menciptakan Birokrasi Pemernintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Bandar dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung

misi ke 4, yaitu: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan

Melayani, dengan kegiatan:

a.

b
c.
d

R ¢

= @

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemernintahan Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan,

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa,

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Umum sesual Penugasan Kepala Daerah,
dan

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa.
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Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Kecamatan Bandar secara
garis besar dapat dilihat pada tabel benkut :

Tabel 1.2 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1.  Belum optimainya Penyelenggaraan 1. SDM yang masih terbatas

pelayanan Publk pelayanan kepada kualitas maupun

kepada masyarakat belum kuantitasnya

masyarakat dapat menjangkau 2. Sarana prasarana dan
seluruh wilayah anggaran yang masih
secara optimal. terbatas

Sumber Hasd Pengolahan Data/dnalsis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi faktor penghambat dan
pendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dilihat
pada tabel benkut;

Tabel 1.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi
Visi : Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera

Misi, Tujuan, Permasalahan
No Sasaran KDH dan Pelayanan
Wakil KDH terpilih OPD
1. Misi4; Kualitas Keterbatasan  Komitmen
Menciptakan pelayanan Sumber Aparatur
Birokrasi Pemerintah  maqih perlu Daya Kecamatan,
yang Inovatif, ditingkatkan manusia, Dukungan
profesional dan ; Sarana Kebijakan
Melayani melalul Prasarana Daerah,
o penguatan yang ada Kejelasan
. kompetensi belum Tupoksi, Kerja
Eem LR sumber daya sesuai sama Lintas
. manusia kebutuhan, Pihak,
Pemerintahan yang Kondisi Partisipasi
Inovatif, Profesional Geografis Masyarakat
dan Responsif, Wilayah S anth ‘
Sasaran: Pemanfaatan
Meningkatnya Teknologi
layanan Publik Informasi.

yang Inovatif
Sumber: Hasi Pengolahan Dala/Analsis Kecamalan Bandar Tahun 2025
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1.2.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota

Perubahan Renstra Kementerian dan Perubahan Renstra Pemerintah
Kabupaten Pacitan menjadi perimbangan penting bagi Kecamatan Bandar dalam
menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja yang ingin dicapal dalam
lima tahun ke depan. Dalam penyusunannya, Kecamatan Bandar berpedoman pada
kebijakan Kementerian dan Pemerintah Kabupaten Pacitan, terutama pada urusan
pemerintahan yang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah kecamatan
1.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dalam kurun waktu lima fahun ke depan, Kecamatan Bandar tidak
merencanakan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan penataan tata ruang
wilayah maupun penyusunan kajian lingkungan hidup.

1.2.5 Penentuan isu-lsu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat
kecamatan, memperhatikan faktor pendorong dan penghambat pelayanan, seria
menelaah visi dan misi Kepala Daerah, maka dapat dirumuskan bahwa Kecamatan
Bandar masih menghadapi isu strategis terkait belum optimalnya kualitas
pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Penentuan isu strategis tersebut dilakukan melalui Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan pejabat struktural Kecamatan
Bandar. Melalui forum tersebut, berbagai masukan dan pengalaman lapangan
dihimpun sehingga isu strategis dapat dirumuskan secara lebih terarah dan

komprehensif
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1.4 Cascading Kinerja ( Keterhubungan Dengan Rpjmd )
Adapun casecading RPJMD (Desain Logical Framework) yang sesual dengan

penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kecamatan adalah sebagai benkut:
Gambar 1.2 Casecading RPJMD
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Gambar 1.3 Casecading Kinerja Kecamatan Bandar
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1.6 Peta Proses Bisnis
1.5.1 Peta Proses Bisnis
Sesual dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan
Kabupaten Pacitan dapat digambarkan proses bisnis di Kecamatan adalah sebagai
benkut:
1. Proses Utama

Proses utama terdiri atas:

a. Proses Kordinasi dan Fasilitasi.

b. Proses Pembinaan

¢. Proses Pelayanan.
2. Proses Manajerial

Proses manajenal terdin atas 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

a. Proses Umum dan Kepegawaian.

b. Proses Perencanaan.

c. Proses Keuangan.

3. Proses Lainnya
Proses ini menggambarkan kegiatan atau aktifitas lain yang terkait atau

berhubungan dengan aktifitas di Kecamatan_ Akfifitas lain tersebut antara lain:

Narasumber.

W .

Perumusan Kebijakan.

Penegak Hukum dan Koordinator Keamanan Wilayah.

o o

Koordinator Wilayah di Desa.
Kepanjangan Tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Perbankan.

L 1

Perangkat Daerah Pengampu Urusan.

= o

Kepanjangan Tangan Perangkat Daerah Diwilayah

Dispensasi Nikah.
Keterangan Ahli Wans
k. SKCK.

Pengantar Berpergian.

L

. Layanan Administrasi Kependudukan.
Penzinan IMB.
lzin HO.

Q9 o5

14



Gambar 1.4 Proses Bisnis Kecamatan Bandar
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1.6.2 Peta Relasi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kera Kecamatan
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Kecamatan
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Berdasarkan Gambar diatas, maka Peta Relasi di dalam organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan adalah sebagai bernkut:

Gambar 1.6 Peta Relasi Proses Bisnis Kecamatan
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1.5.3 Proses Bisnis Manajerial Perencanaan
Gambar 1. 7 Proses Bisnis Manajerial Perencanaan

e

L ]HAH 1180
ORGAMISAL! / POMIRINTAL AN

b L s Sl L L P T L

—_——

P& Petercanann
!_l{:]_____ siass
4]
—

|
|
|
[
|
i
Y
ﬁ

5.1 PEnyusunan Dokumen P5.2 Puiipusaiian Dok
M e A RN Plaprisian

]
L LN

B Mo e S0 o S Pod Puiillidiisan H Melayanan P Whiiaginn adaini M.A Mriangan
Masilias Kepagawalan

Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi manajerial di Kecamatan yang
meliputi dua subfungsi, yaitu penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan
dokumen pelaporan. Fungsi perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
pelaksanaan fungsi lainnya, antara lain fungsi koordinasi dan fasilitasi, fungsi
pembinaan, fungsi pelayanan, fungsi umum dan kepegawaian, serta fungsi keuangan.

1.5.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Gambar 1.8 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Dokumen Perencanaan
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Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan terdin dan 4 (empat) aktifitas,
yaitu:

Penyusunan Renstra.

Penyusunan RKA dan DPA Induk/Perubahan.

a
b. Penyusunan Renja/RKT

€.

d. Penyusunan Peranjan Kinena.

Fungsi Penyusunan Dokumen Perencanaan dipengarubi oleh Fungsi
Perencanaan BAPPEDA.
1.5.3.1.1 Penyusunan Renstra

Gambar 1.9 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Renstra
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Proses Penyusunan Renstra diawali dengan ditenmanya Surat Edaran
Penyusunan Rensira oleh Camat yang kemudian didisposisi ke Kasubbag PEP.
Sesual dengan tupoksinya Kasubbag PEP menindaklanjuti dengan pengumpulan
data awal bahan penyusunan Renstra dan membentuk Tim Penyusun Rensira
Kecamatan.

Kepala Sub Bagian PEP melakukan koordinasi dengan tim untuk
melaksanakan penyusunan Renstra. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan draf
oleh tim penyusun. Setelah draf selesai kemudian melakukan sinkronisasi dan
koordinasi dengan BAPPEDA. Setelah dilakukan koreksi oleh Bappeda, dilakukan
penyempurnaan draf Renstra oleh Tim Penyusun.

Draft yang sudah dikoreksi dan disempumnakan kemudian diajukan kepada
Camat untuk ditandatangani. Dokumen diperbanyak dan didistnbusi ke unit-unit
kerja di kecamatan
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1.6.3.1.2 Penyusunan Renja/ RKT

Gambar 1.10 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Renja /| RKT
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Proses penyusunan Renja didasarkan atas Sural Edaran Penyusunan
Renja/RKT yang diterima oleh Camat yang kemudian didisposisikan ke Kasubbag
PEP. Kemudian kasubbag PEP mengumpulkan data awal bahan penyusunan
Renja/RKT. Setelah itu membentuk Tim Penyusun Renja/RKT Kecamatan.

Kepala Sub Bagian PEP melakukan koordinasi dengan tim untuk
melaksanakan penyusunan Renja/RKT. Setelah draff tersusun dilakukan
sinkronisasi dan koordinasi dengan BAPEDA. Setelah dikoreksi maka dilakukan
penyempurnaan draf Renja/RKT oleh Tim Penyusun.

Setelah dilakukan koreksi dan penyempurnaan draft Renja/RKT, kemudian
diajukan kepada Camat untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani kemudian

diperbanyak dan selanjutnya didistnbusi ke unit kerja di kecamatan sebagai

pedoman.
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1.6.3.1.3 Penyusunan RKA dan DPA Induk dan Perubahan

Gambar 1.11 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan RKA dan DPA Induk
Perubahan

Diawali dengan penenmaan Surat Edaran Penyusunan RKA/DPA Induk
maupun Perubahan oleh Camat yang kemudian didisposisi kepada Kasubbag PEP
Setelah menerima dan mempelajan disposisi, dilakukan koordinasi awal dengan
seksi/subbag lain di kecamatan. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan
RKA/DPA Induk maupun Perubahan oleh masing-masing Seksi Lingkup Kecamatan.
Dalam proses penyusunan RKA/DPA tersebut Kasubbag PEP melaksanakan
fasilitasi penyusunan RKA/DPA Induk maupun Perubahan. Setelah selesai,
Kasubbag PEP melakukan venfikasi masing-masing dokumen dan mengembalikan
kepada penyusun untuk dilaksanakan hasil verifikasi dan koreksi awal dokumen.

Kepala seksi/subbag dibantu Kasubbag PEP menentukan waktu untuk
pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi RKA/DPA Induk maupun Perubahan.
Kemudian semua pihak melakukan revisi atau tindak lanjut rapat.

Langkah benkuinya masing-masing seksi/subbag menginm Dokumen
RKA/DPA Induk maupun Perubahan kepada Camat untuk dikompilasi menjadi
Dokumen RKA/DPA Induk maupun Perubahan Kecamatan oleh Kasubbag PEP.
Proses selanjutnya adalah:

a. Untuk RKA Induk dan Perubahan dilakukan Proses penandatanganan oleh
Camat. Kemudian dokumen didistnbusi sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Untuk DPA Induk dan DPPA dilakukan Proses Verifikasi dokumen dan

penandatanganan oleh TAPD. Setelah selesai diverifikasi dokumen diajukan
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ke BPKAD untuk proses pengesahan. Kemudian dilanjutkan dengan
penggandaan dokumen dan pendisinibusian.
1.5.3.1.4 Penyusunan Perjanjian Kinerja

Gambar 1.12 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Perjanjian Kinerja
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Penanjian Kinerna merupakan dasar pengukuran Kinerja perseorangan yang
merupakan salah satu item dalam penyusunan LKjIP. Laporan ini disusun secara
penodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah, Peraturan Pemenntah Nomor & Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinena Instansi Pemenintah serta Peraturan
Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pernanpan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dimulai dengan menyiapkan format laporan
sesual aturan yang berlaku kemudian didistribusikan kepada masing-masing
seksi/subbag lingkup Kecamatan. Seksi/subbag kemudian mengisi sesuai dengan
Tusi dan RKT Kecamatan Kasubbag PEP melakukan sinkronisasi Perjanjian
Kinerja, untuk memastikan keterkaitan Kinerja antara Jabatan Pelaksana sampai
dengan Camat. Setelah sesual kemudian dilakukan penandatangan. Proses
benkutnya adalah mendistnbusikan dokumen peranjian Kinerja sesuai ketentuan
dan didokumentasi sebagai dasar pengukuran Kinerja semua ASN.
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1.63.2 Penyusunan Dokumen Pelaporan

Gambar 1.13 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Dokumen Pelaporan
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Dalam penyusunan dokumen pelaporan terdapat dua aktivitas ﬁiama, yaitu
penyusunan LK]JIP dan penyusunan laporan periodik. Penyusunan LKjIP merupakan
proses yang lebih spesifik karena berkaitan dengan tata kelola pelaporan kinerja
secara menyeluruh, sedangkan penyusunan laporan penodik bersifat umum dan
mencakup berbagal laporan yang disusun secara rutin mingguan, bulanan,
triwulanan, maupun tahunan.

Pelaksanaan fungsi pelaporan tersebut saling berkaitan dengan fungsi
perencanaan pada Bappeda serta fungsi pelaporan pada Bagan
Organisasi/Pemerintahan, sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar pelaporan

kinerja dapat tersaj secara akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

1.5.3.2.1 Penyusunan LK].IP

Gambar 1.14 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan LKj.IP
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Laporan Kinerja Instansi Pemenntah (LKJIP) merupakan bagian dan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai instrumen
perbailkan kinerja organisasl secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Penyusunan LKJIP dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap awal
dimulai dengan pengumpulan data dasar dan penyusunan jadwal (time schedule)
penyusunan LKJIP, kemudian dilaporkan kepada Camat untuk memperoleh arahan
Berdasarkan arahan tersebut, Camat menugaskan pelaksanaan rapat koordinasi
dengan seluruh seksifsubbag di lingkungan kecamatan. Kasubbag PEP
memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dimaksud.

Selanjutnya, masing-masing seksi/subbag menyiapkan data capaian kinerja
sesual bidang tugasnya. Data yang telah terkumpul diinventarisasi dan diidentifikasi
oleh Kasubbag PEP untuk kemudian disusun menjadi draf LKJIP beserta
lampirannya. Draf tersebut selanjutnya dibahas bersama Camat dan unit terkait guna
dilakukan sinkronisasi dan validasi data.

Berdasarkan hasil validasi, dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen.
Setelah dinyatakan lengkap, dokumen LKJIP diajukan kepada Camat untuk
dilakukan penandatanganan. Apabila masih terdapat koreksi, dilakukan revisi
terlebih dahulu. Setelah ditandatangani, LKJIP dicetak dan didistribusikan sesuai

ketentuan yang berlaku.

1.5.3.2.2 Penyusunan Laporan Periodik

Gambar 1.15 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Laporan Periodik
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Penyusunan laporan penodik adalah penyusunan laporan yang dilaksanakan
secara rutin dalam jangka waktu tertentu (laporan hanan, mingguan, bulanan, atau
tahunan). Laporan ini untuk membenkan informasi kepada beberapa pihak baik yang
ada di dalam maupun luar organisasi.

Proses penyusunan laporan periodik ini dimulai dan Kasubbag Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan meminta data kepada semua unit kerja di kecamatan. Setelah
unit kerja lain mencukupi permintaan data tersebut kemudian Kasubbag PEP
memvernfikasi dan memvalidasi data antara penyedia dan penernma data. Apabila
data kurang sesual maka seksi/subbag melengkapi dan atau mengoreksi data
Selanjutnya data dikompilasi dan dibuat laporan sesuai format yang ditentukan.
Laporan kemudian ditandatangani Camat, diperbanyak dan didistribusikan sesuai
ketentuan yang berlaku. OPD terkait menerima laporan periodik.

1.5.4 Keuangan

Gambar 1.16 Proses Bisnis Manajerial Keuangan
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Tata kelola keuangan adalah proses aliran pengelolaan keuangan dan akuntansi
yang dilakukan di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Terdin dan 4 (empat) sub
proses yaitu:

a. Perbendaharaan Kegiatan;
b. Verifikasi

c. Pelaporan keuangan; dan
d. Perbendaharaan Gaji.
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Tata Kelola Keuangan berpengaruh terhadap Koordinasi dan Fasilitasi,

Pembinaan, Pelayanan, Umum dan Kepegawaian serta Pencairan BKD dan
dipengaruhi oleh Fungsi Perencanaan.

1.5.41 Perbendaharaan Kegiatan
Gambar 1.17 Proses Bisnis Manajerial Perbendaharaan Kegiatan
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Proses pengajuan dan pencairan belanja UP/GU/TU/LS diawali ketika
Bendahara Pengeluaran menyusun usulan kebutuhan belanja dan membuat SPP
untuk disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
(PPK-PD). PPK-PD kemudian menerima, meneliti, dan memverfikasi kelengkapan
serfa kebenaran dokumen SPP. Apabila SPP tidak disetujui, Bendahara
Pengeluaran melakukan perbaikan sesuai hasil verifikasi. Sebaliknya, apabila
disetujui, proses dilanjutkan dengan penandatanganan SPM oleh PA/Pejabat
Penandatangan SPM, untuk kemudian dikinm kembali kepada PPK-PD dan
diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

Selanjuinya, Bendahara Pengeluaran mengarsipkan SPP dan
menyampaikan SPM beserta billing pajak kepada Badan Keuangan Daerah (BKD).
Setelah menenma SPM, BKD menerbitkan SP2D dan nota kredit, yang kemudian
diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Bank selanjutnya memproses nota kredit dan melakukan pencairan dana.
Dana tersebut disalurkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk belanja UP/GU/TU
dan LS Belanja Pegawai, serta kepada penyedia jasa untuk belanja LS Barang/Jasa
maupun Belanja Modal. Setelah dana diterima, Bendahara Pengeluaran
mendistribusikan belanja UP/GU/TU dan LS Belanja Pegawai kepada pihak yang
berhak.
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1.5.4.2 Verifikasi

Gambar 1.18 Proses Bisnis Manajerial Verifikasi

Proses venfikasi dimulai dan Bendahara Pengeluaran (BP) membuat SPJ
administratif, fungsional dan Surat Setoran Pajak, lalu meneruskan ke PPK PD, BP
juga menernma Surat Setoran Pajak dan BPP kemudian melaporkan dan melakukan
rekonsiliasi pajak dengan Kantor Pajak.

PPK PD memvenfikasi SPJ administratif dan SPJ fungsional. Jika terdapat
koreksi, SPJ dikembalikan ke BP untuk dilakukan pembetulan. Jika sudah sesuai,
SPJ administratif ditandatangani PPK PD dan PA kemudian diarsipkan. Sedangkan
SPJ fungsional dikinmkan ke BKD.

1.54.3 Pelaporan Keuangan

Gambar 1.19 Proses Bisnis Manajerial Pelaporan Keuangan
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Proses pelaporan keuangan dimulai dan Bendahara Pengeluaran melakukan
pemenksaan kas, membuat dan menandatangan Bernta Acara Pemerksaan Kas
(BAP Kas). Proses benkutnya Pengguna Anggaran menandatangani BAP Kas.
Kemudian Bendahara Pengeluaran menerima BAP Kas dan melengkapi bahan
laporan keuangan.

PPK PD menyusun konsep laporan keuangan dan melakukan rekonsiliasi
dengan BKD. Setelah sesuai, kemudian laporan keuangan disusun, ditandatangani

dan dilaporkan ke BKD sesual jadwal yang ditentukan, BKD menenma laporan
keuangan.

1544 Perbendaharaan Gaji

Gambar 1.20 Proses Bisnis Manajerial Perbendaharaan Gaji
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Proses perbendaharaan gaji dimulai dar Pengurus Gaji mengusulkan mutasi
gaji PNS ke BKAD dan membuat usulan SPP gaji berdasarkan daftar gaji yang
diterbitkan oleh BKAD. Dilanjutkan dengan Bendahara Pengeluaran membuat SPP
Gaji. Kemudian PPK SKPD memverifikasi SPP dan membuat SPM. Selanjutnya
PA/Pejabat penandatangan SPM menandatangani SPM tersebut.

Bendahara Pengeluaran mengarsip SPP dan menginm SPM ke BKAD.
Setelah BKAD menerima SPM, kemudian menerbitkan SP2D Gaji dan Nota kredit.
Berikutnya Bendahara pengeluaran mengarsip SP2D. Setelah Bank menenma nota
kredit, kemudian langsung mencairkan uang ke pengurus gaji. Pegawai menerima
gaji bersih. Kemudian Pengurus Gaji mencairkan potongan gaji dan mendistnbusikan
ke pihak-pihak yang berhak
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1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan
Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor - 700.1.2.1/LHE-35/408 49/2025
Tanggal 28 Mei 2025 memperoleh nilai sebesar 74,70 dengan kategon BB [ Sangat
Baik ). Nilal sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh
komponen AKIP di lingkungan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan rincian

sebagal benkut :
Tabel 1.4 Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bandar

Komponen Bobot Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja 30 % 2220
b. Pengukuran Kinena 30 % 22,350
c. Pelaporan Kinerja 15 % 11,25
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinera Internal 25 % 18,75
Jumlah 100 % 74,70

Sumber - Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bandar Tahun 2025
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terdapat beberapa hal
direkomendasikan ke Camat Bandar Kabupataen Pacitan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pencapain kinerja 2025 terutama
untuk kinerja yang belum dapat tercapai 100% yang dituangkan dalam aplikasi
SIMOLEK dengan memuat Langkah perbaikan (feedback pimpinan) serta
identifikasi kendala dan permasalahan.

2. Menyusun dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) secara penodik / 3 bulan
beserta pemenuhannya atas Langkah perbaikan terhadap pencapaian kinerja
selanjutnya.

3. Mendorong ketaatan pengisian data kinerna aplikasi SIMOLEK agar dapat
dipantau secara mendalam atas ketidaktercapaian kinerja dan menggunakannya
sebagai dasar penentuan upaya-upaya konkret yang periu dilakukan untuk
mencapai target kinerja.

4. Laporan kinerja agar memuat analisis penyabab keberhasilan/kegagalan secara
mendalam atas ketidaktercapaian kinerja dan menggunakannya sebagai dasar
penentuan upaya-upaya konkret yang perlu dilakukan untuk mencapai target
kinerja
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5. Dokumen monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2025 agar
memuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) beserta pemenuhannya atas
langkah perbaikan terhadap pencapaian kinerna selanjutnya.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bandar Tahun 2021-2026

Rencana strategis Kecamatan Bandar merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar yang berpedoman pada
RPJMD dan bersfat indikatif. Rencana strategis Kecamatan Bandar Kabupaten
Pacitan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021-2026 ditetapkan dengan
Peraturan Bupat Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan
Rencana Stratategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026
Penetapan jangka wakiu lima tahun dikaitkan dengan pola pertanggungjawaban
Kepala Daerah, karena Rencana Strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
disusun dalam periode masa jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian,
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diperianggungjawabkan
secara lebih jelas dan akuntabel

Renstra Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan disusun untuk mendukung
pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Pacitan Tahun 2021-2026. Penyusunannya dilakukan secara selaras dengan proses
penyusunan RPJMD melalu tahapan Musrenbang RPJMD dan Forum Perangkat
Daerah, serta melibatkan berbagal pemangku kepentingan. Dengan demikian,
Renstra Kecamatan Bandar merupakan dokumen hasil kesepakatan antara
kecamatan dan para stakeholder. Selanjutnya, Renstra tersebut dijabarkan ke dalam
Rencana Kena (Renja) Kecamatan Bandar untuk jangka waktu satu tahun, yang
memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun benalan.
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Pacitan
21411 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang
oleh Pemenntah Kabupaten Pacitan. Visi Pemenntah Kabupaten Pacitan Tahun
2021-2026 adalah “ Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia “
2112 Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun

2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai benkut
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1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Insfrastruktur dan
Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas
Lingkungan Hidup.

2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh
Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agrars, Sekior Panwisata
serta Sektor Unggulan Lainnya.

4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovalif, Profesional, dan Melayani.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran
2.1.2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dan pemnyataan misi
yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan diterapkannya tujuan
Rencana Strategis, maka Kecamatan Bandar dapat secara tepat mengetahui apa
yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki

Tujuan yang ingin dicapal dalam mencapal misi pembangunan Kecamatan
Bandar Kabupaten Pacitan adalah Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif,
dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan yang diukur dalam
jangka waktu 5 tahun.
2.1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dan tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di
Kecamatan Bandar adalah sebagai benkut :
a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar.
b. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan

Pembinaan Pemenntahan di Desa.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut

periu ditetapkan tujuan, sasaran seria indikator dan target Kecamatan Bandar

Kabupaten Pacitan sebagal benkut :
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Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Inciais Wemngaamys
pelayanan

P 2808 3700 &S0 a5 481
Wacamatan Pemarintanan &

Sumber | Ferubehan Renatra Kecamaten Banoar
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2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemenntahan yang balk di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menten MNegara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor - PER/09/M PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan
sasaran strategi perangkat daerah

Adapun penetapan indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar Kabupaten
Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai benkut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar
SASARAN STRATEG KL FORMULAS! KETERANGAN
SASARAN SASARAN PERANGKAT PERHITUNGAN
RPJMD YANG RENSTRA DAERAH
Dl ACU FD
: s : i e A = e
1. M&nlnglcatn],ra. Meningkatnya .Jum.hh- Niia - m‘:: H’;::_PH s SKM PEP?slan
Layanan Publk | Kualias Hasl Survey  jumiah wussioner terisi Kutsioner
yang Ingvatt Palayanan Kepuasan makala Aplikasi
Pubdik Masyaranat e-sukma
Kacamatan Sefiap Tahun
Bandar
Meringkatnya  Persentase Laporan
Koordinasi Terlaksananya ~ femish Fasilizas! hasil
Penyelnggar faslitasi desa long.gdcksanaan oo fasiitasi
- Jumish Fosilizasi
aan dalam  salu yang di
Peamenniahan tahun laksanaka
di Kecamatan n
dan
Pambinaan
Penyelenggar
aan
Pemenniahan
di desa
Parsentase Diokumen
Desa yang : . Parencan
sudah sudsh mn}fs:: aan,
MenyUsun ﬂdmut‘!‘_ﬁ.ﬁ Demuat PHM
SMINISISS  dokursen peremsanes aran dan
sesual dengan T;Ef;ﬁf‘";" Pelaporan
ketentuan Jomish Dees > U
Dokumen
perencanaan,
panganggaran
dan palaporan

Sumber - Hasi Pengolahan Data / Analisis Kecamalan Bandar Tahun 2025
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2.1.3.1 Rumusan Perhitungan Sasaran Renstra

Sasaran

Indikator Sasaran
Difinisi

Rumusan Perhitungan:

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- Jumilah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun

- Untuk mengukur kinerja Aparatur Kecamatan Bandar , dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus
mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat
(stakeholder) penhal kebutuhan dan harapan, maka diadakan
“Survey HKepuasan Masyarakat” di Unit Pelayanan
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Survey kepuasan
masyarakal dihitung menggunakan nilail rata-rata terimbang
masing-masing unsur pelayanan. Data responden harus
dimasukkan semua, mulai dan nomor responden, jenis
kelamin, pekernaan dan pendidikan. Hal ini diperlukan untuk
mengetahu profil responden dan unit pelayanan, sehingga
dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan penentuan
program kerja benkutnya.

1. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak disi oleh

responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur pelayanan

(NRR).

[ Nilai rata - rata (NRR) = Jumiah Nilai per Unsur

Jumiah Kussionar carisi ]

2. Dalam penghitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai rata-rata

tertmbang masing-masing unsur sebagai benkut :

Jumich Unsur ~ X

{ Bobot nilai rata - rata terfimbang = S=Z25=20 = 2 = N ]

Jumiah Unsur %

[ Bobot nilai rata - rata tertimbang = {xmiarFater 1 - 11 J

Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR. Tertimbang) diperoleh dan nilai
rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata terimbang.

NRR tertimbang = NRR perunsurx 0,11
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3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25 s/d

100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25.

[Nilai Kepuasan Masyarakat = Jumiah NRR tertimbang x 25}

4. Sedangkan mutu pelayanan dibagi menjadi 4 kategoni, yaitu:

Tabel 2.3
Tabel Konversi Nilai SKM dan Mutu Pelayanan
Nilai interval Nilai Interval Mutu pelayanan Kinerja Pelayanan
Konversi
1,00-1,75 25-4375 D Tidak Baik
1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang Baik
2,51-3,26 62,51 -81,25 B Baik
 3,26-400  81,26-100 ' A | Sangat Baik

Sumber - PermenPAN RE Nomor 14 Tahun 2017
5 Perangkat pengolahan

Pengolahan menggunakan komputer dilakukan dengan menginput data
kueisoner yang sudah terisi dan dimasukkan dalam program excel.
2.1.3.2 Rumusan Perhitungan Sasaran Renstra
Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemenntahan
di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemenntahan di desa
Indikator Sasaran : Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun
Difinisi : Untuk mengukur keberhasilan  dan Koordinasi
Penyelenggaraan Pemenntahan d Kecamatan dan
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa, maka
diperlukan adanya perhitungan berapa besar persentase
Desa yang menindaklanjuti fasilitasi dalam satu tahun ,
Adapun bentuk fasilitasi meliputi 9 fasilitasi sebagai bernkut

"t

. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
2. Fasilitasi Pelunasan PBB

3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa
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Rumusan Perhitungan

© e ~N o W

Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan
Fasilitasi Adminduk

Fasilitasi Pembinaan Linmas

Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan
Fasilitasi Data Penerima Bansos

Adapun rumus untuk menentukan Persentase terlaksananya fasilitasi desa

dalam satu tahun adalah sebagai bernkut -

Jumiah fasilitasi yang dilaksanakan

x 100%

Jumiah fasilitasi seharusnya

Indikator Sasaran

Difimisi

Rumusan Perhitungan

Dokumen

- Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi

sesual dengan ketentuan Dokumen @ perencanaan,

penganggaran dan pelaporan.

- Untuk mengukur keberhasilan dan Penyelenggaraan

Pemenntahan di Kecamatan kita juga perlu menentukan
Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi
sesual dengan Kketentuan Dokumen: perencanaan,
penganggaran dan pelaporan.

Adapun rumus untuk menentukan Persentase Desa
yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan
ketentuan

- Perencanaan, penganggaran dan pelaporan adalah

sebagai berikut -

Jumiah desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan
ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan

x 100%

Jumiah Desa
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2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dan tujuan, sasaran
dan program yang ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat
daerah melalul berbagai kegiatan tahunan, Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di
dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja
Kecamatan Bandar Tahun 2025
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2.3 Perjanjian Penetapan Kinerja Tahun 2025

Pernanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggl kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui Perjanjian Kinerja, terwujud komitmen penerima amanah serta kesepakatan
antara pemben dan penenma amanah mengenai kinera yang terukur dan spesifik,
berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta dengan memperhatikan sumber
daya yang tersedia. Tujuan Penyusuan Perjanjian Kinena adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
menigkatkan integrasi, akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

3. Sebagai dasar penmlaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai daras pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemben amanah untuk melakukan monitoring,evaluasi dan
supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.

9. Sebagai dasar penetapam sasaran kinerja pegawai.

Sasaran dan Indikator Kinena Sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan
Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025
mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pemenntah Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Rencana Kera
(Renja) Kecamatan Bandar Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2025. Penanjian Kinerja Camat Bandar ditetapkan pada tanggal 2 Januan 2025
dan selanjutnya dilakukan perubahan pertama pada tanggal 23 September 2025,

dengan uraian sebagai benkut:
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Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Camat Bandar Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS

URAIAN

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Kecamatan
Bandar

Meningkatnya Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kecamatan dan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Meningkatnya Koordinasi
Penyelenggaraan Pemenntahan
di Kecamatan dan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

TARGET KINERJA
SASARAN FPADA TAHUN
2023

96,00 Nilal

INDIKATOR KINER.JA

URAIAN

Jumilah Nilai Hasll Survey
Kepuasan Masyarakat

Setiap Tahun

Persentase terlaksananya 100 %
fasilitasi desa dalam satu

tahun

Persentase Desa yang 100 %

sudah menyusun
adminisirasi sesual dengan
ketentuan dokumen
perencanaan Penganggara
n dan Pelaporan

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Bandar Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS

URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN PADA TAHUN

URAIAN 2025

Meningkainya Kualitas
Pelayanan Publik Kecamatan
Bandar

Meningkatnya Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kecamatan dan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Jumiah Nilai Hasll Survey 96,00 Nilal
Kepuasan Masyarakat
Setiap Tahun

Persentase terlaksananya
fasilitasi desa dalam satu

tahun

100 %

Persentase Desa yang 100 %
sudah menyusun

administrasl sesuai dengan

ketentuan dokumen

perencanaan Penganggara

n dan Pelaporan
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Tabel 2.7

Program Dan Kegiatan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
1. Program Penunjang Nilai Sakip Perangkat 70.95 Rp.1.867.199.557,00
Urusan Pemerintahan Daerah Nilai
Daerah
Kabupaten/kota | _ |
2  Program Persentase 100% Rp 60.000.000,00
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Femerintahan dan
Pelayanan Publik Pelayanan Publik yang
Dilaksanakan
3 Program Persentase 100% Rp. 111.028.900,00
Pemberdayaan Penyelenggaraan
Masyarakat Desa dan Pemberdayaan
Kelurahan Masyarakat Desa yang
_ _ Dilaksanakan _ |
4, Program Koordinasi Persentase 100% Rp. 125.978.100,00
Ketentraman dan Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Koordinasi Ketentraman
dan Keteriban Umum
yang dilaksanakan
5 Program Persentase 100% Rp. 60.892.000,00
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Umum yang dilaksanakan
6 Program Pembinaan = Perseniase desayang 100% Rp. 56.498.000,00
dan termonitoring
Pengawasan
Pemerintahan Desa |
JUMLAH Rp.2.281.596.557,00



Tabel 2.8

Perubahan Program Dan Kegiatan Kecamatan Bandar Tahun 2025
TARGET ANGGARAN

PROGRAM/KEGIATAN

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/kota

Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

Program Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Program
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan

Fengawasan
Pemerintahan Desa

JUMLAH

INDIKATOR

KINERJA

Nilai Sakip Femngkat
Daerah

Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
layanan kecamatan
Persentase
Penyelenggaran
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
yang Dilaksanakan
Persentase
Penyelenggaraan
Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban  Umum
yang dilaksanakan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum yang
dilaksanakan
Persentase desa

yang
termonitoring
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73.30

100%

100%

100%

100%

100%

Rp.1.752.791.971,56
"Rp 52.020.000,00

' Rp. 95.860.500,00

Rp. 132.278.100,00

' Rp. 44.872.000,00

' Rp. 44.498.000,00

' Rp.2.122.320.871,5
3



BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1  Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban bagi perorangan, badan hukum,
maupun pimpinan kolektif untuk mempertanggungjawabkan secara transparan
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang
berwenang sebagai pemben amanah.

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sebagai perangkat daerah yang
mengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja
melalul penyusunan dan penyajian Laporan Kinera Instansi Pemenntah (LKjIP)
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Penyusunan LKJIP tersebut dilaksanakan
sesual dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian target kinera pada
masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam
dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2021-
2026 dan Penanjian Kinena Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut,
pengukuran kinera digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan pengukuran Kinerja berpedoman pada Peraturan Menter
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
diperoleh dan hasil pengukuran masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkan, sedangkan capalan kinera tujuan dan sasaran strategis ditentukan
berdasarkan rata-rata capaian dan seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran
tersebut.
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Selanjuinya, nilai capaian kinerja diklasifikasikan dalam skala pengukuran
ordinal dengan mengacu pada pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemenntah. Pengelompokan predikat capaan kinena digunakan untuk
menggambarkan tingkat realisasi kinerja yang dicapal oleh Kecamatan Bandar
Kabupaten Pacitan selama tahun berjalan.

Tabel 3.1

Skala Penilaian dan Predikat Capaian Kinerja

Predikat Rentang Nilai Capaian Kinerja (%)

1 Sangat Memuaskan > 90-100

2 Memuaskan > 80-90

3 Sangat Baik > 10-80

< Baik > 60-70

5 Cukup > 50 -60

6 Kurang > 30-50

T Sangat Kurang > 0-30

Sumber | PermenPANRB 532014 & Pedoman Evaluasi SAKIP
Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinera untuk membenkan informasi yang transparan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi tercapal atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan

Laporan ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian target kegiatan dan
sasaran berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 seria Rencana Kerja
Kecamatan Bandar Tahun 2025. Pengukuran kinera digunakan sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka mewujudkan wvisi dan misi pemerintah. Pelaporan kinerja ini disusun
berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandar Tahun 2025 dan Indikator Kinerja
Utama Kecamatan Bandar.
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3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinera sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan
Bandar Tahun 2025 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja tersebut
dilaksanakan melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerna. Semakin tinggi
tingkat realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka menunjukkan
capaian kinerja yvang semakin baik, sedangkan semakin rendah tingkat realisasi
menunjukkan capaian kinerja yang belum optimal. Penghitungan capaian kinera
dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai benkut

Realisasi
Capaian Indikator Kinerja = ———— x 100%
Rencana
Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025
yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran antara target dan realisasi kinera

selanjutnya disajikan dalam tabel benkut.

3.2.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Kantor Kecamatan
Bandar Tahun 2025 Sebagai Berikut:
Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2025

LELETE) Indikator Kinerja Target Realisasi %
Strateqgis 2025 2025 Capatan
Meningkatnya Jumiah Nilai Hasil Survey
it e M st 96,00 95,79 99,78%
Pelayanan Publik  Setiap Tahun
Kecamatan
Bandar
Maningkatnya Persentase terlaksananya
koordinasi fasilitasi desa dalam satu TN Xk L
penyelengaraan tahun
pemerintahan di
kecamatan dan
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan di
desa
Farsantane Das yamng 100% 100% 100%
sudah menyusun
administrasi sesuai dengan
ketentuan dokumen
perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan

Sumber - Hasil Pengolahan Dala/Analisis Kecamalan Bandar Tahun 2025
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3.2.1.1 Hasil Pengukuran dan Analisis Kinerja

Hasil pengukuran dan analisis kinerja diperoleh melalui pengukuran atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesual dengan sasaran dan
tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bandar Kabupaten
Pacitan. Pengukuran kinerja dilakukan secara sistematis dengan menggunakan
indikator kinerja yang mencakup indikator masukan, keluaran, dan hasil

Capaian kinerja sasaran ditentukan berdasarkan indikator kinerja makro dan
mikro yang ditetapkan secara realistis dengan memperhatikan tujuan, sasaran, serta
ketersediaan data pendukung yang terorganisasi. Hasil capaian tersebut digunakan
untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada fahun beralan
dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Pelaporan capaian Kinerja difokuskan pada manfaat yang dihasilkan oleh
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi masyarakat, pemerintah, dan
pemanaku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025, dapat diketahui bahwa secara umum
capaian Kinerja sasaran strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berada pada
kategor sangat baik.
3.2.1.1.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Bandar

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik
Kecamatan Bandar diukur melalu indikator Jumlah Nilai Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat setiap tahun. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 96 00, dengan
realisasi sebesar 95, 79, sehingga capaian kinerja mencapai 99, 78 persen. Capaian
tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Bandar telah
terlaksana dengan sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan,

Nilai tersebut diperoleh dan Survey Kepuasan Masyarakat di unit pelayanan
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan melalui aplikasi SuKMa-e Jatim (Survey
Kepuasan Masyarakal Elektronik Jawa Timur), yaitu sistem yang mengukur tingkat
kepuasan masyarakal sebagal pengguna layanan publik berbasis QR Code yang
Akuntabel, Mudah, Cepat dan Tenntegrasi. Penghitungan data dilakukan oleh sistem
Periode Januar — Desember 2025.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumiah responden penerima layanan
yang berhasil dihimpun sebanyak 463 orang, dengan nncian sebagai berikut:
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Tabel 3.3
Rincian Responden Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bandar Tahun

2025
Karakteristik Indikator Jumiah Persentase
Pradistort bumiab] x H00
Laki-laki 261 56.37%
1 Jenis Kelamin
Perempuan 202 43 63%
JUMLAH 463 100%
17-20 185 39 96%
21-26 71 15,33%
2 Usia 27-35 102 22 03%
36-45 60 12 96%
46-60 45 9 72%
JUMLAH 463 100%

Sumber _ Hasd Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan menggunakan
kuesioner melalui aplikasi SuKMa-e Jatim yang disebarkan kepada pengguna
layanan. Kuesioner disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Survel Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik, yang mencakup 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan
masyarakat sebagai berikut:
1. Persyaratan, yaitu kelengkapan syarat teknis dan administratif yang harus
dipenuhi dalam memperoleh pelayanan.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan dan
mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperiukan dalam menyelesaikan
proses pelayanan sesual standar yang ditetapkan_
4. Biaya/Tanf, yaitu besaran biaya yang dikenakan kepada pengguna layanan
sesual dengan ketentuan yang berlaku.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu kesesuaian hasil pelayanan yang
diterima masyarakat dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
6. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan petugas pelayanan yang mencakup

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.



7. Penlaku pelaksana, yaitu sikap dan keramahan petugas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu ketersediaan mekanisme
serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

9, Sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan dan kondisi fasilitas pendukung
pelayanan, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "Nilai rata-rata tertimbang” masing-
masing unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama
dengan memakai rumus sebagai berikut

1. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak diisi oleh
responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur pelayanan
(NRR).

Jumlah Nilal per Unsur _ Jumlah Nilai per Unsur
463

Nilai rata - rata (NRR) =

fumlah Kuestoner Terist B
Hasil dan masing-masing unsur setelah dimasukkan dalam rumus adalah
sebagai berikut :

Nilal Unsur Pelayanan
U1 | U2 us| us | us | ue | ur| us | use
Nilai lUnsur | 1776 | 1788| 1732| 1851 1778 | 1782 | 1703| 1849 | 1770
NRR/Unsur | 384 | 386| 374 4 | 384|385 387 399 384

2. Dalam penghitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai rata-rata

terimbang masing-masing unsur sebagai benkut :

o Ty
Jumlah Bobot 1

~=N

x

Bobot nilai rata - rala tertimbang =
Jumlah Unsur

TP ; Jumiah Bobot 1
Bobot nilai rata - rata tertimbang e T = 0,11

. A

——

Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh dan nilai

rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata terbmbang.

[ MNRR tertimbang= NRR per unsur x 0,11 J
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Hasil dan masing-masing unsur setelah dimasukkan dalam rumus adalah

sebagai benkut:

Nilal Unsur Pelayanan
u1 u2 U3 u4 us ue u7 ug us
MNilal /Unsur 1776 | 1788 (1732, 1851 | 1778 | 1782, 1793 | 1849| 1779
NRR/Unsur 384 386 374 4 384 | 385 387 399 384
T.Efﬁmlr:;qal?]Rg}Ungu{' 042 | 042 | 0N 044 | 042 042 0.43 0.44 0,42
Jumiah NRR
Tertimbang 383

3 Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25
s/d 100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25.
Nilai Kepuasan Masyarakat = Jumlah NRR tertimbang x 25

=383 x25
= 95,79

4 Sedangkan mutu pelayanan dibagi menjadi 4 kategon, yaitu;

Nilai mterval Nilai Interval Konvers Mutu pelayanan Kinena Pelayanan
1,00 - 1,75 25-4375 D Tidak Baik
1,76 - 2,50 43,76 —62 50 C Kurang Baik
251-325 62,51 -8125 B Baik
13,26 - 4,00 81,26 - 100 A * Sangat Baik
Pencapaian kinerja program vyang mendukung sasaran organisasi

menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bandar
Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai rencana dan memberikan
kontribusi nyata terhadap tercapainya sasaran strategis. Hal ini tercermin dan nilai
SKM Kec Bandar sebesar 9579 Capaian indikator kinerja tersebut menunjukkan
hasil sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan telah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
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3.2.1.1.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya koordinasi penyelengaraan
pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan di desa
Sasaran strategis meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa pada Tahun 2025
telah tercapal secara optimal. Hal im ditunjukkan oleh capaian indikator kinena berupa
persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun dan persentase desa yang
telah menyusun administrasi sesual ketentuan dokumen perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan, yang masing-masing mencapai 100 persen dari larget
yang telah ditetapkan
Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program-program terkait,
khususnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program
Pembinaan dan Pengawasan Pemenntahan Desa, Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan
Keteriban Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pembinaan, pendampingan administrasi desa,
serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, seluruh desa di wilayah Kecamatan
Bandar mampu memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan desa secara tepat
waktu dan sesual ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, program dan kegiatan
yang dilaksanakan telah benalan efektif dan membenkan kontnbusi nyata terhadap
tercapainya sasaran strategis organisasi.
Untuk mengukur keberhasilan koordinasi penyelenggaraan pemenntahan di
kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa, digunakan
indikator berupa persentase desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi
dalam satu tahun pada bidang pemenntahan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat, pelayanan umum, sosial, ketenteraman dan ketertiban. Adapun
pelaksanaan fasilitasi dimaksud meliputi 9 (sembilan) bentuk fasilitasi sebagai berikut:
1. Fasilitasi Produk Hukum Desa
Pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan agar
sesuai ketentuan.

2. Fasilitasi Pelunasan PBB
Pendampingan distribusi, monitoring, dan percepatan pelunasan PBB desa
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3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan
pemenntahan desa.
4. Fasilitasi Musyawarah Desa
Pendampingan penyusunan usulan pembangunan desa dan RKPDes
9. Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Desa
Pendampingan penguatan kelembagaan dan kegiatan bersama desa.
6. Fasilitasi Administrasi Kependudukan
Pendampingan pelayanan dan validasi data kependudukan desa.
7. Fasilitasi Pembinaan Linmas
Koordinasi dan pembinaan kapasitas Linmas desa.
8. Fasilitasi Data Kebencanaan
Pendampingan pemenuhan dan validasi data kebencanaan desa.
9. Fasilitasi Data Penenma Bansos
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan penyaluran
bantuan sosial berjalan tertib dan aman.
Adapun rumus untuk menentukan Persentase terlaksananya fasilitasi desa

dalam satu tahun sebagai benkut:

Jumliah Fasilitasi yang Dilaksanakan
x 100%

Jumlah Fasilitasi yang Seharusnya

_ 2 L 100%

= 100 %

Uraian Penyusunan Dokumen Yang Sesuai Dengan Ketentuan adalah

sebagai benkut:

1. Dokumen Perencanaan

Penyusunan dokumen perencanaan desa didasarkan pada Pemendagn Nomor
114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Seluruh desa di Kecamatan Bandar sudah menyusun dokumen
perencanaan sesual dengan ketentuan vyang berlaku Adapun dokumen yang
dimaksud adalah RPJMDes dan RKPDes.



2 Dokumen Penganggaran

Penyusunan dokumen penganggaran di desa didasarkan pada Peraturan Bupati
Pacitan Nomor 74 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh Desa di
Kecamatan dalam menyusun dokumen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dokumen tersebut berupa Perdes APBDes dan Perkades APBDes.
3. Dokumen Pelaporan

Penyusunan dokumen pelaporan di dasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan
Nomor 96 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh desa di
Kecamatan sudah menyusun sesual dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen
tersebut berupa Pelaporan Desa dan Laporan Realisasi APBDes.

Adapun rumus untuk menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun

administrasi sesual dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan
pelaporan adalah sebagai berikut:

Jumlah desa yang menyusun administrasi

100
Jumlah Desa * "

S 100%
= 100%
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3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kiner@a
Tamged Rensira Perangikat Feaizas Capaan Tahun Perseniase Capaan (%) pada

[lasrah Tahun ke- i Tahum ke —
P (R gy | Tarpet) x 100
erangiat Dacrah 022 223 X024 205 2023 2024 A3 AD4 A5

Jumiah Nial Hasal
Survey Kepuasan 8608 BF BT50 5600 BGOD2 B418 84489 SO 100% 96.76% 890.56% S9TE%
Masyarekat sefiap tahun

2 Pearsentase
terlaksananya fasiitasi 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7100% 100%  100% 100% 100%
desa dalam satu tahun

3 Persentase Desa yang
sudah Menyusun
administrasi sesual
dengan keleniuan B804 100% 100% 1008 100% 100% 100% 100% 1009 1005 100%  100%:
Cokumen: perencanaan,

penganggaran dan
pelaparan

Indikaton Kinerg sesual
Tugas dan Fungsi

Summbar | Hasd Pengaiahan Datatinalss Kecemadan Bandar Takon 20625



Berdasarkan tabel diatas, perkembangan kinerja Kecamatan Bandar
Kabupaten Pacitan selama penode tahun 2022-2025 menunjukkan tren yang positif
dan stabil. Pada indikator Jumilah Nilai Hasil Survel Kepuasan Masyarakat, capaian
kinerja mengalami peningkatan yang signifikan pada Tahun 2025, seteiah pada Tahun
2023 dan 2024 realisasi berada sedikit di bawah target. Tahun 2025 menunjukkan
perbaikan kualitas pelayanan yang ditandai dengan realisasi sebesar 95,79,
mendekati target 96 00, dengan capaian 99,78 persen.

Sementara itu, indikator persentase leriaksananya fasilitasi desa dan
persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai ketentuan menunjukkan
kinerja yang konsisten sangat baik sejak Tahun 2023 hingga Tahun 2025, dengan
capaian 100 persen setiap tahun. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan serta meningkatnya kepatuhan
dan kapasitas administrasi pemerintahan desa. Secara keseluruhan, perkembangan
kinerja hingga Tahun 2025 menunjukkan keberlanjutan perbaikan dan konsistensi
pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kecamatan
Bandar Kabupaten Pacitan.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target
Jangka Menengah (Renstra) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Kecamatan Bandar

Sasaran indikator Target Akhir Realisasi Tingkat
Strategis Kinerja RPJMD/Renstra Kemajuan

(ReahsaadT amgel) x
100

Meningkatnya  Jumiah Nilai

Kualitas Hasil Survey

Pelayanan Kepuasan

Publik Masyarakat 96,00 93,79 99,78%
Kecamaian setiap tahun

Bandar

Meningkatnya  Persentase 100% 100% 100%
Koordinasi terlaksananya

Penyelenggaraan  fasilitasi desa
Pemenntahan dalam saltu

di Kecamatan tahun

dan Pembinaan

penyelenggaraan
Pemenntahan
Desa
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Persentase 100% 100% 100%
Desa yang

sudah

Menyusun

administrasi

sesual dengan

ketentuan

Dokumen:

perencanaan,

penganggaran
dan pelaporan

Sumber : Hasll Pengolahan Data/Analisis Kecamalan Banaar Tahun 2023
Berdasarkan tabel diatas, perkembangan kinerja Kecamatan Bandar

Kabupaten Pacitan hingga akhir penode perencanaan menunjukkan capaian yang
sangat balk. Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik
Kecamatan Bandar, indikator Jumlah Milai Hasil Survel Kepuasan Masyarakat telah
mencapai realisasi 95,79 dan target akhir 96,00, dengan tingkat kemajuan sebesar
99 78 persen, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terus mengalami
perbaikan dan telah mendekati target jangka menengah yang ditetapkan_

Sementara itu, sasaran sirategis meningkainya koordinasi penyelenggaraan
pemenntahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemeriniahan desa
menunjukkan kinerja yang sangat optimal, ditandai dengan capaian 100 persen pada
indikator persentase terlaksananya fasilitasi desa serta persentase desa yang telah
menyusun administrasi sesuai ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan
pelaporan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan,
pendampingan, dan koordinasi yang berkelanjutan antara kecamatan dan pemernntah
desa. Secara keseluruhan, perkembangan Kinerja hingga akhir periode Renstra
menunjukkan bahwa Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan telah mendekati dan
memenuhi target jJangka menengah sesuai sasaran strategis yang ditetapkan.
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3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Nasional
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional
Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi

Meningkatnya Layanan

SHEE [ Tahun 2025 Provinsi Kab
Indeks pelayanan : . 452

Publik yang Inovatif Publik Kecamatan

Meningkatnya Kualitas  Jumilah Nilai Hasil 95,78 92,70 -

Pelayanan Publik Survei Kepuasan
Kecamatan Bandar Masyarakat setiap

tahun
aumber : website Pemkab Pacidan dan website Biro Organisasi JATIM 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik

(IPP) Kecamatan Bandar sebesar 3,92, masih berada di bawah capaian Provinsi

(4 75) dan Kabupaten (4,52). Kondisi im menunjukkan bahwa kualitas pelayanan

publik di Kecamatan Bandar telah berada pada kategon baik, namun masih terdapat

beberapa komponen penilaian IPP yang belum optimal dibandingkan standar provinsi

dan kabupaten. Komponen tersebut antara lain :

:

Kebijakan pelayanan yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan dan
SKM telah tersedia namun perlu melibatkan semua unsur masyarakat dalam
penyusunan dan perubahan standar pelayanan serta konsisten dalam publikasi
hasil SKM.

2. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pegawai bidang pelayanan.

Sarana dan prasarana belum memenuhi standar pelayanan publik khususnya
untuk kelompok rentan.

Informasi pelayanan publk di website Kecamatan Bandar belum diperbarui
secara berkala.

. Mekanisme pengaduan tersedia, namun partisipasi masyarakat dalam

menyampaikan aspirasi dan pengaduan masih rendah.

. Inovasi yang sudah tersedia masih perlu penguatan pada aspek keberlanjutan

dan pengembangan Inovasi.
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Solusi / upaya yang dilakukan sebagai benkut -
1. Melakukan rapat konsultasi publik dan publikasi SKM secara rutin.
2. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi pegawal bidang pelayanan melalu
kegiatan seminar dan program konseling.
3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan
publik
4. Optimalisasi media sosial dan website Kecamatan Bandar secara konsisten.
5. Tindak lanjut pengaduan secara cepat dan terdokumentasi.
6. Penguatan dan pengembangan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.
Indikator kinerja Survel Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bandar
sebesar 95,79, lebih tinggi dibandingkan Nilai SKM tingkat Provinsi sebesar 92, 70.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakal terhadap pelayanan publik
di Kecamatan Bandar berada pada kategon Sangat Baik dan melampaui rata-rata
capaian di tingkat Provinsi. Capaian ini mencerminkan bahwa pelayanan yang
diberikan telah memenuhi ekspektasi masyarakat yang mencakup 9 unsur
pengukuran kepuasan masyarakat. Faktor yang mendukung tingginya nilai SKM
Kecamatan Bandar sebagai berikut
1. Pegawai bidang pelayanan memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi.
2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang.
3. Waktu penyelesaian proses pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
4. Informasi pelayanan mudah dipahami.
Nilai SKM Kecamatan Bandar yang melampaui capaian Provinsi menunjukkan
kinerja pelayanan publik yang sangat baik. Ke depan, upaya peningkatan kualitas
pelayanan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar capaian tersebut tetap terjaga

dan dapat terus memingkat.
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3.2.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan dan

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tujuan/Sa
saran

Meningkat
nya
Layanan
Publik
yang
inovatif

Meningkat
nya
kualitas
Pelayanan
publik
Kecamata
n Bandar

Meningkat
nya
koordinasi
penyeleng
garaan
pemerinta
han di
kecamata
n dan
pembinaa

Indikator
Kinerja

Indeks
Pelayanan
Publik
Kecamatan
Bandar

Jumiah Nilai

Survey
Kepuasan
Masyarakat
dalam satu
tahun

Perseniase
terlaksanan
ya fasilitasi
desa dalam
satu tahun

t

4.51

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja dan
Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Targe Reals

asi

3.892

o
Capai

86.92
%o

96.00 9579 9978

100%

100%

%

100%
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Analisis
Keberhasilan/Keg
agalan

indeks Pelayanan
Publik berada
pada kategori B
(Baik) yang dinilai
dari 6 komponen
yaitu kebijakan
pelayanan,
profesionalisme
SDM, sarana dan
prasarana, sistem
infermasi
pelayanan publik,
konsultasi dan
pengaduan,
inovasi

Kinerja dinilai
berhasil,
ditunjukkan
dengan capaian
99 78% dan
target akhir
Rensira,
Meskipun belum
mencapai 100%,
nilai SKM berada
pada kategon
sangal baik dan
mendekall target
yang ditetapkan.

Kinerja berhasil,
seluruh kegiatan
fasilitasi desa
terlaksana sesuai
rencana dengan
capaian 100%

Solust yang
dilakukan

dalam Umpan
Balik Evaluasi
Pelayanan
Publik tahun
2025

Meningkatkan
kualitas SDM,
perbaikan
standar
operasional
pelayanan,
pemanfaatan
hasil SKM
sebagai bahan
evaluasi, serta
peningkatan
sarana dan
prasarana
pelayanan.

Penguatan
koordinasi rutin
dengan
pemerintah
desa,
pelaksanaan
fasilitasi dan
pembinaan
secara
berkelanjutan,
serta monitonng
dan evaluasi



penyeleng
garaan
pemerinta
han di

Persentase 100% 100% 100% Kinera berhasil,

Desa yang seluruh desa
RE: telah memenuhi
v - ketentuan

W . administrasi
admmljstram sesuai peraturan
sesual yang berlaku.
dengan
ketentuan
dokumen
perencanaa
n,Pengangg
aran dan
Pelaporan

tindak lanjut
hasil fasilitasi

Pendampingan
administrasi
desa secara
intensif,
pembinaan
teknis
penyusunan
dokumen desa,
serta
pengawasan
dan evaluasi
berkala.

Sumber - Hasil Pengolahan Dataldnalisis Kecamealan Bandar Tahun 2025
Selain yang telah disebutkan pada tabel di atas, dapat diuraikan hal- hal yang

menjadi faktor pendorong keberhasilan, faktor kegagalan‘hambatan dan solusi

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di antaranya yaitu :
3.2.56.1 Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Kegiatan Bidang Sosial

a.  Ketersediaan sumber daya manusia yang semakin kompeten dan adaptif

ternadap perkembangan teknologi, didukung oleh pemanfaatan media sosial

serta fasilitas janngan internet yang memadai.

b. Tersedianya sarana transportasi dan infrastruktur yang baik sehingga

mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat.

¢ Tenalinnya komunikasi dan kera sama lintas sektor yang efektif dalam rangka

pemenuhan kebutuhan serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat

secara tepat sasaran.
2. Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban

a. Tenalinnya komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara seluruh

pemangku kepentingan, baik di tingkat kecamatan maupun desa.
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b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagal penunjang

pelaksanaan kegiatan, baik dalam aspek komunikasi maupun transportasi.
3. Kegiatan Bidang Pelayanan Masyarakat

a. Temwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang tertib, profesional, dan
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

b. Tersedianya sarana dan prasarana administrasi kependudukan yang
memadal sehingga mempercepat dan meningkatkan kualitas proses
pelayanan kepada masyarakat

4. Kegiatan Pemenntahan

a. Kegatan peningkatan kapasitas perangkat desa sangat diperiukan guna
mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan desa.

5. Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakal

a. Tersedianya sarana dan prasarana, termasuk dukungan anggaran, guna
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.

b. Kehadiran pemernintah dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas serta
mendukung pemasaran dan penatausahaan.

c. Perlunya pemberdayaan yang terpadu melalui sinergi dan kolaborasi antar
pemangku kepentingan.

6. Kegiatan Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan dan Sub

Bagian Umum dan Kepegawain

a. Perencanaan kena yang tersusun secara terprogram dan tepat sasaran;

b. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;

¢. Terpenuhinya kompetensi serta komitmen kerja sumber daya manusia yang
terlibat;

d. Adanya dukungan dan persetujuan pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan.

3.2.5.2 Faktor Penghambat
1. Pelayanan dan Penanganan Bidang Sosial

a. Kondisi geografis sebagian wilayah permukiman penduduk yang sulit
dijangkau.

b, Keterbatasan janngan komunikasi di beberapa wilayah.

2. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

a. Tidak semua anggota Linmas memiliki kemampuan penanganan konflik atau

kedaruratan
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b. Laporan gangguan ketertiban dan desa terkadang terlambat ditenma
kecamatan.

3. Kegiatan Bidang Pelayanan Masyarakat

a  Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti gangguan pada
server SIAK dan ketidakstabilan jaringan komunikasi pada saat pemadaman
listnk.

b. Pelayanan belum sepenuhnya tepat wakiu karena kendala administrasi dan
keterbatasan pegawai.

c. Belum meratanya kompelensi pegawal sesual kebutuhan jabatan
menyebabkan pelaksanaan tugas dan pelayanan belum berjalan secara
maksimal.

4. Kegiatan Pemernintahan

a. Jumiah kegiatan pada DPA Perubahan cukup banyak dan dilaksanakan
dalam waktu yang terbatas, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan
menjadi terhambat.

b. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dan segi jumiah maupun
kompetensi teknis.

c. (Gangguan sarana dan prasarana pendukung seperti listnk dan sistem aplikasi

2. Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Partisipasi masyarakat yang belum merata, terutama dalam kegiatan
pemberdayaan dan musyawarah pembangunan seperti Musrenbang.

b. Pnontas penggunaan dana lebih difokuskan pada kegiatan fisik dibanding
pemberdayaan masyarakat.

3.2.5.3 Solusi
1. Bidang Sosial

a. Pelaksanaan pelayanan jemput bola atau pelayanan keliling ke wilayah yang
sulit dijangkau.

b. Penyediaan alternatif layanan secara manual/offine pada wilayah dengan
akses janngan terbatas

2. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

a. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis bagi anggota Linmas terkait
penanganan konflik sosial dan kondisi kedaruratan

b. Membentuk sistem pelaporan cepat melalul grup komunikasi (WhatsApp)
antara desa dan kecamatan
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3. Kegiatan Bidang Pelayanan Masyarakat
a_ Menyediakan perangkat pendukung seperti genset untuk menjaga kestabilan
pelayanan saat terjadi pemadaman listnk
b. Mengoptimalkan penggunaan sistem antrean dan standar pelayanan berbasis
S0P
c. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berbasis kebutuhan
jabatan
4. Bidang Pemerintahan
a. Mengoptimalkan koordinasi inlernal agar pelaksanaan kegiatan dapal
berjalan lebih efisien
b. Melaksanakan pelatihan teknis dan pembinaan internal untuk meningkatkan
kapasitas pegawal.
c. Menyediakan perangkat pendukung seperti genset untuk mengantisipasi
pemadaman listrik.
9. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Melibatkan unsur tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan kelompok
rentan secara aktif dalam forum Musrenbang.
b. Mengintegrasikan program pemberdayaan dengan kegiatan fsik agar
memberikan dampak berkelanjutan.
3.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3.2.6.1 Analisis atas Efisiensi Anggaran sasaran

Tabel 3.8
Efisiensi Anggaran Sasaran

Nilai
Efisiensi
Capalan Hagu Healisasi ¥ ([PAK x
Sasaran Indikator B - (PAKI X
: : kinetja Anggara Anggaran @ PAKI X Cki : CKi}
Strategis Kinerja (CKi) Cki) - RAKI '

(RAKS) RAKIY} (P
AKi) x

100%

SMeS  Survei 0957800 175279 1629286 17489358 11964912 .
pelayanan o iasan 0 197156  705.00 2922 422 :
kecamatan Mty

setiap tahun

Meningkatny Persantase

akoordinasi  tgriaksanan 1000000 325031 32488260 32503100
penyelengda g fasiitas 0 00000 0,00 0 MAA00.00: | 0.05%

pemermiaha
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n di desa dalam

dan

pembinaan
penyelangga
raan
pemerintaha
n di Desa

Persentase

desa yang

audah

M Enyusun

adminisirasi

sesuai

dengan 1,000000 4449800 44848200, 44498000,
ketentuan 0 0,00 00 00
dokumen

perencanaa

n,

pengangang

garan dan

pelaporan

Sumber - Hasil Pengolahan Data/Analisis Dokumen RKPD Kecamatan Bandsr Tahun 2025

45.800,00 0.11%

Tabel 3.9
Efisiensi Anggaran Program

i |
-
-1
=
-

|§8S||Ro N
BNIISI43

eliniy ebie |

Meningkatnya  Nilai | &
kualitas IKM 4] § b
' . [}
o SREEE
kecamatan 2 &2 | Y| s *
s B
Program Nilai SAKIP - -
Penunjang Perangkal daerah o %
Urusan | Ral s | 2| 8
Pemerintahan 2 g =| = E w
Daerah 1+ S & 2 =
Kabupaten/®ofa 2 &
2 B8
2 Meningkatnya
koordinasi
:pnnm‘inhh-n E ﬁ = g
i kecamatan - e =
dan pembinaan § § = = z E
penyelenggaraa =
n pemerintahan E E
di desa
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Program

Perzeniase

Panyelanggaraan  Penyelénggaraan ﬁ E
Pemeriniahan Pemerintahan R E T a ) =
Dan Pelayanan dan Pelayanan ] Fet g E E —
Pubiik Publik yang 2| = S
dilakzanakan E E
Program Persendase w @0
Pemberdayaan Penyelenggaraan i g
Masyarakat Desa  Pemberdayaan E o | N 2
dan Kelwahan,  MasyarskatDesa @ 2 2 3 B8 E
yang a &
dilaksanakan S
Program Perseniase & -
Koordinasi Penyelenggaraan H %
kelentraman dna @ Koordinasi K3 B =
kefartiban umum Kelanteraman ox = = = x5 =
dan Kelertiban — = = - z
Umum yang S =
dilaksanakan = =
Program
penyelenggara  Persentase s =
an urusan Twﬂ % é -
erintahan == — =
m pemerintahan 2 @ 8 & B8 E;
Lmum yang = =
dilaksanakan 2 2
Program Fersentase =
Pembinaan Dan desa yang = £
Pengawasan termonitoring ey g Y - an | 2
Pamerintahan el o X2 ¥ ®w| =
Desa 2 & *
= =

Sumber - Hasil Pengolahan DatalAnalisis Dokumen RKPD Kecamatan Bandar Tahun 2025

Dalam pelaksanaan kegiatan, Kecamatan Bandar dituntut untuk mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, balk anggaran, sarana dan prasarana penunjang,
maupun sumber daya manusia, guna mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan
sumber daya yang lersedia. Berdasarkan hasil pengukuran, nilal efisiensi Sasaran Siralegis
1 sebesar 6,83% dan Sasaran Strategis 2 sebesar 0,05% yang tersebar pada 5 (lma) program
kegiatan. Besaran nilal efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja
Kecamatan Bandar telah memenuhi prinsip efisiensi, yaitu penggunaan dana yang minimum
untuk memperoleh hasil yang maksimal. Capaian efisiensi ini tidak terlepas darn peran sumber
daya manusia Kecamatan Bandar yang mampu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengendalian kegiatan secara efektif
4.2.6.2 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang berperan penting dalam
menggerakkan roda organisasi adalah dukungan personel, baik dan sisi kuantitas
dalam

pemerintahan di tingkat kecamatan, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas

maupun kualitas. Demikian pula penyelenggaraan tugas dan fungsi

dan dukungan aparatur yang memadai, balk secara jumlah maupun kompetensi.
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Sehubungan dengan hal tersebut, benkut disajikan data personel Kecamatan Bandar

sebagal gambaran ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung

pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.10
Daftar Pegawai Kecamatan Bandar Tahun 2025
Nama Jabatan
1 Muhamad llyas, S.Pd Plt. Camat Bandar
Sekretans Kecamatan
o Samin, S_Sos Kasi Sostran
3 Sukartini, A Md Kasi PPM
Pit. Kasubbag Umpeqg
4 Imam Supangat, S.IP Pit. Kasi Pemerintahan
5 Jumari, S.Pd Kasubbag PEP
Pit. Kasi Pelayanan Umum
6 Saryoto Staf PEP
T Sugianto Staf UMPEG
8 Adi Ari Widodo, S IP - Staf PPM
9 Nanik Budiati Staf Pelayanan Umum
10 Suyatno Staf UMPEG
1 Hefi Nurmalia, S.E Perencana Ahli Pertama
12 Herlina Setyowati, S.E Staf PPM
13 Muhamad Bagas Satriajaya, S.P Staf PEP
14 | Evan Hanyanto - Staf Pelayanan Umum
15 Juwanto Staf Sostran
Total Pegawai 15 Orang

Sumber - Data Kepegawaian Kecamatan Bandar Tahun 2025
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Tabel 3.11
ANJAB dan ABK Kecamatan Bandar
Jumiah Beban Kena Jumlah Kebutuhan Jumilah Pegawai

Pegawai yang Ada

Camat 746 : 0
Sekretans
Kecamatan 506 L 1

g FER 702 1 1
Perencana Ahli
Poitarag 170 1 | 1
Pengadministrasi
Perkantoran 1.224 1 !
Penelaah Teknis 92 1 0
Kebijakan
Pengolah Data 52 1 1
dan Informasi
Penelaah Teknis 12 1 9
Kebijakan
Kasubbag
Umum dan 1375 1 0
Kepegawaian |
Pengadministrasi
Perkantoran 1.274 2 1
Pengolah Dain 52 1 1
dan Informasi
Penelaah Teknik
Kebijakan 15 k 0
Pranata
Komputer 61 1 0
Terampil
Pengeiola Umum
Operasional 95 ! :
Kasi Pelayanan
YR 250 1 0
Pengadministrasi
Perkantoran 1.9 ! 1
Pengelola
Layanan 58 1 1
Operasional
Penelaah Teknis

. 1

I{ebuaka_n < Y
Pengolah Data

dan Informasi 4% 1 0
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Kasi

Pemenntahan 432 L 0
Pengadministras

Perkantoran 564 1 0
Pengolah Data

dan Informasi 49 L .
Penata Kelola

Pemenntahan <0 ! ﬂ
Kasi PPM 615 1 1
Pengadministrasi

Perkantoran 1.224 1 1
Pengelola Da'_ia 48 1 1
dan Informasi

Penelaah Teknis

Kebijakan 22 1 0
Kepala Seksi

Sostran 861 L L
Pengadministrasi

Perkantoran 2.004 L 1
Penata Kelola

Keamanan dan 48 1 0
Ketertiban

Pengolah Dat_a 48 1 0
dan Informasi

Penelaah Teknis

Kebijakan 4 ' 0
JUMLAH 16.324 33 156

Sumber - ANJAB dan ABK Kecamatan Bandar
Pada tabel diatas menggambarkan standar kebutuhan pegawai berdasarkan

ABK (Analisi Beban Kerja) adalah sejumlah 33 orang, sedangkan ketersediaan
pegawai saat ini sejumiah 15 orang. Sehingga masih kekurangan pegawai sejumiah
18 orang. Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat
menjadi kurang maksimal. Untuk itu perlu dikaji ulang dalam pemenuhan pegawai

sesual dengan ABK.



3.2.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Kinerja

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Tujuan/a
Saran

Meningka
Kualitas

Pelayana
n Publik
Kecamalts

n Bandar

bl aton

Kinesia

Jumiah
Nilai
Hasil
Survey

an
Masyar

Tahun

B0'06

[y
o
]
5

BL'S6

|Ees|| Ea

(96 BjedeE 3

ALEE

Tabel 3.12

Pencapaian Kinerja

O e
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tnya

kinerja
Perangkat
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Program/iKe
gialan

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah

kota

Perencanaa
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aran dan
Evaluasi
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Perangkal
Daerah

Adminisirasi
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Penunjang
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Penunjang
Uruzan
Pemermiaha
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Meningka Program Perseniase - w == Menunjang
tnya Penyelengg Penyelengg - = | -
penyelen  araan araan -3 E |
pparaan Urusan Pemerintah
pemerinta Pemerninmtah | an Umoam
han an Umum yang
umum di dilaksanaka
Kecamata n
n
Penyelengg  Jumiah desa
araan yang
Urusan terfasiitasi
Pemermtaha dalam E g =
n Umuam penyeiengga 3 E §
Sesuai raan ]
Penugasan pemennizha
Kepala n Ymum
Craerah
Persent Meningka  Program Persentase a = = Menunjang
ase tnya Pembinaan Desayang - - S
desa kualitas Dan termonitori & FF
yang administr Pengawasa ng
sudah asi dan n
menyus tata Pemerintah
un kelola an Desa
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Surnber © Hasil Pengokahan Dafa/dnalsis Dokumen RKPD Kecamatan Bandar Tahun 2025

Perhitungan capaian indikator kinerja program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Realisasi Nilai sakip PD Tahun 2025
Target Capaian Nilai Sakip

74.70
= ]
s & 100%

= 105%

Rumus perhitungan = x 100%

Indikator kinerja program menunjukkan capaian 105%. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota berjalan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja

perangkat daerah yang akuntabel.
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2. Program Penyelenggaraan Pemenntahan Dan Pelayanan Publik

x 100%

Jumlah Layanan yang Dilaksanakan

Rumus Perhitungan =

Rencana Target Layanan dalam satu tahun
17
- F x 100%

=100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menunjukkan
capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh layanan yang direncanakan
pada tahun berjalan telah dilaksanakan secara optimal.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Jumlah Desa yang Difasilitasi
yang 2 x 100%

Rumus Perhitungan =
Jumlah fasilitasi Desa yang Seharusnya

=§ x 100%

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menunjukkan
capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Bandar
telah memperoleh fasilitasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan
penguatan kapasitas kelembagaan desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Jumlah Pemenuhan Penyelenggaraan Koordinasi

Rumus Perhitungan = —Ketentraman dan KetertibanUmum ______ + 1009%

Rencana Target dalam Satu tahun
12
= E x 1009%

= 100%

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menunjukkan capaian
100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan koordinasi ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bandar telah dilaksanakan secara
konsisten sepanjang tahun anggaran.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
e x 100%

Rencana Target dalam Satu Tahun

Rumus Perhitungan =

:3 ¥ 100%

=100%



Program Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Umum menunjukkan capaian
100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Bandar telah
mendapatkan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemenntahan umum
secara optimal.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumiah Desa yang Termonitoring
Jumlah Desa di wilayah Kecamatan

Rumus Perhitungan = x 100%

:g x 100%

=100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan
capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa telah mendapatkan
pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas
lata kelola pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegliatan dalam
mendukung pencapaian sasaran kinerja tersebut, baik yang mendorong keberhasilan
maupun yang menjadi hambatan, beserta upaya atau solusi yang dilakukan, antara
lain sebagai berikut.
3.2.7.1 Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
a. Perencanaan kerja disusun secara terarah dan terprogram sesuai kebutuhan
dan priontas Kecamatan Bandar;
b. Ketersediaan sarana dan prasarana kera yang relatif memadal untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
c. Adanya kemampuan, komitmen, dan kemauan kerja aparatur dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
d. Dukungan dan persetujuan pimpinan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang tertib, transparan,
dan profesional;
b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi
kependudukan yang memadal sehingga mempercepal proses pelayanan
kepada masyarakat
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c. Dilaksanakannya survel kepuasan masyarakat secara rutin setiap bulan
sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan;

d. Tenadinya peningkatan kualitas pelayanan publik di ingkungan Kecamatan
Bandar secara berkelanjutan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung, termasuk dukungan
anggaran, guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur
maupun masyarakat sasaran;

b. Kehadiran dan peran aktf pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan
kapasitas, pendampingan, serta dukungan dalam aspek pemasaran dan
penatausahaan,

c. Perlunya pemberdayaan yang dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi
dan kolaborasi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban :

a. Tenalinnya komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antar seluruh
pemangku kepentingan, baik di tingkat kecamatan maupun desa;

b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, khususnya dalam
menunjang komunikasi dan mobilitas/transportasi;

c. Terbangunnya komunikasi dan kerna sama lintas sekior dalam rangka
pemenuhan kebutuhan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat secara
tepat sasaran.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Umum

a. Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sangat dibutuhkan untuk
mendukung peningkatan kompetensi aparatur desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa secara efektif dan akuntabel.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Melakukan monev pengelolaan keuangan desa sefiap semester untuk
mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib sesual ketentuan
perundang undangan yang berlaku.

3.2.7.2 Faktor Penghambat
1. Program Penunjang Urusan Pemernntahan Daerah Kabupaten/kota

a. Masih adanya unsur pelayanan yang dinilai belum optimal oleh sebagian
responden, terutama pada aspek waktu penyelesaian layanan.

b. Tingginya beban administrasi dibanding jumlah dan kompetensi pegawai
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C.

yang tersedia.
Pemanfaatan hasil evaluasi belum sepenuhnya menjadi dasar perbaikan

perencanaan tahun benkutnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemenntahan dan Pelayanan Publik

a.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, seperti gangguan
pada server SIAK dan kualitas sinyal yang tidak stabil,

Tenadinya pemadaman listnik yang berdampak pada terhentinya sementara
proses pelayanan kepada masyarakat;

Kondisi geografis sebagian wilayah penduduk yang sulit dijangkau, sehingga
mempengaruhi jangkauan dan kecepatan pelayanan;

Keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa wilayah yang menghambat
kelancaran koordinasi dan pelayanan publik.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a.

Perencanaan dan penetapan kegiatan belum sepenuhnya sesual dengan
harapan masyarakat, antara lain akibat belum optimalnya ketertiban dan

mekanisme pengambilan keputusan;

. Adanya perbedaan kepentingan kelompok, khususnya di kalangan pelaku

usaha, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan

kegiatan;

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban umum

Peran lembaga kemasyarakatan desa belum berjalan secara optimal,

termasuk dukungan penganggaran di tingkat desa yang masih terbatas;

. Belum terbentuknya lembaga atau unit khusus di tingkat desa yang secara

fokus menangani permasalahan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Umum

d

Banyaknya kegiatan yang tertuang dalam DPA Perubahan menyebabkan
pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kurang optimal seria berpotensi
menghambat pencapaian target kinerja

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemenntahan Desa

d

b.

Masih terdapat sebagian desa yang mengalami keterlambatan dalam
penyelesalan dan penyampaian dokumen administrasi,

Keterbatasan jumilah dan kapasitas sumber daya manusia Kecamatan Bandar
dalam mendukung pelaksanaan administrasi dan kegiatan pemerintahan
desa,
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¢. Belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi dan
ketentuan yang beriaku.
3.2.7.3 Solusi
7. Program Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah Kabupaten/kota
a. Mengoptimalkan pembagian tugas dan sistem antrean guna mempercepat
proses layanan.
b. Meningkatkan kapasitas pegawal melalui pelatihan teknis yang relevan.
c. Menetapkan mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi sebagai bagian wajib
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a. Berkoordinasi secara aktif dengan instansi pengelola SIAK untuk percepatan
penanganan gangguan sistem.
b. Menyediakan gensel sebagal sumber listrik cadangan
Melaksanakan pelayanan jemput bola atau pelayanan keliling secara berkala
d. Menggunakan sistem pelaporan alternatif (manual atau melalui desa sebagai
penghubung)
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a. Meningkatkan kualtas perencanaan parisipatif melalui optimalisasi
pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan.
b. Memperkuat peran pemenntah kecamatan sebagai mediator dalam
menyelesaikan perbedaan kepentingan secara musyawarah.
10.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas lembaga
kemasyarakatan desa melalul sosialisasi tugas dan fungsi dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban.
b. Melaksanakan pelatihan dan simulasi penanganan gangguan ketertiban bagi
aparat desa dan Linmas
11.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a. Melakukan reviu internal terhadap seluruh kegiatan dalam DPA Perubahan
dengan mempriontaskan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian
indikator kinena utama (IKU) dan sasaran strategis.
12 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a. Monitoring dan evaluasi rutin melalui rekapitulasi ketepatan waktu
penyampaian dokumen.



b. Meningkatkan kolaborasi dengan tenaga pendamping desa untuk membantu
aspek pembinaan teknis dan administrasi.
¢c. Sosialisasi requlasi terbaru secara terstruktur dan berkelanjutan, terutama
terkait pengelolaan keuangan desa dan administrasi pemerintahan,
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025
Sumber pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh
Kecamatan Bandar guna mendukung pencapaian program, sasaran, tujuan, misi, dan
visi Kecamatan Bandar pada Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan. Kecamatan Bandar
mengelola anggaran belanja yang seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Pacitan,
dengan rincian anggaran sebagai bernikut:
Tabel 3.13

Anggaran Belanja
No Uraian Anggaran 2025 Realisasi 2025 % 2025
1 Belanja Operasi 209542522756 1.971.767.50500 9410 %
Belanja Pegawai 1.420.920.14256  1.300.014.173,00 91,49%

Belanja Barang 674.505.085,00 671.753.332,00 99,59%
dan Jasa
2 Belanja Modal 26.895.744,00 26.850.000,00 99,83%
Belanja Modal 26.895.744,00 26.850.000,00 99 83%
Peralatan dan
Mesin
Jumlah Seluruh 2.122.320.971,56  1.998.617.505,00 94,17%

Anggaran Belanja
sumber ' Laporan Realisasi Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah (LRA) Tahun 2023 Kecamatan Bandar
3.3.81 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dialokasikan dan digunakan secara
langsung untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini menjadi
salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran pembangunan, karena berperan
dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar.

Rincian Belanja Operasi tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:
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701.01.20

701.01.2.01.0001

701.01.2.01.0007
T01.01.2.02
701.01.2.02.0001

701.01.2.02.0003

701.01.2.02.0004

101.01.2.05

701.01.2.05.0002

701.01.2.06

701.01.2.06.0002
701.01.2.06.0004
701.01.2.06.0005

701.01.2.08

701.01.2 08.0002

701.01.2.08.0004

701.01.209

701.01.2.09.0001

Tabel 3.14

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Ki

Perangkat Dn:niralh
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Pengadaan Pakalan
Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasl, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

1.752.791.971,56

10.355.800,00

§.170.800,00

& 1B5.000,00

1.456.292.342,56

1.420.920.142 56

1.987.000,00

33.385.200,00

21.210.800,00

21.210.800,00

92.263.929,00
37293 644,00
43 596 285,00

11.372.000.00

104.572.800,00

12.340.000,00

92 232 800,00

68.096.200,00

52.056.800,00

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

1.629.286.705,00

10.307.800,00

5.152 800,00

4.155.000,00

1.335.386.373,00

1300.014.173,00

1.8E7.000,00

8.995.200,00

21.210.800,00

21.210.800,00

92.170.185,00
37.247.900,00
43 55028500

11.372.000.00

102.115.247,00

10.382.447.00

51.732.800,00

68.096.300,00

52 056.600.00

92,95

93,54

99,71

99.2E

81,45

100,00

100,00

100,00

100,00

99,90
99,88
95,89

100,00

97,65

84,14

99,46

100,00

100,00



701.01.2.09.0009

.02

Tn.02.2.01

701.02.201.0001

T01.02.2.02

701.02.2.02.0003

T01.03

.03.2mn

701.03.2.01.0003

T01.04

701.04.2.01

701.04.2.01.0002

701.05

701.05.2.01

701.05.2.01.0005

701.05.2.01.0008

Pemeliharaan/Rehabilitast
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Diaerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
[::imda Masyarakat di
ayah Kecamatan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan
dengan Tokoh Agama
dan Tokoh Masyarakal
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
Penanganan Konflik
Sosial Sesual Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan
Pelaksanaan Tugas
Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan

16.039.500,00

52.020.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

34.020.000,00

34.020.000,00

95.860.900,00

95.860.900,00

95.860.900,00

132.278.100,00

132.278.100,00

132.278.100,00

44.872.000,00

44.872.000,00

asi.980.000,00

14.892.000,00
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16.039.500,00

51.961.800,00

17.972.400,00

17.972.400,00

33.985.400,00

33.989.400,00

%5.833.900,00

95.833.900,00

95.833.900,00

132.248.100,00

132.248.100,00

132.245.100.00

44.838.800,00

44.838.800,00

29.946.800,00

14,892 000,00

100,00

99,89

99,85

95,85

99,91

99,91

99,97

99,97

99.97

99,98

99,98

99,98

99,93

99,93

99,89

100,00



6 T701.06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN 44.498.000,00 44 448 200,00 99,89
PEMERINTAHAN DESA
T701.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
Pembinaan dan
awasan
mﬁnﬂhﬂi Desa
701.06.201.0002 Fasilitasi Administrasi 27.040.000,00 27.026.800,00 99,95
Tata Pemerintahan Desa
701.06.201.0017 Koordinasi
Pendampingan Desa di
Wilayahnya

JUMLAH
Sumber - Hasi Pengolahan Data/Analiss Dokumen BKPD Kecamatan Bandar Tahun 2025

44.498.000,00 44.448.200,00 99,89

17.458.000,00 17.421.400,00 99,79

2122.320971,56 1.998.617.505,00 94.17%

Berdasarkan Tabel 3.13, secara keseluruhan dana yang dialokasikan untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bandar pada
Tahun Anggaran 2025 berupa Belanja Operasional sebesar Rp2 122 32097156,
dengan realisasi sebesar Rp1.998 617 505,00 atau 94 17%_ Tingkat realisasi tersebut
menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan sesual dengan
perencanaan yang ditetapkan.

Selisin antara pagu dan realisasi anggaran mencerminkan adanya efisiensi
dalam pengelolaan Belanja Operasional, tanpa mengurangl kualitas pelaksanaan
program dan kegiatan. Hal ini terlihat dan capaian kinerja yang tetap berada pada
kategon baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah
dilaksanakan secara efeklif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bandar
3.3.8.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk
perolehan asel tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dan satu
periode akuntansi, antara lain berupa peralatan dan mesin kantor. Pada Tahun
Anggaran 2025, Kantor Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan menganggarkan
Belanja Modal sebesar Rp26.895744 00 yang dialokasikan untuk pengadaan
peralatan dan mesin kantor, dengan realisasi sebesar Rp26.850.00000 atau
mencapai 99 83%.

Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Belanja Modal
telah dilaksanakan secara optimal dan sesual dengan perencanaan yang ditetapkan.
Selisih antara anggaran dan realisasi relatif kecil, yang mengindikasikan perencanaan

anggaran yang akurat serta pengelolaan belanja yang efisien. Pengadaan peralatan
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dan mesin kantor tersebut diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi aparatur, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan

kepada masyarakat.
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BAB IV
PENUTUP

41 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis, kinerja kegiatan
Kecamatan Bandar Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil sangat baik. Dan
indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) sebagai indikator utama kualitas pelayanan publik mencapai 99,78%, yang
menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan
yang diberikan oleh Kecamatan Bandar. Capaian tersebut didukung oleh
terlaksananya fasilitasi desa secara menyeluruh dalam satu tahun pada bidang
Pemenntahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum,
Sosial Ketenteraman dan Ketertiban. Selain itu, persentase desa yang telah
menyusun administrasi sesuai ketentuan, meliputt dokumen perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan, juga mencapal 100%, yang mencerminkan
meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Secara keuangan, pelaksanaan 6 program pendukung indikator kinerja yang
terdin dan 12 kegiatan dan 21 subkegiatan pada Kecamatan Bandar telah mencapai
larget dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 94 17%. Dan total anggaran Tahun
2025 sebesar Rp2.122.32097156, lerealisasi sebesar Rp1.998.617.505,00.
Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara
efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian kinena Kecamatan Bandar
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.2 Upaya Perbaikan Organisasi Tahun Berikutnya

Pelayanan publik merupakan isu yang terus berkembang dan menjadi
tantangan bagi Kantor Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan
kinerja Tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai
benkut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan yang beronentasi
pada pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik, agar
program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi
masyarakat

2. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran melalui penguatan prinsip efisiensi dan

efektivitas untuk mendukung pencapaian kinerna yang lebih maksimal.
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3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia aparatur
melalui pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi.

4. Memperkuat kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi
seria peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah desa serta pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat.

Demikian laporan Kinerja ini disusun sebagal bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bandar. Demi peningkatan kinerja
organisasi serta terwujudnya pelayanan publik yang prima, kami sangat
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dan berbagai pihak sebagai
bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang.
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LAMPIRAN
Ringkasan Pengukuran Kinerja Kecamatan Bandar Tahun 2025

Sasaran Indikator Kinerna Target Realisasi %

Strateqgis 2025 2025 Capaian

Meningkatnya  JumlahNilal Hasll Suvey 0600 9579  99,78%  Sangat
Kualitas Kepuasan Masyarakat ETE:?:
Pelayanan Publik  Setiap Tahun
Kecamatan
Bandar
Maningkatnya Persentase terlaksananya 100% 100% 100% Tercapai
koardinasi fasilitasi desa dalam satu
penyelengaraan  tahun
pemerintahan di
kecamatan dan
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan di
desa
Persentase Desa yang 100% 100% 100%  Tercapai
sudah menyusun
administrasi sesuai dengan
ketentuan dokumen
perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN BANDAR

Jalan Raya Bandar Nomor: 01 Kode Pos 63583
Telepon : (0357) 331027 Email: kecamatan bandar] @gmail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama + WURIYANTO,S. Pd.M.Se
Jabatan : CAMAT BANDAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan + BUPATIPACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
penanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
memberikan penghargaan dan sanksi

Mengetahui Pacitan, 02 Januan 2025
Fihﬂk T 1 Pihak Pertama,

CAMAT BANDAR

LANURBAYUATT WURIYANTO.S. Pd M. Sc
; NIP. 19700720 199803 | 007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

CAMAT BANDAR
KABUPATEN PACITAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
I. | Meningkatnya Kualitss Pelayanan Jumlah Nilai Hasil Survey 96,00 Nilai |
Publik Kecamatan Bandar Kepuasan Masyarakat setiap tahun
2. | Menmgkatnya koordinasi | Prosentase Terlaksananya 100 %
penyelenggaraan pemerintahan di Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun ‘
kecamatan dan pembinaan .
penyelenggaraan pemeriniahan di desa
3 | Meningkatnya Koordinasi Presentase desa yang  sudah 100 %
Penyelenggaraan Pemerintahan di menvusun  administrasi  sesuai
Kecamatan dan Pembinaan dengan  ketentuan  dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan di desa | perencanaan, Penganggaran  dan
Fulw |
TAMBAHAN DIREKTIF PIMPINAN
NO SASARAH INDIKATOR KINERJA TARGET
| | Meningkatnya Indeks Pelavanan Nilai Indeks Pelayanan Publik 4,51
Publik Kecamatan Bandar hecamatan Bandar
1. | Program Penunjang Urusan Rp. 1.867.199.557.00 APBD
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. | Program Penyelenggaraan Rp. 60.000,000,00 APBD
_Pemerintahan Dan Pelayanan Publik —
3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Rp. 111.028,900,00 APBD
Desa dan Kelurahan .
4. | Program Koordinasi Ketentraman dan | Rp. 125.978.100,00 APBD
Ketertiban Umum | - |
5. | Program Penyelenggaraan Urusan Rp. 60.892,000,00 APBD |
. Pemerintahan Umum ; e i |
6. | Program Pembinaan Dan Pengawasan | Rp 56.498.000.00 APBD
| Pemerintahan Desa -
il Jumlah Rp.  2.281.596.557,00
Mengetahu Pacitan, 02 Januari 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

RBAYUAJI

CAMAT BANDAR

NIP.19700720 199803 | 007



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ILYAS S8.Pd
Jabatan : PLT Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : WURIYANTO S.Pd, M.Sc
Jabatan : Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi,

Mengetahui, Pacitan,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT BANDAR PLT SEKRETARIS KECAMATAN
WURIYANTO S Pd. M.5c MUHAMAD ILYAS S.Pd
MIP. 197007 20199B03 1007 NIP. 19590812 15990031010
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KABUPATEN PACITAN

T01.01 Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat |Nilai SAKIP perangkat daerah T70.95 Nilai
Daerah

701.01.2.01 Terpenuhinya Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan | 23.00 Dokumen
Perencanaan dan Laporan Kinerja Kinerja Perangkat Dacrah
Perangkat Daerah

701.01.2.02 Terpenuhinya Jumiah Dokumen Laporan  [Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 59.00 Dokumen
Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah

701.01.2.05 Terpenuhinya Prosentase pegawai yang Frosentase pegawal yang mendapatkan 100.00 9%
mendapatkan layanan kepegawaian layanan kepegawaian

701.01.2.06- Terpenuhinya Prosentase operasional Prosentase operasional dasar Perangkat 100.00 %
dasar Perangkat Daerah yang terpenuhl  |Daerah yang terpenuhi

701.01.2.08 Terpenuhinya Prosentase penyvediaan Frosentase penyediaan jasa penunjang 100.00 9%
jasa penunjang operasional operasional Perangkat yang dibutuhkan

! Perangkat yang dibutuhkan

7w4.01.2.09 Terpenuhinya Prosentase Barang Millk Prosentase Barang Milik Daerah dalam L00.00 %
Daerah dalam kondisi baik kondisi baik

701.05 Terlaksananya Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan 100.00 %
Pemerintahan Umum yang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
dilaksanakan

701.052.01 Terpenuhinya Jumlah Desa vang Jumlah desa yang terfasilitasi dalam 8.00
terfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

701.05.2.01.0005( Terpenuhinya Jumlah Laporan Konflik vang |Jumlah Laporan Konflik vang ditangani 12 .00 Laporan
Ditangani Sesual Ketentuan Peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-
Perundang-Undangan undangan

701.05.2.01.0008| Terpenuhinya Jumlah Dokumen Tugas Jumlah dolkumen tugas Forum Komunikasi 12.00 Dokumen
Forum Koordinasl Pimpinan di Kecamatan |[Pimpinan di Kecamatan

T01.06 Terlaksananya Desa yang Persentase Desa yang termonitoring 100.00 %,
termonitoring

701.06.2.01 Terpenuhinya Jumlah Desa yang Jumlah desa yang termonitoring 8.00
termonitoring

701.06.2.01.0002| Terpenuhinya Jumlah Dokumen yang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam 12.00 Dokumen
Difasilitasi dalam rangka Administrasl Tata [rangka Administrasi Tata Pemerintahan
PemerintahanDesa Desa

701.06.2.01.0017|Terpenuhinya koordinasi Pendampingan Jumlah Laporan Hasll Koordinasi 6.00 Laporan
Desa Pendampingan Desa di Wilayahnya

701.01 PROGRAM FENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.B67. IW.SS?,UqAPED
KABUPATEN/KOTA !

701.01.2.01 FPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15. IHE.DDI],MI];\FBD

701.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.570.170.728,00|APBD

701.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.210.800,000AFED

701.01.2.06 Administrasi Umum Peranglmt Daerah B84.463.929,000APBD

701.01L.2.08 Penyediaan |asa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.072 800,00/ APBD

701.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 68.096.300, 000 APED
[Yaerah

701.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 60.89.2.000,000AFBD

701.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala bﬂmz.{H}D.ﬂqAPHD
Daerah |

ﬁﬂmmmmmmlm MURAMAD ILTAR Siudamam J




701.05.2.01.0005|Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- 46.000.000,00 APBD
Undangan
701.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 14.892.000,000APED
70106 PROGRAM PEMEINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 56.498.000,00APBD
701.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 56.498.000,000AFBD
Pemerintahan Desa
701.06.2.01.0002|Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 34.000.000,000APED
701.06.2.01.0017|Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya zz.m.nm.oq.wﬂn
Mengetahui, Pacitan,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT BANDAR PLT SEKRETARIS KECAMATAN
WURIYANTO S Pd, M.5¢ MUHAMAD ILYAS 5 Pd

NIP.197007201998031007
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
JI. Ray Bandar No.1 Bandar -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ILYAS S5.Pd
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : WURIYANTO §.Pd, M.5¢c
Jabatan : Camat Bandar

Selaku atasan langsung plhak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui, Pacitan,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT BANDAR KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
WURIYANTO 5.Pd. M.5c MUHAMAD ILYAS S Pd
NIP. 197007201998031007 NIP. 1969081219920031010
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKS]I PEMERINTAHAN
KABUPATEN PACITAN

—

701.06.2.01.001 7|

Desa

Pendampingan Desa di Wilayahnya

701.05 ya Penyelenggaraan Persentase Penye 100.00 %
Pemerintahan Umum yang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
dilaksanakan

701.05.2.01 Terpenuhinya Jumlah Desa yang Jumlah desa yang terfasilitasi dalam 8.00
terfasilitas penyelenggaraan pemerintahan umum

701.05.2.01.0005| Terpenuhinya Jumlah Laporan Konflik yang {Jumlah Laporan Konflik yang ditangani 12.00 Laporan
Ditangani Sesual Ketentuan Peraturan sesual ketentuan peraturan perundang-
Perundang-Undangan undangan

701.05.2.01.0008| Terpenuhinya Jumlah Dokumen Tugas Jumlah dokumen tugas Forum Komunikas| 12.00 Doloumen
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |Pimpinan di Kecamatan

T701.06 Terlaksananya Desa yang Persentase Desa yang termonitoring 100.00 %
termonitoring

701.06.2.01 Terpenuhinya Jumlah Desa yang Jumlah desa yang termonitoring 8.00

Ly termonitoring

701.06.2.01.0002| Terpenuhinya Dokumen yang Difasilitasi  |Jumlah Dokumen vang Difasilitasi dalam 12.00 Dokumen
dalam rangka Administrasi Tata rangka Administrasi Tata Pemerintahan
PemerintahanDesa Desa
Terpenuhinya koordinasl Pendampingan Jlumlah Laporan Hasil Koordinasi 6.00 Laporan

.: .--:. = -!: ?".;L_F_ -.-..I' — =!_-. _ - 3 ._- :_

s TENY F --::I -l.- — J:".'..-- .'I'-. "'I-.;":"_'='.:"“'-:— :—.q'_'_.i.-t;.i:':':.".__ AL S S piic=ia) .1I' I— :"- ‘: '":‘ -'rl b = 5 I 5
701.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 60.892.000 00{APBD
701.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 60.892.000,000APBD

Daerah
701.05.2.01.0005/Penanganan Konflik Sosial Sesual Ketentuan Peraturan Perundang- 46.000.000,00/APBD
Undangan
701.05.2.01.0008|Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 14.892.000,00{APBD
7 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 56,498,000, 00(APBD
70106.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 56.498.000,00|APBD
Pemerintahan Desa
701.06.2.01.0002|Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 34.000.000,00APBD
701.06.2.01.0017|Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 22 498.000,00/AFPBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR

'd

Yy

4

NIP. 19700720199803100

Pacitan,

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

MUHAMAD ILYAS 5.Pd
NIP. 196908121990031010
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :SARMIN 5.50s
Jabatan : Kepala Seksi Sosial, Ketentraman Dan Ketertiban

Selanjutnya disebut sebagal Pihak Pertama

Nama : WURIYANTO B.Pd, M.Sc
Jabatan : Camat Bandar

Seraku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanks|,

Mengetahui, Pacitan,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT BANDAR KEPALA SEKSI SOSIAL,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
)
WURIYANTO S.Pd. M.ScC SARMIN S.508
NIP197007201998031007 2 NIP. 19760520199803 1006

Hﬁﬂnmmmmm SARMIN £.5es Ralgmar |



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

KABUPATEN PACITAN
701.04 Tercapainya Persentase Persentase Penyelenggaraan 100.00 %
Penyelenggaraan Koordinasi Koordinasi Eetenteraman dan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum yeng dilaksanakan
yvang dilaksanakan
701.04.2.01 Terpenuhinya Pemenuhan Upaya

Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan 12.00 Bulan
Ketentraman dan Ketertiban Umum

701.04.2.01.0002| Terpenuhinya Jumlah Laporan Pelaksanaan

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh

Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi | 12.00 Laporan
Hubungan dengan Tokoh Agama dan

Agama dan Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 125.978.100,00 APBD
J01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 125.978.100,000 APBD
701.04.2.01.0002| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 125.978.100,000APBED
F Pacitan
Mengetahui, \ ;
P I":EIE feillic Pihak Pertama,
CAMATEB ANI}AR KEPALA SEKSI SOSIAL,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
WURIYANTO S.Pd. M.5¢

NIP197007201998031007

Printed sn SAFLIKAS] F-SAKIF KAR.PACITAN 6402 2035 (M40:34 BARMIN 5.5es
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SABMIN 5.505
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
JI. Raya Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :SRI WAHYUNINGSIH S.50s
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : WURIYANTO S.Pd, M.Sc
Jabatan : Camat Bandar

Se..iu atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

: Pacitan,
ll:: :: ﬁﬂ:: Pihak Perta ma,
CAMAT BANDAR KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4

NIP, 197007201998031007 . NIP. 197406082005012011
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

dcngan Ferangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

KABUPATEN PACITAN
701.02.2.01 Terpenuhinya Jumiah Penyelenggaraan Jumiah Penyelenggaraan Kegiatan 100,00 %
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang
Kecamatan yang dikoordinasikan dikoordinasikan
701.02.2.01.0001|Terpenuhinya jumlah laporan Jumlah laporan koordinasi/sinergi 2.00 Laporan
koordinasi/sinergi perencanaan dan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan |pemerintahan dengan perangkat daerah
perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi vertikal terkait
|terkait
701.03 Tercapainya Presentase Persentase Penyelenggaraan 100.00 %
Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
Masyarakat Desa yang dilaksanakan dilaksanakan
701.03.2.01 Tercapainya Jumlah Desa yang difasilitasi Jumlah Desa yang difasilitasi 2.00 Desa
701.03.2.01.0003{ Terpenuhinya Jumlah Laporan Peningkatan |Jumlah Laporan Peningkatan Efeltivitas 12.00 Laporan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
AT . 3 F - ;'] i I 2t e L
70102201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18.000.000 00{APBD
701.02.2.01.0001|Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 18.000.000 O0IAPED

701.03 PROGEAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 111.028900,00AFBD
701.03.2.01 Koordinasi Keglatan Pemberdayaan Desa 111.028.900,00/APBD
701.03.2.01.0003{Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 111.028.900,00APBD
Kecamatan
Mengetahui, Pacitan,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT BANDAR KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
WURIYANTO 5.Pd, M.5c SR WAHYUNINGSIH 3508

NIP. 197007201998031007

NIP. 197406082005012011
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR

JI. Raya Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :JUMARI
Jabatan : PLT Kasi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut sebagal Pihak Pertama

Nama :WURIYANTO S.Pd, M.Sc
Jabatan : Camat Bandar

Sc..ku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahul, Pacitan,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT BANDAR PLT KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

WURIYANTO 5.Fd. M.5c
NIP. 197007201998031007
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM

Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan Pelayanan kepada

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KABUPATEN PACITAN
701.02 Tercapainya Presentase Presentase Penyelenggaraan 100.00 %
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelayanan Publik yang dilaksanakan yvang dilaksanalan
701.02.2.02 Terpenuhinya Jumlah Layanan yang Jumlah Layanan yang dilaksanakan 17.00 Jenis
dilaksanakan
701.02.2.02.0003| Terpenuhinya Jumlah Laporan Peningkatan |Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 12 Laporan

-~ ot - L b il
T i gt

70102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 60.000.000,00APBD
PUBLIK
70 1.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 42.000.000,00APBD
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
701.02.2.02.0003| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 42 000,000 00(AFBD
Kecamatan
Mengetahui,
Pihak Kedua, Pacitan,
CAMAT BANDAR Pihak Pertama,
PLT KEPALA SEKS] PELAYANAN UMUM
WURIYANTO S.Pd M.SC

NIP. 197007201998031007
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar.

PERJARJIAN EINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :HARIADI
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUHAMAD ILYAS, 5.Pd
Jabatan : PLT Sekretaris Kecamatan

Se._«u atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perianjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan,
:;:EE IE: 2: ;’ Pihak Pertama,
: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
PLT SEKRETARIS KEPEGAWAIAN
KECAMATAN
MUHAMAD ILYAS, 5.Pd .
NIP.196908121990031010 MNP GT0B0S200701 1042
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN PACITAN

jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
yang disediakan

komunikasi, sumber daya air, listrik yang
|disediakan

701.01.2.05.0002| Terpenuhinya jumlah Paket Pakaian Dinas  [Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 1.00 Paket
beserta Awribut Kelengkapan - |Atribut Kelenghkapan

701.01.2.06.0002|Terpenuhinya Jumlah Paket Peralatan dan  |Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 600 Paket
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan

701.01.2.06.0004{Terpenuhinya Jumlah paket bahan logistik  |Jumlah paket bahan logistik kantor yang 5.00 Paket
kantor yang disediakan disediakan

701.01.2.06.0005({Terpenuhinya Jumlah Paket Barang Cetakan |Jumlah Paket Barang Cetakan dan 3.00 Paket
dan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan

701.01.2.08.0002| Terpenuhinya Jumlah laporan penyediaan jumlah laporan penyediaan jasa 12.00 Laporan

701.01.2.08.0004

Terpenuhinya Jumlah laporan penyediaan

jasa pelayanan umum kantor yvang disediakan

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan
umum kantor yang disediakan

12.00 Laporan

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

7¢  11.2.09.0001|Terpenuhinya Jumlah Kendaraan Perorangan |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 11.00 Unkt
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara
diperlihara dan dibayarkan pajaknya dan dibayarkan pajaknya

701.01.2.09.0009| Terpenuhinya Jumlah Gedung Kantor dan jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 4.00 Unit

T i e ._- E J. £ ' -.'I-"".-"!:?"F":.‘ I_._|.|: =T ._-  —— _r - ==1
o ST L 1EY XA
R Y L e T L S S e R Y R S S i R e .' | Lo

701.01.2.05.0002|{Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelenghkapannya 21.210.800,000AFBD
701.01.2.06.0002|Penyediaan Peralatan dan Perlenghkapan Kantor 31.195244 DOIAFRD
701.01.2.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.598.185 00|APBD
701.01.2.06.0005|Penyediaan HEH.I'IE Cetakan dan Pen iﬁﬂandaan 9.670.500,00(APBD
701.01.2.08.0002|Penyediaan Jasa Komunlkasl, Sumber Daya Alr dan Listrik 12.340.000 00AFPBD
701.01.2.08.0004{Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 95.732.800 00(AFBD
701.01.2.09.0001|Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemellharaan, dan Pajak Kendaraan 52.056800,00APBD
I Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

701.01.2.09.0009|Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.039.500,000APBD

Pacitan,
;-'!:ni;ge Kt:iml' Pihak Pertama,
s i KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
PLT SEKRETARIS KEPEGAWAIAN
KECAMATAN £
-"ff“-h._-j
.-'.. 'II-
MUHAMAD ILYAS. 5.Pd HARIADL
NIP.1969208121990031010 NIP. 196708052007 01 1042
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
JI. Raya Bandar No.1 Bandar .

PERJANJIAN EINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :SUKARTINI A.Md
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Kenangan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUHAMAD ILYAS, 5.Pd
Jabatan : PLT Sekretaris Eecamatan

Selmiku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan,
Mengetahul, Pihak Pertama,
Pihak Kedua, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
PLT SEKRETARIS EVALLUASI, PELAPORAN, DAN
KECAMATAN KEUANGAN

MUHAMAD ILYAS. 3.Fd .
NIP.196908121990031010 NIP. 197808092008012026
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN, DAN KEUANGAN

KABUPATEN PACITAN
NO [ = SASARAN |  INDIRATORKINERJA | TARGET
701.01.2.01.0001| Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan |jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat | 15.00 Dokumen
Perangkal Daerah Daerah
701012010007 Terpenuhinya Jumlah Laporan Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 800 Laporan
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
701.01.2.02.0001|Terpenuhinya Jumlah orang yang menerima (Jumlah orang yang menerima gaji dan 16,00 Orang/Bulan
gaji dan tunjangan ASN tunjangan ASN
701.01.2.02.0003( Terpenuhinya dokumen penatausahaan dan  [Jumlah dokumen penatausahaan dan 30.00 Dokumen
pengujian /verifikas] Keuangan SKPD pengujian /verifikasi Keuangan SKPD
701.01.2.02.0004{ Terpenuhinya dokumen koordinasi dan jumlah dokumen koordinasi dan 29.00 Dokumen
pelaksanaan akuntansi SKPD pelaksanaan akuntansi SKPD
e - L= Dl ST M L il el R ST A A Pt S AT eyt Tl LS T Pyl P w1 : ]
701.01.2.01.0001{Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkal Daerah 11.000.¢00,00/AFBD
701.01.2.01.0007|Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.185.000,00AFBD
701.01.2.02.0001|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.533.598.528,00lAPBD
701.01.2.02.0003|Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 3.187.000,00/APBD
701.01.2.02.0004{Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 33.385.200,00|AFBD
Pacitan,
Mengetahui, Plhak Pertama,
Pihak Kedua, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
PLT SEKRETARIS EVALUASI, PELAPORAN, DAN
KECAMATAN KEUANGAN
MUHAMAD ILYAS. 5. Pd SUKARTIN] AMd
NIP.196908121990031010 NIP, 197808092008012026
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KECAMATAN BANDAR

@ PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
JI. Raya Bandar No.| Bandar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah ini:

Nama  : MUNHRUL ICHWAN S.STP
Jabatan : Plt. Camat Bandar

_S-c-tm-:jum}'a disebut sebagai Pihak Pertama

Nama  INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : BUPATI PACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut prhak kedua

Pihak periama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuni lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang relah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua skan melakukan supervisi vang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka memberikan
penghargaan dan sanksi,

Mengetahui, Pacitan, 23 September 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI PACITAN Pit. CAMAT BANDAR




PERJANIJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

CAMAT BANDAR
KABUPATEN PACITAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
| eningkatnya K ualitas Jumlah Nilai Hasil Survey 0600 Nilai
layanan Publik [Kepuasan Masyarakal Setiap
Bandar Tahun
2 eningkatnya Koordinasi Terlaksananya 100.00 %
velenggaraan asilitasi Desa dalam Satu
[Pemerintahan di Kecamatan |[Tahun
(dan Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintnhan di Desa
sentase Desa yang Sudah 100.00 %
envusun Administrasi
uai dengan Ketentuan
n Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
N tan/Subkegia } Keterangan
0 Program/Kegia tun Setelah :
Sebelum Perubahan Perubahan
701.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.867,199.557,0011.752.791.971 S6{APBD
-MERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
701.02 IPROGRAM PENYELENGGARAAN 60.000,000,000  52.020.000,001APBD
MERINTAHAN DAN PELAYANAN
BLIK
701,03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN 111.028.900,00(  95.860.900,00(APBD
ASYARAKAT DESA DAN
LURAHAN
701.04 [PROGRAM KOORDINASI 125.978.100,00] 132.278.100 00|APBD
ETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
M
701.05 fﬂuﬁm PENYELENGGARAAN 60.892 000,000 44872 000, 00]APRD
URLUSAN PEMERINTAHAN UMUM MI
J01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN 56498000000 44 498.000.00APBD
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA
Mengetahui, Fh:ltan 23 Sepiember 2025
Pibak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI PACITAN P CAMATNANDAR

-




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT BANDAR
KABUPATEN PACITAN

TAMBAHAN DIREKTIF PIMPINAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Indeks ilai Indeks Pelayanan
Pelayanan Publik ik Kecamatan Bandar 4,51
Kecamatan Bandar
M i anan, 23 September 2025
Pihak Kedua, Mg
Pit. CAMAT BANDAR

BUPATI PACITAN

ANSS

INDRATANUR BAYUAJI NIP, 197805281 998101001



KECAMATAN BANDAR

@ PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
JI. Rava Bandar No.| Bandar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUNIIRUL ICHWAN S.5TP
Jabatan : Plt. Camat Bandar

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :INDRATA NUR BAYLUAJI
Jabatan : BUPATI PACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineria tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sertn akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan
penghargaan dan sanksi.

Mengetahui, Pacitan, 23 September 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI PACITAN Fit CAMAT BANDAR

o NIRUL ICHW AN S.8TP
ALY AN LA NIP. 197RRS281 90810100
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

CAMAT BANDAR
KABUPATEN PACITAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
| Meningkainya Kualitas Jumlah Nilai Hasil Survey 06,00 Nila:
Pelayanan Publik (Kepuasan Masyarakal Setiap
Kecamatan Bandar Tahun
2 Meningkatnya Koordinasi sentase Terlaksananya 100.00 %
Penyelenggaraan asilitasi Desa dalam Satu
Pemerintahan di Kecamatan [Tahun
ian Pembinaan
Penvelenggaraan
Pemerintahan di Desa
|PH|':“W Desa yang Sudah 100.00 %
yusun Administrasi
Sesuai dengan Ketentuan
JDoknmn Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
N Ketera
0 Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah ngan
Sebelum Perubahan aiahas
70101 [PROGRAM PENUNJANG URLISAN 1 867,199 557.0001.752.791.971 56 APBD
EMERINTAHAN DAERAH
BUPATEN/KOTA
701.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 60,000.000,00 52.020.000,00APBD
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
LIK
701.03 OGRAM PEMBERDAY AAN 111.028.900,000 95.860.900,0MAPBD
ASYARAKAT DESA DAN
LURAHAN
701.04 [PROGRAM KOORDINASI 125.978.100,000 132.278. 100,00(APBD
TENTRAMAN DAN KETERTIBAN
(LUMIUM
701,05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN 60,892,000, 44 872,000, PBD
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DOI ‘113

701.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN

44 498 ma.mrm[:-

56.498 000,

PENGAWASAN PEMERINTAHAN

DESA
Mengetahui, Pacitan, 23 September 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI PACITAN Fit. CAMAT BANDAR
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PERIANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT BANDAR
KABUPATEN PACITAN

TAMBAHAN DIREKTIF PIMPINAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Indeks ilai Indeks Pelayanan
Pelavanan Publik ik Kecamatan Bandar 4,51
Kecamatan Bandar

il I".ln.::rlnn, 23 September 2025
Pihak Kedua, :Tr:u{ﬂ BANDAR
BUPATI PACITAN
INDRATA NUR BAYUAJI -
NIP. 19780528 098101001
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
JL. Ray Bandar No.1 Bandar .

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MUHAMAD ILYAS S.Pd
Kepala Seksi Pemerintahan

Nama
Jabatan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :MUNIIRUL ICHWAN,S.STP
Jabatan : Plt. Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui, Pacitan, 23 September 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

PIt.CAMAT EAHE&H KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
“ARH Kag e

NIP197805281998101001 MOHAMAD ILYAS S.Pd

NIP. 196908121990031010
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KABUPATEN PACITAN

_..__.._"_-____.....n......-.___..__-.__:5_......-..EE_’E i ——

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

701.01 Menighatnya Nilai SAKIP Nilai SAKIP Perangkat Daerah 73.30 Nilai
Peranghkat Daerah

701.01.2.01 Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan 23 Dokumen
|Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

701.01.2.02 Tersedianya Dokumen Laporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 59 Dokumen
Keuangan Perangkat Daerah

701.01.2.05 Terpenuhinya Adminstrasi Prosentase Pegawai yang mendapatkan 100 %
Kepegawaian Perangkat Daerah {layanan kepegawaian

701.01.2.06 Terpenuhinya Prosentase Oprasional Prosentase oprasional dasar Perangkat 100 %
Dasar Peranghkat Daerah Daerah yang terpenuhi

701.01.2.08 Tersedianya Penyedia Jasa Penunjang Prosentase penyediaan jasa penunjang 100 %
Urusan Pemerintah oprasional perangkat daerah yang

dibutuhkan

701.01.2.09 Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Prosentase barang milik Daerah dalam 80 %
Milik Daerah kondisi baik

701.05 Terlaksananya Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan 100 %
Pemerintahan Umum yang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
|dilaksanakan

701.05.2.01 Terpenuhinya Jumlah desa yang Jumlah desa yang terfasilitasi dalam # Desa
lterfasilitasi nyelenggaraan pemerintahan umum

701.05.2.01.0005 |Terpenuhinya Jumlah Laporan Konflik Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani 12 Laporan
yang Ditangani Sesual Ketentuan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-
|Peraturan Perundang-Undangan ﬂndauEn

701.05.2.01.0008 [Terpenuhinya Jumlah Dokumen Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 12 Dokumen
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan [Pimpinan di Kecamatan

701.06 Terlaksananya Desa yang Prosentase desa yang termonitoring 100 %
|tﬁnnmm:oﬂn£

701.06.2.01 Terpenuhinya jumlah desa yang jumlah desa yang termonitoring 8 Desa
*temmnitnﬁng

701.06.2.01.0002 [Terpenuhinya desa yang termonitoring Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam 30 Dokumen

rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

701.06.2.01.0017 [Terpenuhinya koordinasi Pendampingan jumlah Laporan Hasil Koordinasi 6 Laporan

Desa Pendampingan Desa di Wilayahnya




Anggaran
" No Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Sesudah Keterangan
Perubahan Perubahan
701.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN APBD
PEMERINTAHAN DAERAH
|KABUPATEN PACITAN 1L.867.964.257,.008 1.857.670.357,00
701012 Perencanaan,Penganggaran dan APBD
Evaluasi Kinerja Pe kat Daersh 15.185.000,00 10.3255.800,00
701.01.2.02 Administrasi Keuangan Peranpgka
Daerah & ngiat 1.570.170.728,00 1.568.970.728,00 AER
701.01.2.05 Administrasi Kepegawaian APRD
Pe kat Daerah 21.210.800,004 21.210.800.0
701.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat
S & 8446392900 84.463.929,00 RS
701.012.08 Penyediaan Jasa P Urusa
P:mfr e i . ;ﬂeﬁm“"g " mamz.auu,e-c}lr 104.572.800,00 ARDD
701.012.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah AFBD
Penunjang Urusan Pemerintahan 68.096.300,00| 68.096.300,00
Daerah
701.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 60.892.000,00 44.872.000,00
701.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan APED
Pemerintahan Umum Sesuai 60.892.000.00 44 87 2.000,00
Penugasan Kepala Daerah
701.05.2.01.000{Penanganan Konflik Sosial Sesuai ‘6.0 APBD
5 Ketentuan Peraturan Perundang- 00.000,00 29.980.000,0
Undangan
701.05.2.01.000|Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi APBD
B Pimpinan di K atan 14.892.000,00 ld.ﬂ?lﬂﬂﬂ,ﬂq
701.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN n‘J APBD
F#EH:AWM PEMERINTAHAN 56.498.000,00 44 498.000,
701.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan APBD
Koordinasi Pembinaan dan 56.498.000,00 44 498.000,00)
Pengawasan Pemerintahan Desa
701.06.2.01.000|Fasilitasi Administrasi
% < Tata Pemerintahan 34.000.000,00 27.040.000,00 APED
701.06.2.01.001|Koordinasi Pendampin Desa di
: ey g 22.498.000,00 17.458.000,00 AroD
Mengetahui, Pacitan, 23 September 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PLT,EMHT B.AND&R KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
> f’f I/ ._,;_ ™,
=

NIP197805281998101001
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Ray Bandar No.1 Bandar-

PERJAN]JIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama :SRI WAHYUNINGSIH S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagal Pihak Pertama

Nama :MUNIIRUL ICHWAN,S.STP
Jabatan :Plt. Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capalan kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 23 September 2025

Mengetahui,
Pihak Pertama,
Pihak Kedua, KEPALA SEKS| PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PILCAMAT BANDAR
SEI WAHYUNINGSIH S.Sos
NIP197805281998101001 NIP. 197406082005012011

Prinimi on @APLIKAST F-ZANTF KABPACTTAN 1.10-207 4 DENE00 SRF WANYUNINGTINSk Srain 1 =



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KABUPATEN PACITAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
701.02.2.01 Terpenuhinya koordinasi penyelenggaraan |Jjumlah Penyelenggaraan Kegiatan 100 %
(kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan |Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang
dikoordinasikan
701.02.2.01.0001 |terpenuhinya Koordinasi/Sinergi jumlah desa yang difasilitasi B Desa
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Peranghkat Daerah
an Instansi Vertikal Terkait
701.03 Terlaksananya Cakupan Desa yang Persentase Penyelenggaraan 100 %
|difasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
|dilaksanakan
700.032.01 Terpenuhinya jumlah Desa yang Jumlah lembaga PKK yang diberdayakan 8 lembaga
|difasilitasi
701.03.2.01.0003 [Terpenuhinya dokumen Laporan fumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 12 Laporan
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Wilayah Kecamatan
Kecamatan
Anggaran
No Program/Keglatan/Subkegiatan Sebelum Sesudah Keterangan
Perubahan Perubahan
701.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan APBD
di Tingkat Kecamatan 16.000.000,00 18.000.000,004
701.02.2.01.0001 |Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 18.000.000.00 18.000.000,00
dan Instansi Vertikal Terkait
701.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA APBD
DAN KELURAHAN 11 l.ﬂlﬂ.ﬂﬂﬂﬂl 95 .860.900,00
701.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 ll.ﬂiﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂd 95.860.900,00 APBD
701.03.2.01.0003 |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan APBD
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11108300, QE'Em'gm'uq

Mengetahui,
Pihak Kedua,

PI.CAMAT BANDAR

NIP197805281998101001

ik il

Pacitan, 23 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NIP. 197406082005012011




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
JI. Ray Bandar No.1 Bandar .

= e S =

PERJAN]JIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :SARMIN S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Sosial, Ketentraman Dan Ketertiban

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUNIIRUL ICHWAN,S.STP
Jabatan : Plt.Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerfa yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi,

Pacitan, 23 September 2025

Mengetahui,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI SOSIAL,
PILCAMAT ANDAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Hu -
NIP197805281998101001 SARMIN 5,508

NIP. 197605201998031006
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PERJAN]JIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN
KABUPATEN PACITAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
701.04 Terlaksananya cakupan desa yang Persentase Penyelenggaraan Koordinasi 100 %
difasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang
dilaksanakan
701.04.2.01 Terpenuhinya Upaya Penyelenggaraan E:menuhan upaya penyelenggaraan 12 Bulan
Ketentraman dan Ketertiban Umum tentraman dan ketertiban umum
701.04.2.01.0002 |Terpenuhinya Jumlah Laporan {lumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi 12 Laporan
Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Masyarakat
Anggaran
No Program/Kegiatan/Subkegiatan = pioia
it Setelah Perubahan
70104 PROGRAM KDORDINASI KETENTRAMAN DAN APBD
701.04201 |Koordinasi U Penyelenggaraan Ketenteraman APBD
P L S 1259781000  132.278.100,00
701.04.2.01.00 |Harmonisasi Hub d Tokoh A d
l02 Tokoh Masyarakat oo 12597810000 13227810000 A
Mengetahui, Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
Pihak Kedua, KEPALA SEKSI SOSIAL,

Plt, CAMAT BANDAR

NIP1978052819968101001
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KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SARMIN 5.505
NIP. 197605201998031006




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Ray Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMARI
Jabatan : Plt. Kasi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUNIIRUL ICHWANS.STP
Jabatan : PiL.Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi,

Mengetahui, Pacitan, 23 September2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PIL.CAMAT BANDAR Plt. Kasi Pelayanan Umum

1 .\ 1 2
NIP. 197805281998101001

-197612102007011013

Printed on @APLIKAS! F-SAKIP KAILPACITAN 1. 10-2074 03:2733 JUNAR] Walzman |



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025

PENGADM

INISTRASI UMUM

KABUPATEN PACITAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
701.02 Terpenuhinya Presentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 %
Penyelenggaraan Pemerintahan dan  |layanan publik kecamatan
Pelayanan Publik yang dilaksanakan
701.02.2.02 Tersedianya layanan yang dilaksanakan  |[Jumlah layanan yang dilaksanakan 17 jenis
TO1L0Z.2.02.0003]tersedianya laporan peningkatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 12 Laporan
efektifitas pelayanan kepada masyarakat |Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Anggaran
No Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Sesudah Keteranga
Perubahan Perubahan
701.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN APBD
PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK 60.000.000,000  52.020.000,00 -
70102202  |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang APRD
Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 42.000.000,00f 34.020.000,004
Daerah yang Ada diKecamatan
701.02.2.02.00 |Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan APBD
03 kepadaMasyarakat di Wilayah Kecamatan 42000000008 34.020.000,00
Mengetahui, Pacitan,23 September 2025
T Pihak Pertama,
BANDAR PENGADMINISTRASI UMUM

¥

IP. 197612102007011013
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
J. Ray Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :SUKARTINI AMd
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUHAMAD ILYAS S.Pd
Jabatan : PLT, Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 23 September 2025

I:;nEeta hui, Pihak Pertama,
JL ; Kedua, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
EE SEKRETARIS EVALUASI, PELAPORAN, DAN
CAMATAN KEUANGAN
I
MUHAMAD ILYAS S.Pd
NIP.196908121990031010 NIP. 19780809200B01 2026
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN, DAN

KEUANGAN KABUPATEN PACITAN

NO SASARAN INDIKATOR IIZIHBH!A TARGET

701.01.2.01.0001 [Tersedianya dokumen Perencanaan [Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 Dokumen
Perangkat Daerah

701.01.2.01.0007 Tersedianya dokumen perencanaan, |Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah 8 Laporan
capaian kinerja dan evaluasi
perangkat daerah

701.01.2.02.0001|Tersedianya dokumen keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan|13 Orang/bulan
Perangkat Daerah ASN

701.01.2.02.0003 |Tersedianya dokumen keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 30 Dokumen
Perangkat Daerah Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

701.01.2.02.0004{Tersedianya dokumen keuangan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 29 Dokumen
Perangkat Daerah Akuntansi SKPD

701.01.2.05.0002 |Terpenuhinya Pegawai yang jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1P
lterlayani Kelengkapan -

701.01.2.06.0002 [Tersedianya kebutuhan dasar Elumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3
operasional pr:mnEEt daerah vang Disediakan 3 Pake

701.01.2 .u&nu{l-lrl'rerﬁedlanyu kebutuhan dasar Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang l]
operasional perangkat daerah Disediakan 3 Pake

701.01.2.06.0005 | Tersedianya kebutuhan dasar Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 5
operasional perangkat daerah yang Disediakan Paket|

701.01.2.08.0002 | Tersedianya jasa penunjang [lumlah Laporan Penyediaan Jass Komunikas), 3
operasional perangkat daerah sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporany

701.01.2.08.0004|Tersedianya jasa penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 La
operasional perangkat daerah Umum Kantor yang Disediakan .

701.01.2.09.0001 |Tersedianya Sarana dan Prasarana |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
kerja perangkat daerah dalam Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 11 Unit
kondisi baik {dibayarkan Pajaknya

701.01.2.09.0009| Tersedianya Sarana dan Prasarana  |Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
kerja perangkat daerah dalam yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit
kondisi baik

m" qﬂ-_—.m_“ LINAST W-_—mml @9 7074 07 5E2T



. Anggaran
Program/Kegiatan /Subkegiatan
No . Keterangan
Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan
701.01.2.01.000|Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat APBD
. Jnﬂu e 1100000000 617080000
701.01.2.01.000{Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah APBD
: "l 4185000000  4.185.000,00
70 1,{]1,E.D2m0|Pen1redlaan Gaji dan Tunjangan ASN 153359852800 153359852800  APBD
701.01.2.02.000{ Pelaksanaan Penatausahaan dan APBD
3 Fengi_ljianﬁﬂrlﬂhﬂi H'E'l-lﬂﬂ__ﬂﬂ-“ SKPD 3.187.000,00 1.987 000,00
701.01.2.02.000|Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD APBD
4 33335.3(:0.0{5 43.385.200,00
701.01.2.05.00 [Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut APBD
02 |Kelengkapannya 2121080000 212108000
701.01.2.06.00 (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD
02 31.195.244,D08 31.195.244.00
TDL{}‘IE.{}E.DD Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.598.185.00 43596185 .l]d APBD
0 j
701.01.2.06.00 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan AFBD
0% umu.sm.(q 9.670.500,00
701.01.2.08.00 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan APBD
02 Listrik liﬂlﬂ*ﬂﬂﬂ.ﬂd 12.340.000,00
701.01.2.08.00 [Penyediaan |asa Pelayanan Umum Kantor APBD
04 95.732.800,00 GE-ISZ.BﬂﬂJHq
701.01.2.05.00 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, APBD
01 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 52.056,800,00 52.056.800
Kendaraan Dinas Jabatan
701.01.2.09.00 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan APBD
09 Bangunan Lainnya 16.039500000  16.039.500,
. —_— Pacitan, 23 September 2025
engetahui,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS KECAMATAN

MUHAMAD ILYAS S.Pd
NIP.196908121990031010

KEPALA SUB BAGIAN
* PROGRAM, EVALUASI,
PELAPORAN, DAN KEUANGAN

’

3
NIP. 197808092008012026

Printsd an @APLIASH &-SAKIP KARPACTTAN 30-09-2634 575622




SOP REVISI PENGUMPULAN DATA
KINERJA KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITANTAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN
PACITANKECAMATAN BANDAR

Alamat Jalan Raya Bandar No. 1 Bandar (63583)
Telepon (0357) 331027 e-mail.

camat_bandan@pacitankab.go. ig




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

Data Kegiatan
1 VJudul SOP . Pengumpulan Data Kinerja
2 |Janis Kegiatan . Rutin
3 Penanggung Jawab
a. Produk . [Camat Bandar
. Kegiatan pala Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan dan
uangan
4 pe (Ruang 3 F(a:amatnn Bandar
ingkup)

Identifikasi Kegiatan

1 Mudul Kegiatan . [Pengumpulan Data Kinerja

2 Langkah Awal . Penyusunan data kinerja dan dokumen pendukung

8 Langkah Utama - |Pembahasan data kinerja

ngkah Akhir engesahan data kinerja beserta dokumen
ukungnya yang selanjutnya digunakan untuk
ngkapan dokumen Laporan Kinerja Instansi
_ emerintah (LkjIP) Kecamatan Bandar

Identifikasi Langkah

lLangkah Awal enyusunan data kinerja beserta dokumen
ndukungnya, dibuat oleh Kasubbag Program

valuasi Pelaporan dan Keuangan

lLangkah Utama bahasan data kinerja bersama Camat, Sekretaris

tan, Kasi dan Kasubbag.

Langkah Akhir ngesahan data kinerja beserta dokumen
ndukungnya yang selanjutnya digunakan untuk
lengkapan dokumen Laporan Kinerja Instansi

emerintah (LkjIP) Kecamatan Bandar




[Nomor SOP |- | 38/SOP/BANDAR
" Tanggal | 3 Januari 2023
- Pembuatan

Tanggal Revisi 25 Agustus 2025
i_'rﬂ'wﬂ Efektif |-

Pemaerintah Kabupaten

Pelaporan dan Keuangan |

Sub Bagian Progam Evaluasi Mama SOP

Dasar Hukum

e

tentang Pemerintahan Daersh (Lembarsn
MNegara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah beberspa kall diubah terakhir dengan
Undang - Undang MNomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang —
Undang Momaor

23 Tahun 2014 tentang Pemerinishan Daarsh
{Lembaran Megara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Megara Momaor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparmtur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
SAKIP,

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pacitan (lembamndasrah Kabupaten Pacitan
Tahun 2016

Momor 4},

i5, Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun
2021tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsl,
Susuynan Owrganisas), serla Tata Kera
Kecamatan Kebupaten Pacitan

1. Undang — Undang Momor 23 Tahun 2014, q

Memahami peraturan parundangan yang terkait
Mamahami sasarsn dan capaian program

Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian lugas 19

Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dasrah (RPJMD) Pemerintah Daersh secara kesaliruhan

danpenjabarannys melalus Rensira Perangkat Daerah

L




Keterkaitan SOP WIWHH
1. Peraturan perundang-undangan yang beriaku dan
yang terkaitdengan SAKIP.
1 S0P LGP 2. ﬁ:hﬁnﬂmmﬂdmnﬂnﬁuln
2. S0P Penyusunan RKA / DPA 3 Alst Tulis Kantor

4. :wmhﬂhﬁﬂpmﬁhw printer dan program
erja

Paringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila pengumpulan data kineda
lidak terselesaikan dengan baik dan benar
maka kegiatan pelaporan akan lerhambat.




SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
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MAKNA DAN SIMBOL SOP

Untuk mempermudah pembacaan SOP, maka perlu dijelaskan mengenai simbol-
simbol alur yang digunakan, antara lain :

Simbol Arti

i Mulai proses atau akhir proses / mekanisme

Proses

O Evaluasi

— > Garis alur proses




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN BANDAR

Jalan Raya Bandar No.01 Bandar
E-mail : camat _bandanr@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANDAR

NOMOR : 188.45 / 01 /KPTS/408.68/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGUMPUL DATA KINERJA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

Menimbang :

Mengingat

CAMAT BANDAR

a. bahwa dalam rangka tertib adminintrasi data Kinerja

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, guna
mewujudkan tercapainya target Kkinerja vang
ditetapkan secara berkala setiap tahun perlu
menunjuk pejabat penaggung jawab pengumpulan
data kinerja Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan
Bandar Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Camat Bandar
Kabupaten Pacitan.

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam
Limgkungan Propinsi Jawa Timur | Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan dengan
Undang - undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan



Daerah Tingkat [l Surabaya dengan mengubah Unang
- Undang Nonor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jokjakarta ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 6373);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republic
Indonesia Nomor 4614 );

. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014
Nomor 80 );



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelﬁparan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( berita Negara republic Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan (lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun2016 Nomor 4) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 202]1(Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten
Pacitan;

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2023
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pacitan .

MEMUTUSKAN

Pejabat/Staf yang nama, NIP dan pangkatnya ditunjuk
sebagai Pejabat Pengumpul Data Kinerja pada Kantor
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan TAhun Aanggaran
2024,

Pejabat Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja
bertugas :

1. Mengumpulkan data kinerja per tri wulan Tahun

berjalan dari masing — masing bidang/seksi/bagian;



2. Pengumpulan data kinerja tersebut akan digunakan

sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.
KETIGA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Bandar
Pada Tanggal : 07 Januari 2025

NIP. 19700720 199803 1 007

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kabag Organisasi Kab. Pacitan

2. Inspektur Daerah Kab. Pacitan

3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Arsip



LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT BANDAR

NOMOR

: 188.45/ 01 /KPTS/408.68/2025

TANGGAL : 07 Januari 2025

PEJABAT PENGUMPUL DATA KINERJA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

NO NAMA NIP DAN PANGKAT JABATAN

1, MUHAMAD ILYAS, SP.d KASI PAEMERINTAHAN
NIP. 19690812 199003 1 010

2. SRI WAHYUNINGSIH,S.Sos KASI PPM
NIP. 19740608 200501 2 011

3. JUMARI PIt KASI PELAYANAN UMUM
NIP.19761210 200701 1 013

4, SARMIN,S.Sos KASI SOSTRAN
NIP. 19760520 199803 1 D06

3. SUKARTINILA Md KASUBAG PEP DAN
NIP.19780809 200801 2 026 PELAPORAN

6. HARIADI KASUBAG UMPEG

NIP.19760805 200701 1 042

Ditetapkan di : Bandar
Pada Tanggal :

07 Januari 2025




PEMERINTAHAN KAR PACTTAN
KECAMATAN BANDAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAR
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01 Januart 2025 Sampal 31 Desember 3125
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PEMERINTAH KABUPATEN PAGITAN
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Jaksa Agung Supraplo No. 8 Pacitan Kode Pos 63512
Telp (0357) 881160, Fax. (0357) 881002

Web www pacitankab.go id

$¢ September 2025
Nomor - 000834/ pg( /408.22/2025
Sifat - Biasa
Perthal Umpan Balik Evaluasi

Pelayanan Publik Tahun 2025

Yth, Camat Bandar
di
Bandar
Berdasarkan hasil monitonng dan evaluas: pelayanan publik tahun 2025 d untt
pelayanan Saudara oleh Tim Peningkatan Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan. dengan ini
disampaikan hasil pemotretan yang berpadoman pada Peraturan Menten PAN dan RB nomor
4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan PANRB Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Pedoman Menter PANREB Nomor
5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluas: Kinena
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan hasi pengamatan di lapangan didapatkan
hasil Indek Pelayanan Publik 3.92 Kategori B Bermakna Balk dan 6 (enam) komponen
Benkut disampaikan kondis: dan saran perbaikan
o | i . .

1. | Kebijakan Pelayanan

e Sudah tersedia standar pelayanan vang e Penyusunan dan perubahan
memenuhi 14 komponen sudah dilakukan Standar Palayanan agar

penetapan dan melibatkan sebagian unsur melibatkan semua  unsur
~ masyarakat masyrakat

| » Komponen service defvery standar e Standar Pelayanan agar ditingau
pelayanan sudah dipublikasikan pada 3 mimmal 1 (satu) tahun sekall
media publikasi dan pada SIPP Masional e Hasi SKM agar dipublikasian
l Serta sudah dilakukan peninjauan ulang 2 pada seluruh media

. tahun terhadap sebagian standar pelayanan e Rekomendas: hasi SKM agar

| » Maklumat pelayanan sudah ditetapkan ditndakianutl segera setelah

. Isinya sasua dengan peraturan Laporan SKM ditertitkan

I perundangan  yang  berlaky dan
dipublikasikan pada media non elekironik
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-
Nya sehingga laporan kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Bandar ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban serta dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat

Kegiatan fasilitasi administrasi kependudukan ini merupakan upaya untuk
memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen
kependudukan, mempercepat proses pemenuhan dokumen yang belum dimiliki, serta
memastikan tersedianya data kependudukan yang akurat dan mutakhir. Melalui
kegiatan ini diharapkan masyarakat di Kecamatan Bandar memperoleh kemudahan
dalam mengakses layanan, sekaligus mendorong terwujudnya tertib administrasi
kependudukan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah
mendukung terlaksananya kegiatan ini, mulai dari pemerintah kecamatan, perangkat
desa, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga seluruh masyarakat
yang telah berpartisipasi aktif. Semoga kerja sama dan sinergi yang terjalin dapat terus
ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi
untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan
Bandar pada periode selanjutnya. Semoga segala upaya yang dilakukan membawa
manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Bandar, 31 Desember 2025
Plt. Camat Bandar

Muhamad llyas, S.Pd
Penata TK 1 1l d

NIP. 196908121990031010
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib data dan
dokumen kependudukan yang akurat, mutakhir, serta terpadu. Data
kependudukan yang valid menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik,
penyusunan program pembangunan, penyaluran bantuan sosial, hingga
pelayanan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan
administrasi kependudukan harus terus ditingkatkan agar dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan mudah.

Fasilitasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan
pelayanan yang baik dan ideal adalah dengan mengoptimalkan seluruh pelayanan
baik legalisasi maupun cetak dokumen tertentu. Fasilitasi kependudukan
dilaksanakan ke 8 Desa yang berada di wilayah kecamatan Bandar Yaitu Desa
Petungsinarang, Ngunut Kledung,Bandar, Tumpuk , Watupatok, Bangunsari dan
Desa Jeruk.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala sepert
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen
kependudukan, keterbatasan akses layanan di wilayah tertentu, rendahnya
pemanfaatan teknologi informasi, serta masih adanya data yang tidak sinkron
antarinstansi. Kondisi ini berdampak pada ketidakakuratan data kependudukan
dan menghambat penyelenggaraan pelayanan publik yang efekdif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperiukan upaya fasilitasi
administrasi kependudukan melalui peningkatan layanan, penyuluhan kepada
masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas aparatur
dalam mengelola data dan dokumen kependudukan. Fasilitasi ini diharapkan
mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melakukan pencatatan
dan pelaporan peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan
perpindahan penduduk.

Melalui kegiatan fasilitasi administrasi kependudukan, pemerintah dapat
mempercepat terwujudnya data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, serta
memberikan pelayanan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Dengan
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demikian, peningkatan kualitas administrasi kependudukan tidak hanya
mendukung tertib administrasi, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan
pembangunan yang tepat sasaran dan berkeadilan.
B. Dasar Hukum
Pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan di Kecamatan Bandar
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Kecamatan
PERMENDAGRI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. PERMENPANRB Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pacitan
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 470/54/408.42/2021 tentang Penggunaan
Dokumen Kependudukan dengan Format Digital
C. Maksud dan Tujuan
Kegiatan fasilitasi administrasi kependudukan ini dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat Kecamatan Bandar dalam mengakses
layanan administrasi kependudukan serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar
penduduk terhadap dokumen kependudukan yang sah dan mutakhir. Selain itu.
kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan
desa, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya mewujudkan
tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Adapun tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut :

1. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dokumen administrasi
kependudukan seperti KTP-el, Kariu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta
Kematian, dan dokumen lainnya.

2. Meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data kependudukan sehingga dapat
digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

pall O
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3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya
kepemilikan dan pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.
2



4. Mendukung terselenggaranya pelayanan Adminduk yang cepat, tepat, dan
gratis sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

9. Mendorong pemanfaatan layanan digital seperti Identitas Kependudukan
Digital (IKD) dan layanan online Dukcapil untuk memperluas akses pelayanan

6. Memperkuat kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam memberikan
layanan dan pendampingan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

D. Waklu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada hari kerja
yaitu Senin-Jum'at mulai pukul 07.30-15.30 WIB.

2. Tempat Pelaksanaan : Kantor Kecamatan Bandar



BAB ||
FASILITASI ADMINISTRAS|I KEPENDUDUKAN

A. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependukukan
Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan di Kecamatan Bandar dari bulan
Januari sampai dengan Desember 2025 meliputi -

Perekaman dan pencetakan KTPel
Pembaruan data kependudukan
Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru/Perubahan
Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
Surat Keterangan Pindah (SKP)
Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)
Legalisasi SKCK
. Legalisasi Ahli Waris
10. Legalisasi Bepergian
11.Legalisasi Register Pertanahan

Mekanisme Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Adminstrasi Kependudukan
sebagai berikut :
1. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pacitan.
Pendataan awal oleh perangkat kecamatan/desa.
Pelayanan langsung (mobile service atau jemput bola).
Verifikasi dan validasi berkas.
Penerbitan dokumen Adminduk.
Penyampaian dokumen kepada masyarakat

e N Ok N -
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Kendala atau hambatan yang sering dihadapai dilapangan antara lain Mati
Listrik Server Eror Sehingga pelayanan administrasi kependudukan tidak dapat di
selesaikan dengan tepat waktu. Adapun tindak lanjut atau Upaya yang dilakukan oleh
bagian pelayanan kecamatan Bandar antara lain konfirmasi dengan pihak terkait
antara Dukcapil, Jarkomdet dan Kominfo.

Rekapitulasi Adminstrasi Kependudukan setiap desa dapat dilihat pada table di
bawah ini
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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan fasilitasi layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Bandar telah memberikan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan dokumen
kependudukan masyarakat. Melalui kegiatan ini, berbagai layanan adminduk seperti
penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta perubahan
elemen data kependudukan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, mudah, dan
terjangkau. Fasilitasi ini dilakukan ke 8 desa yang ada di Kecamatan Bandar yaitu
Desa Petungsinarang, Ngunut, Kledung, Bandar, Tumpuk , Watupatok, Bangunsari
dan Desa Jeruk

Fasilitas layanan yang disediakan selama kegiatan terbukti mampu
meningkatkan akses masyarakat terhadap dokumen adminduk, khususnya bagi warga
yang sebelumnya mengalami kendala jarak, waktu, maupun keterbatasan informasi.
Dengan tersedianya layanan secara langsung dan terkoordinasi, jumiah warga yang
memperoleh dokumen kependudukan meningkat, dan kualitas pelayanan pun menjadi
lebih efektif serta tepat sasaran.

Kerja sama antara Kecamatan Bandar, pemerintah desa/kelurahan, serta Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin memperkuat kelancaran kegiatan,
menciptakan sinergi yang mendukung terbentuknya pelayanan administrasi
kependudukan yang lebih tertib, teratur, dan responsif. Secara keseluruhan, kegiatan
ini berhasil mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar administrasi serta
memperkuat sistem pelayanan kependudukan di wilayah Kecamatan Bandar.

B. Tindak Lanjut

Sebagai upaya memastikan keberlanjutan dan peningkatan pelayanan
administrasi kependudukan, beberapa langkah tindak lanjut direncanakan, antara lain:
1. Berkoordinasi dengan PLN untuk menyusun jadwal layanan yang menghindari

waktu rawan pemadaman listrik serta menyediakan alternatif seperti penggunaan
genset agar pelayanan tetap dapat berjalan saat terjadi mati listrik mendadak.

2. Melakukan komunikasi intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Pacitan untuk
penanganan lebih cepat ketika terjadi server eror, termasuk permintaan
monitoring server secara berkala serta penyediaan jalur komunikasi khusus
apabila terjadi gangguan sistem.
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3. Melakukan pengecekan dan validasi ulang terhadap data penduduk untuk
menangani kasus rekam ganda, termasuk melakukan konsolidasi data biometnik
dan memastikan satu identitas hanya memiliki satu rekaman yhng sah,

4. Melakukan verifikasi lapangan dan sinkronisasi data pusat-daerah untuk
menyelesaikan kasus NIK ganda, melalui pencocokan dokumen dan klarifikasi
langsung kepada warga terkait data kependudukan yang benar.

5. Mengoptimalkan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat,
khususnya bagi warga yang terdampak kendala teknis tersebut, agar proses
penyelesaian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tanpa menimbulkan
kebingungan.

Melalui tindak lanjut tersebut, diharapkan tertib administrasi kependudukan di

Kecamatan Bandar dapat terus terjaga dan berkembang secara berkelanjutan.

Mengetahu, Bandar, 31 Desember 2025
Pit. Camat Bandar Pit. Seksi Pelayanan Umum

MUHAMAD ILYAS, S.Pd
NIP. 19690812 198003 1 010

IP.19761210 200701 1 013
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya
laporan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ini dapat
disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan kesiapsiagaan anggota LINMAS di wilayah Kecamatan Bandar,

Fasilitasi pembinaan LINMAS bertujuan untuk memperkuat peran LINMAS
dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
penanggulangan bencana, serta perlindungan masyarakat. Melalui kegiatan inl
diharapkan anggota LINMAS memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan
yang memadai dalam melaksanakan tugas di lingkungan desa dan kecamatan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena
itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna
penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Semoga
laporan inl dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta
menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pembinaan LINMAS di Kecamatan
Bandar.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung terselenggaranya kegiatan fasilitasi pembinaan LINMAS ini.

Bandar, 31 Desember 2025
Pit. Camat Bandar

Penata TK 1 1ll d
NIP. 196908121990031010
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"‘BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) merupakan unsur penting dalam
menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, serta membantu
penanganan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat desa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, LINMAS
berperan melindungi masyarakat dari gangguan akibat bencana, mendukung
pemeliharaan ketertiban, serta membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan
dan pemilihan umum,

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai organisasi yang
dibentuk oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur masyarakat memiliki
peran strategis sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat. Oleh
karena itu, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan guna meningkatkan
kapasitas, kesiapsiagaan, dan profesionalisme anggota Satlinmas.

Fasilitasl pembinaan LINMAS dilaksanakan sebagal upaya memperkuat
peran Sallinmas dalam melindungi masyarakat, menjaga stabilitas keamanan,
serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertib dan aman,

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja, yang mengatur fungsi perlindungan masyarakat dalam
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat,

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagai dasar pembentukan dan
pembinaan satuan perlindungan masyarakat di desa.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan fasilitasi pembinaan LINMAS adalah untuk
meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan, dan profesionalisme anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat,



pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan

bencana di wilayah Kecamatan Bandar, Sedangkan tujuannya sebagai berikut;

1. Meningkatkan pemahaman anggota LINMAS mengenai tugas, fungsi, dan
kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan anggota LINMAS dalam
menghadapi potensi gangguan ketertiban dan bencana.,

3. Mendukung terwujudnya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban
masyarakat di desa.

4. Meningkatkan koordinasi antara LINMAS, pemerintah desa, kecamatan, dan
instansi terkait.

5. Mendorong peran aktif LINMAS dalam mendukung kegiatan pemerintahan,
sosial kemasyarakatan, dan pemilihan umum.

D. Waktu dan Lokasi

Pengukuhan satgas linmas kecamatan dilaksanakan di kantor Kecamatan Bandar

pada buian April tahun 2025. Pembinaan linmas dalam rangka pemilihan kepala

dusun salam bulan Juni tahun 2025



BAB Il
FASILITASI PEMBINAAN LINMAS

A. Fasilitasi Pembinaan Linmas

Dalam pelaksanaan fasilitasi pembinaan LINMAS, Kecamatan Bandar
melakukan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi kepada pemerintah desa
serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi
pemberian arahan teknis mengenai tugas, fungsi, dan peran LINMAS, penguatan
kedisiplinan serta kesiapsiagaan anggota, serta peningkatan pemahaman
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan vyang mengatur
penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Selain itu, Kecamatan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan
instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LINMAS di
lapangan, baik dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum,
penanggulangan bencana, maupun pengamanan kegiatan pemerintahan dan
sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan pemilihan kepala dusun.
Kecamatan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
pelaksanaan pembinaan LINMAS sebagai dasar perbaikan dan pengembangan
program pembinaan pada periode berikutnya. Kegiatan fasilitasi Linmas yang
dilakukan Kecamatan Bandar Tahun 2025 meliputi ;

1. Pengukuhan satgas linmas tahun 2025
2. Pengamanan kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan dalam
kegiatan pemilihan Kepala Dusun Salam Desa Bandar

B. Hasil yang Dicapai
Kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik. Baik kegiatan pengukuhan
maupun pemilihan Kepala Dusun Salam dapat terlaksana dengan lancar.



BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pelaksanaan fasilitasi pembinaan LINMAS di wilayah Kecamatan Bandar
telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap
peningkatan kapasitas, kedisiplinan, serta kesiapsiagaan anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat di desa. Melalui kegiatan pembinaan, pendampingan,
dan koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan, pemahaman anggota LINMAS
terhadap tugas, fungsi, dan perannya dalam pemeliharaan ketenteraman dan
ketertiban umum, penanggulangan bencana, serta pengamanan kegiatan
pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, termasuk pemilihan kepala dusun,
semakin meningkat.

Kegiatan ini juga memperkual koordinasi antara kecamatan, pemerintah
desa, dan instansi terkail dalam mendukung pelaksanaan tugas LINMAS di
lapangan. Dengan demikian, fasilitasi pembinaan LINMAS menjadi salah satu
upaya strategis dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tertib,
dan kondusif di wilayah Kecamatan Bandar.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fasilitasi pembinaan LINMAS di
lapangan antara lain ketersediaan seragam LINMAS yang belum memadai
sehingga belum seluruh anggota memiliki kelengkapan atribut yang seragam.
Selain itu, tidak semua anggota LINMAS dapat hadir dalam kegiatan peningkatan
kapasitas karena keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing anggota.
Hambatan lainnya adalah dalam proses pengumpulan data Satlinmas ke
kecamatan, dimana tidak seluruh desa menyampalkan data secara lengkap dan
tepat waktu, meskipun seluruh desa di wilayah Kecamatan Bandar telah memiliki
Satuan Perlindungan Masyarakat.

B. Tindak Lanjut

1. Melanjutkan pembinaan dan pendampingan LINMAS secara berkala untuk
menjaga dan meningkatkan kapasitas serta keslapsiagaan anggota.

2. Meningkatkan koordinasi antara kecamatan, pemerintah desa, dan instansi
terkait dalam pelaksanaan tugas LINMAS, khususnya pada kegiatan
pengamanan dan penanggulangan bencana.

3. Mendorong pemerintah desa untuk memperkuat dukungan sarana dan
prasarana bagi kegiatan LINMAS,

4



4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja LINMAS

sebagal dasar perbaikan dan pangembangan program pembinaan.
5. Mengoptimalkan peran LINMAS dalam mendukung kegiatan pemerintahan

desa, sosial kemasyarakatan, serta pelaksanaan pemilihan kepala dusun dan

kegiatan demokrasi lainnya,

Mengetahui,
Plt. Camat Bandar,

Muhamad llyas, S.Pd
NIP. 196908121990031010

Bandar, 31 Desamber 2025

Kasi Sosial ,Ketentraman dan
Ketertiban

o

NIP.18760520 195803 1 006
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-
Nya laporan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Bandar Tahun 2025 ini
dapat disusun dengan baik. Laporan ini memuat rangkaian kegiatan pembinaan
kelembagaan yang dilaksanakan sepanjang Januari hingga Desember 2025 sebagai
bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya memperkuat tata kelola di tingkat
kecamatan maupun desa.

Pelaksanaan fasilitasl inl didukung oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)
yang membantu penyelenggaraan kegiatan bersama dalam satu kecamatan. Melalul
kerja sama tersebut, fasilitator kecamatan melakukan pendampingan kepada delapan
desa di Kecamatan Bandar, yaitu Desa Bandar, Bangunsari, Jeruk, Kledung, Ngunut,
Petungsinarang, Tumpuk, dan Watupatok. Pendampingan dilakukan sejak tahap
perencanaan dalam APBDes sehingga kegiatan yang dirumuskan sesual kebutuhan
dan dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Salah satu hasll konkret dari fasilitasi ini adalah terlaksananya pambinaan PKK
desa di tingkat kecamatan sebagai indikator penguatan kelembagaan desa. Selain itu,
kegiatan pembinaan lainnya seperti pembinaan Posyandu dan RT/RW turut
berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta kelembagaan masyarakat
di Kecamatan Bandar.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan, mulai dari perangkat kecamalan, pemerintah desa, BKAD, hingga
masyarakat. Kami menyadari bahwa laporan inl masih memiliki kekurangan; karena
itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempumaan di
masa mendatang. Semoga laporan Ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang
berkepentingan.

Bandar, 31 Desember 2025
Camat Bandar

Muhamad llvas, §.Pd
Penata TK 111l d
NIP. 186808121990031010
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelembagaan tingkat kecamatan dan desa merupakan pilar penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada
masyarakal. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kelembagaan tersebut,
diperlukan upaya pembinaan dan pendampingan yang terarah, berkelanjutan, dan
sesual dengan kebutuhan masing-masing desa. Kecamatan Bandar sebagai
salah satu wilayah administratif memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan
agar mampu menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan, dan pemberdayaan
secara optimal.

Fasilitasi pembinaan kelembagaan sepanjang tahun 2025 dilaksanakan
sebagal langkah strategis untuk memperkuatl tata kelola pemerintahan desa,
meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakal, serta mendorong sinergl
antardesa dalam satu wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaannya, Badan Kerja
Sama Antar Desa (BKAD) berperan mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat
bersama, sehingga proses pembinaan dapat berlangsung lebih terarah dan
terkoordinasi, Fasilitator kecamatan turut melakukan pendampingan intensif
kepada delapan desa, mulai dari tahap perencanaan dalam APBDes hingga
pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan mencakup beberapa aspek
utama, seperti pembinaan PKK, pembinaan Posyandu, serta pembinaan RT/RW.
Ketiga kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam membangun
kemandirian masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan
kapasitas aparatur kelembagaan. Pelaksanaan pembinaan juga menjadi salah
satu indikator keberhasilan fasiltasi pemerintahan desa dalam menjalankan
program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Dengan adanya fasilitasi pembinaan kelembagaan ini, diharapkan tercipta
mekanisme kerja yang lebih efeklif antara kecamatan, desa, dan lembaga
kemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini menjadi dasar evaluasi bagi
pengembangan program pembinaan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga
upaya penguatan kelembagaan di Kecamatan Bandar dapat berlangsung secara
berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagl masyarakat.



B. Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2018, yang
mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
oleh pemerintah daerah dan kecamatan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, sebagai dasar pendampingan perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan desa melalul APBDes.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud pelaksanaan fasililasi pembinaan kelembagaan adalah untuk

memperkuat kapasitas kelembagaan kecamatan dan desa agar mampu
melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat secara sfektif dan berkelanjutan. Adapun tujuannya sebagal berikut:

1.

Meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa.
Mewujudkan tata kelola kelembagaan desa yang tertib administrasi dan
akuntabel.

Memperkuat peran PKK, Posyandu, dan RT/RW dalam pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara kecamatan dan desa,
5. Menjadi dasar evaluasi dan perencanaan pembinaan kelembagaan pada

tahun berikutnya.

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan kelembagaan dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal
dari kabupaten,



‘BABII
FASILITASI PEMBINAAN KELEMBAGAAN

A. Pembinaan PKK
Pembinaan PKK di kecamatan Bandar dilaksanakan setiap bulan bertempat
di pendopo kecamatan Bandar yang dihadiri oleh 8 Desa yang berada di wilayah
Kecamatan Bandar antara lain Desa PetungsinarangDesa Ngunut, Desa
Kledung, Desa Bandar, Desa Tumpuk ,Desa Watupatok Desa Bangunsari dan
Desa Jeruk.
B. Pembinaan Posyandu
Kecamatan Bandar melakukan pemantauan posyandu ke 8 Desa yaitu Desa
Petungsinarang, Desa Ngunut, Desa Kledung, Desa Bandar, Desa Tumpuk Desa
Watupatok, Desa Bangunsari dan Desa Jeruk,
C. Pembinaan RT/RW
Pembinaan dan penerimaan BKK insentif RT/RW se Kecamatan Bandar di
laksanakan 2 tahap yaitu tahap | tanggal 22 dan 23 Desember 2025, tanggal 22
Desember untuk Desa Bangunsari, Jeruk, Kledung, Bandar, Watupatok dan
Tumpuk sedangkan langgal 23 Desember Desa Pelungsinarang dan Ngunul.



BAB IlI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Fasilitasi pembinaan kelembagaan dilaksanakan ke 8 Desa yang ada
diwilayah Kecamatan Bandar antara lain Desa Petungsinarang, Desa Ngunut,
Desa Kledung, Desa Bandar, Desa Tumpuk, Desa Watupatok, Desa Bangunsari
dan Desa Jeruk. Fasilitasi pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan di
kecamatan antara lain pembinaan PKK, Pembinaan Posyandu dan Pembinaan
RT/RW.

Kendala yang dihadapal pertemuan lidak bisa dilaksanakan setiap bulan
karena pengurus PKK Kecamatan menunggu bahan pertemuan rutin dari TP PKK
Kabupaten sedangkan pembinaan posyandu dari hasil pantauan penimbangan
serentak ke setiap Desa tingkat kehadiran belum mencapai 100% disebabkan
karena tempat tinggal sasaran/balita jauh dari tempat posyandu, sasaran sedang
berada diluar kota dan sasaran/balita sedang sakit. Pembinanan penerimaan BKK
insentif RT/RW tidak ada hambatan,

B. Tindak Lanjul

1. Melakukan koordinasi intensif dengan TP PKK Kabupaten agar bahan
pertemuan rutin dapat diterima tepat waktu sehingga pelaksanaan pembinaan
PKK dapat berjalan sesuai jadwal.

2. Menyusun jadwal pertemuan alternatif dan menyiapkan materi pendamping
agar kegiatan pembinaan kelembagaan tetap terlaksana meskipun terdapat
keterlambatan bahan dari tingkal kabupaten.

3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kader posyandu mengenal
pentingnya kehadiran rutin serta mengoptimalkan peran kader dalam
melakukan kunjungan rumah kepada sasaran yang tidak hadir.

4. Mengatur penyesuaian lokasi dan jadwal kegiatan posyandu serta
meningkatkan koordinasi dengan puskesmas untuk pemantauan balita yang
sakit atau berada di luar wilayah,



5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pembinaan
RT/RW dan penyaluran BKK insentif agar pelaksanaan tetap berjalan tertib,
tepat sasaran, dan sesual ketentuan.

Mengetahui, Bandar, 31 Desember 2025

Pit, Camat Bandar, Kasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat

MUHAMAD ILYAS, S.P SUKARTINI, A.Md

NIP. 19690812 199003 1 010 NIP. 19780809 200801 2 D26
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunila-hljra sehingga
Laporan Fasilitasi Pelunasan PBB-P2 di wilayah Kecamatan Bandar tahun 2025 ini
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.Laporan ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelunasan PBB-P2 yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar selama periode Januari hingga Desember
2025.

Laporan ini berisi uraian mengenai pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pembinaan
dan pemantauan pelunasan PBB-P2 pada desa-desa di wilayah Kecamatan Bandar.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kecamatan dalam mendukung
optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak
daerah. Melalui laporan ini Kecamatan Bandar berperan aktif dalam
mengoordinasikan dan mendorong pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, serta memastikan capaian
pelunasan PBB-P2 di tiap desa dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah
memberikan dukungan dan Kerjasama, khususnya kepala desa beserna
perangkatnya, kolektor PBB-P2 desa dan seluruh masyarakat Kecamatan Bandar
yang telah berpartisipasi akiif dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk
kegiatan fasilitasi PBB di tahun-tahun berikutnya serta memberikan manfaat dalam
upaya peningkatan kesadaran pajak dan kemandirian fiscal daerah.

Bandar, 31 Desember 2025
Pit. Camat Bandar

Muhamad llyas, S.Pd
PenataTK 1 il d

NIP. 1968608121880031010
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"BAB|
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan
salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang berasal dari PBB-P2
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, realisasi penerimaan PBB-P2 di berbagai wilayah masih
sering menghadapi kendala, antara lain rendahnya tingkat kesadaran waijib pajak,
keterbatasan akses pembayaran, serta masih adanya data waijib pajak yang
belum mutakhir.

Kecamatan Bandar sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten
Pacitan memiliki tanggung jawab untuk mendukung peningkatan pendapatan
daerah melalui optimalisasi pelunasan PBB-P2. Oleh karena itu, dalam Tahun
Anggaran 2025, Pemerintah Kecamatan Bandar melaksanakan kegiatan
“Fasilitasi Pelunasan PBB-P2" yang melibatkan seluruh desa.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan mempercepat pelunasan, meningkatkan
kesadaran wajib pajak, serta memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan,
pemerintah desa, dan perangkat pemungut pajak.

B. Dasar Hukum

Peraturan terkait pajak daerah adalah sebagal berikut |

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari adanya kegiatan fasilitasi pelunasan PBB-P2

adalah :

1.

D. Wa
1.

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakan daerah

Mempercepat realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan
asli Daerah (PAD)

Mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan tata Kelola
perpajakan yang transparan dan akuntabel

Mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala

Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa dan
masyarakat

Menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak daerah

ktu dan Lokasi Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pelunasan PBB-P2 dilakukan darn bulan April -
September.

. Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di 8 desa Kecamatan Bandar.



BAB I
FASILITASI PELUNASAN PEB

A. Fasilitasi Pelunasan PBB-P2
Fasilitasi pelunasan PBB-P2 yang dilakukan fasilitator kecamatan adalah
sebagai berikut :
. Penyerahan SPPT dan DHKP ke pemerintah desa
. Pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 yang bermasalah ke BKD
. Penarikan PBB-P2 dari pemerintah desa (pemungut pajak)
. Pembayaran PBB-P2 ke kas daerah melalui Bank penerima
B. Hasil yang Dicapai

a
b
c
d

No | NamaDesa | Target(Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase | Keterangan
Petungsinarang | 189.976.216 | 189.976.219 100% Lunas
2 | Ngunut 146.670.186 | 132.200.399 90% Belum
Lunas
3 | Bandar 183.645.000 | 181.704.164 100% Lunas
Kledung 201.038.432 | 199.731.151 99% Belum
Lunas
5 | Tumpuk 124.581.160 | 35.238.254 60% Belum
Lunas
6 | Watupatok 179.570.685 | 164.050.617 91% Belum
Lunas
Bangunsari 98.850.755 | ©8.850.755 100% Lunas
8 | Jeruk 240.810.655 | 240.810.655 100% Lunas
Desa yang
Rata-rata capaian Kecamatan Bandar 82.5% sudah
lunas




BAB Il

PANUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Bandar tahun 2025 secara
umum berjalan baik dan menunjukkan hasil cukup signifikan. Berdasarkan hasil
monitoring, koordinasi dan evaluasi yang dilakukan bersama pemerintah desa,
tingkat realisasi pelunasan PBB mencapai 92,5% dari realisasi ketetapan PBB
tahun berjalan. Realisasi tersebut dicapai melalui kolaborasi antara perangkat
desa, kolektor PBB, dan masyarakat yang aktif melakukan pembayaran tepat
waktu.

Capaian ini menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus menunjukkan efektivitas upaya
pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Kecamatan kepada seluruh
desa. Beberapa desa bahkan mampu melunasi PBB-P2 lebih cepat dari jadwal
yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, masih terdapat sisa 7,5% yang belum
lunas dengan kendala utama masih dalam proses ditingkat desa

Secara keseluruhan, capaian pelunasan PBB-P2 di Kecamatan Bandar
menunjukkan bahwa proses fasilitasi berjalan cukup efektif dan memberikan
dampak positif pada peningkatan Pendapatan Ash Daerah (PAD). Hasil ini juga
menjadi dasar penting untuk penyusunan Langkah tindak lanjut dan perbaikan
strategi pelunasan PBB-P2 pada tahun berikutnya, guna mewujudkan capaian
100% dan menekan jumiah tunggakan secara berkelanjutan.

B. Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian pelunasan PBB-P2 di tahun-tahun berikutnya
dan memastikan keberlanjutan program, beberapa Langkah tindak lanjut yang
periu dilakukan adalah :

1. Optimalisasi pendataan objek dan subjek pajak melalui pemutakhiran data
PBB secara berkala pada masing-masing desa.

2. Peningkatan kapasitas aparatur desa terutama kolektor PBB-PZ melalui
bimbingan teknis terkait pendataan pelayanan wajib pajak dan pengelolaan
administrasi PBB-P2.



3. Penguatan koordinasi antara kecamatan dan desa khususnya terkait SPPT,
penyetoran hasil pungutan serta penanganan tunggakan pajak.

4. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan terkait
kewajiban PBB-P2, manfaat pajak untuk pembangunan daerah seria
mekanisme pembayaran non-tunai.

5. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pemerintah kecamatan guna
memastikan kepatuhan desa dalam pelaporan serta menindaklanjuti kendala

yang dihadapi.
Mengetahui, Bandar, 31 Desember 2025
Pit. Camat Bandar, Pit. Seksi Pemerintahan
L]
-
MUHAMAD ILYAS,S.Pd IMAM SUPANGAT, S.IP
NIP.19690812 199003 1 010 NIP.197103152009061001






PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR

Email : camat_bandar @ pacitankab.go.id

BERITA ACARA
Nomor: 000.5.7/ 1tp /408.68/2025

yang bertanda tangan dibawah ini :

L.

3.

Nama
NIP

_ Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Pihak
a.

b.

: WURIYANTO,S.Pd, M.Sc
19700720 199803 1 007
: Camat Bandar
Selanjutnya disebut pihak Pertama
: RUSTAMAJI
: Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun
Desa Bandar

: HANIF WIBOWO

: Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun
Desa Bangunsari

: SUGIYANTO

: Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun
Desa Jeruk
LULUD HERMAWAN
Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun
Desa Kledung
TRI SURANTO
Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun
Desa Ngunut

: SATIMIN

: Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun
Desa Petungsinarang

: TRI WAHYONO
Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun
Desa Tumpuk

. SUPRIONO :

: Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun
Desa Watupatok
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

P'ertama.menjrerﬂhlcan Kepada pihak ke dua berupa:
Daftar Himpunan Ketetapan Pajak | DHKP) dengan rincian

angka 5.
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT) dengan pada

angka 5.

Jin. Raya Bandar Nomor: 01 Telephone (0357) 331027

Pada hari ini tanggal Lima belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025



Pihak

Pertama menyampaikan hal-hal Kepada Pihak kedua sebagaimana

berikut:

a.

a0

SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak setelah Tim Peneliti dan
Pemungut mengadakan Penelitian dan Pembuatan Baku untuk
Dusun, dan bakuRT.

Pajak terhutang PBB-P2 agar dibayar lunas pada tempat
pembayaran yang telah di tentukan secara tunai dan non tunai
melalui Bank Jatim, J Connet, Shopee, Tokopedia, Dana Gojek,
Indomart, Alfamart dan kolektor Desa pada aplikasi PBB-P2
Kabupaten Pacitan yang dapat do makses secara online.

Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah 31 Agustus 2025;
Apabila saat jatuh tempo pembayaran Pajak terhutang belum lunas
dibayar, maka aklan dikenakan sanksi sesuai denga ketentuan
pasal 21 ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 136 tahun 2023 tentang
petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah berupa bunga 1%
( satu Persen) pada setiap bulannya dan diadakan penagihan melalui
STPD.

5. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang ( SPPT] Dan Daftar Hadir Himpunan
Pajak (DHKP) PBB-P2 tahun 2025 sebagi berikut:

NO DESA JUMLAH JUMLAH JUMLAH KETETAPAN
| DHKP SPPT PBB-P2 TH 2025 (Rp)
1. | Bandar 1 _6.019 191.546.934
2. | Bangunsari 1 | 4884 | 1465.714.914
3. [Jeruk 1 5660 184.354.145 |
4. | Kledung 1 5.000 201.478.135 |
3. | Ngunut 1 3.768 125.333.665 |
6. | Petungsinarang 1 4.000 | 179.894.985
7. |Tumpuk 1 3.650 99.405.962
|t 8. | watupatok 1 7.108 237.718.320
o JUMLAH 8 40.098 1.366.447.050
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Bandar, 15 April 2025
PIHAK KEDUA . PIHAK PERTAMA
1. RUSTAMAJI Desa Bandar (... 94" " Camat Bandar
2. HANIF WIBOWO DesaBangunsari |- gay |
,, \
3. SUGIANTO Desa Jeruk b .
4. LULUD HERMAWAN  Desa Kledung  (,. /7. .|| § WURIYANTO,S.Pd. M.SC
3 Pembina Tingkat |
AUERA MRS DosaNean NIP, 19700720 199803 1 007
6. SATIMIN Desa. P. Sinarang
7. TRI WEAHYONO Desa Tumpuk
8. SUPRIONO DesaWatupatok
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PETUNGSINARANG Setoran Apliasi Desa Rp 187.59261

NGUNUT 25.200.000 20.999,865 4.200.000 135

BANDAR 179.164.000 | 177.926.017 1.249.712 (11.729)

KLEDUNG 126.159.000 96.000.034 30.160.214 (1.248)

TUMPUK 35.000.000 34.999.979 21

WATUPATOK 140.742.000 140.742.114 - (114)

BANGUNSARI 98.786.500 93.786.468 4.922.087 T7.945

JERUK 224.700.000 | ﬂli-ﬂl'.!.'!. lﬂi 10.699.861 36 |
CATATAN

S_iaa Keuangan ;m.-ng belum 78.137

dibayarkan dari 4 Desa

Sisa kurang Kelebihan Pembayaran (13.091)

ke Kasda dari 3 Desa

KEUANGAN

65.046




REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PRB-P2 KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

KEADAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL, 15 OKTOBER 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya
laporan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah
desa dalam menyusun dan menetapkan produk hukum desa.

Fasiltasi penyusunan produk hukum desa bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai tata cara
penyusunan regulasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini diharapkan desa mampu menerbitkan produk hukum desa yang
berkualitas sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa serta
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena
itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna
penyempurnaan laporan inl di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat
memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan
evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa ke depan. Akhir
kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung
terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum desa ini.

Bandar, 31 Desember 2025
Pit. Camat Bandar

Muh liyas, S.Pd
Penata TK 1 1ll d
NIP. 196908121990031010
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‘BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitasi penyusunan produk hukum desa dilaksanakan untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman kepada pemerintah desa dalam menyusun serta
menetapkan regulasi desa sebagal dasar pengaturan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan produk hukum desa bertujuan untuk memastikan pemerintahan
desa berjalan efektif dan efisien, memaksimalkan pemanfaatan program
pembangunan desa, mempercepat kesejahteraan masyarakat, menciptakan
keseragaman penyusunan regulasi desa, serta meningkatkan pemberdayaan dan
peran serta masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan melakukan pendampingan mulai dari
tahap pembahasan hingga penetapan produk hukum desa, khususnya dalam
penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan. Pendampingan dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017
melalui pembentukan tim evaluasi penyusunan APBDes dengan memperhatikan
kesesuaian terhadap RKPDes, program prioritas daerah dan pusat, serta kaidah
pengelolaan keuangan desa,

Kegiatan fasilitasi dilaksanakan di delapan desa, yaitu Desa Bandar,
Bangunsari, Jeruk, Kledung, Ngunut, Petungsinarang, Tumpuk, dan Watupatok,
dengan output berupa diterbitkannya Surat Keputusan Camat tentang hasil
evaluasi APBDes.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagal dasar
penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan produk hukum desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang
mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa.



C. Maksud dan Tujuan
Maksud pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum desa adalah untuk
meningkatkan pemahaman dan kapasilas pemerintah desa dalam menyusun

serta menetapkan regulasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1.

Memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efekiif, efisien, dan
sesuai ketentuan hukum.

Mewujudkan keseragaman dan ketertiban dalam penyusunan produk hukum
desa.

Mendukung pemanfaatan program pembangunan desa secara optimal ocleh
masyarakat.

Meningkatkan pemberdayaan serta peran serta masyarakat dalam
pembangunan desa.

Mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui regulasi desa yang
berkualitas,

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan setiap ada perubahan terkait peraturan yang ada di
masing-masing Desa.



‘BAB I
FASILITASI PRODUK HUKUM DESA

A. Fasilitasi Produk Hukum Desa

1.

Peraturan Desa Kledung

a. Peraturan Desa Kledung Nomaor 05 Tahun 2025 tentang KPM

b. Peraturan Desa Kledung Nomor 04 Tahun 2025 tentang APBDes

¢, Peraturan Desa Kledung Nomor 04 Thun 2025 tentang Penjabaran
APBDes

d. Peraturan Desa Kledung Nomor 04 Thun 2025 tentang Perubahan
Penjabaran APBDes

e. Perdes RKPDes tahun 2026

Peraturan Desa Bandar

a. Perkades tahun 2025 tentang Rancangan Penjabaran APBDes

b. Perdes tahun 2025 tentang Rancangan Perubahan APBDes

Peraturan Desa Tumpuk

a. Perdes tahun 2025 tentang Rancangan APBDes

b. Perdes Nomor 02 tahun 2025 tentang RKPDes tahun anggaran 2026

c. Perkades no 02 tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBDes

Peraturan Desa Watupatok

a. Perdes tahun 2025 tentang Rancangan APBDes

Peraturan Desa Petungsinarang

8. Perdes no 00 tahun 2025 tentang Rancangan Perubahan APBDes

b. Perkades no 00 tahun 2025 tentang Penjabaran Rancangan Perubahan
APBDes

c. Perkades no 03 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBDes

Peraturan Desa Jeruk

a. Perkades no 08 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBDes

b. Perkades no 07 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBDes

¢. Perkades no 06 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBDes

Peraturan Desa Bangunsari

a. Perkades tahun 2025 tentang Rancangan Penjabaran APBDes

b. Perkades no 01 tahun 2025 tentang Pencabaran Perubahan APBDes

c. Perdes no 02 tahun 2025 tentang Perubahan APBDes



d.

Perdes no 03 tahun 2025 tentang RKPDes

8. Peraturan Desa Ngunut :

a.
b.

Desa Ngunut Perdes RAPBDes tanggal 6-3-2024 No. 01 Th 2024

Desa Ngunut Perdes tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun
anggaran 2025 tanggal 27-9-2024 No.02 Th 2024

Desa Ngunut Perdes tentang Perubahan APBDes Tahun 2024 tanggal 27-
9-2024 No.03 Th 2024

. Desa Ngunut Perdes tentang APBDes Tahun 2025 tanggal 31-12-2024

No.03 Th 2024

Desa Ngunul Perkades tentang Perubahan APBDes Tahun 2024 tanggal
27-8-2024 No.02 Th 2024

Desa Ngunut Perkades tentang Penjabaran APBDes Tahun 2025 tanggal
31-12-2024 No.07 Th 2024

B. Hasil yang Dicapai
Dari data yang diperoleh sebanyak B desa telah Menyusun produk hukum
desa baik berupa Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan Peraturan Desa
(Perdes).



BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum desa telah dilaksanakan di
seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Bandar, yaitu Desa Bandar, Desa
Bangunsari, Desa Jeruk, Desa Kledung, Desa Ngunut, Desa Petungsinarang,
Desa Tumpuk, dan Desa Watupatok. Kegiatan fasilitasi ini bertujuan untuk
memastikan seluruh desa memiliki produk hukum desa sebagai dasar
penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan keglatan dibuktikan dengan
telah diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa
(Perkades) pada masing-masing desa, yang selanjutnya diuraikan secara lengkap
pada Bab Il laporan ini.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di
lapangan. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia pada
pemerintah desa dalam memahami teknik penyusunan produk hukum desa,
keterbatasan jaringan internet yang menghambat proses koordinasi dan
penyampaian dokumen, sarta kondisi geografis wilayah Kecamatan Bandar yvang
beragam sehingga mempengaruhl intensitas pendampingan dan kecepatan
pelaksanaan kegiatan,

B. Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pendampingan dan bimbingan teknis kepada aparatur desa
guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan produk
hukum desa.

2. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antara kecamatan dan pemerintah
desa, termasuk pemanfaatan media daring, untuk mengatasi keterbatasan
jaringan dan mempercepat proses fasilitasi.

3. Menyesuaikan pola pendampingan dengan kondisi geografis masing-masing
desa melalui penjadwalan kunjungan lapangan yang lebih terencana dan
merata,

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas dan
kesesuaian produk hukum desa agar tetap sejalan dengan peraturan

perundang-undangan.



5. Mendorong pemerintah desa untuk melakukan pembaruan dan penataan arsip
produk hukum desa secara tertib sebagai dasar penguatan tata kelola

pemerintahan desa.
Mengetahui, Bandar, 31 Desember 2025
Pit. Camat Bandar, Pit. Kepala Seksi Pemerintahan
MUHAMAD ILYAS . S.Pd
NIF.19690812 199003 1 010 NIP.19710315 200906 1 001
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya
laporan kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan ini dapat disusun dan
diselesalkan dengan baik. Laporan inl disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan keglatan fasilitasi dalam rangka mendukung tersedianya data
kebencanaan yang akurat, lengkap, dan mutakhir di wilayah Kecamatan Bandar,

Pemenuhan data kebencanaan merupakan bagian penting dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan,
kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi, Melalui
kegiatan fasilitasi ini diharapkan pemerintah desa memiliki pemahaman dan
kemampuan dalam melakukan pendataan potensi bencana, wilayah rawan bencana,
serta data kejadian bencana sebagal dasar perencanaan dan pengambilan
kebijakan.

Kami menyadari bahwa laporan inl masih memiliki keterbatasan, oleh karena
itu saran dan masukan yang bersifal membangun sangat kami harapkan guna
penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Semoga
laporan ini dapat memberikan manfaat bagl seluruh pihak yang berkepentingan serta
menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pengelolaan data kebencanaan di
Kecamatan Bandar,

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung terselenggaranya kegiatan fasilitasi pemenuhan data kebencanaan ini.

Bandar, 31 Desember 2025
Bandar

Muhamad llyas, S.Pd
Penata TK 1 Il d

NIP. 196908121990031010
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‘BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wilayah Kecamatan Bandar memiliki potensi kerawanan bencana yang
beragam sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan wilayah. Dalam
rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanggulangan bencana,
diperlukan ketersediaan data kebencanaan yang akurat, lengkap, dan mutakhir
sebagal dasar perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan
program penanggulangan bencana.

Data kebencanaan yang baik mencakup informasi mengenai potensi
ancaman bencana, wilayah rawan bencana, kejadian bencana, serta dampak
yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan infrastruktur. Namun dalam
pelaksanaannya, masih terdapal keterbatasan dalam pengumpulan,
pengelolaan, dan pemutakhiran data kebencanaan di tingkat desa, baik dari
aspek sumber daya manusia, sarana pendukung, maupun koordinasi antar
pihak terkait.

Oleh karena itu, fasilitasi pemenuhan data kebencanaan dilaksanakan
sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa
dalam melakukan pendataan kebencanaan secara sistematis dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini diharapkan tersedianya data kebencanaan yang valid dan
terintegrasi sebagai dasar penguatan sistem keslapsiagaan dan
penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Bandar.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan
data kebencanaan.

2. Peraturan Pemerintan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, yang mengatur tahapan penanggulangan
bencana termasuk pengumpulan dan penyediaan data.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana, sebagai dasar pendukung perencanaan
berbasis data kebencanaan.

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

1



Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sebagai dasar penyediaan data
kebencanaan dalam pelayanan dasar,

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan fasilitasi pemenuhan data kebencanaan adalah untuk

meningkatkan ketersediaan dan kualitas data kebencanaan yang akurat,
lengkap, dan mutakhir sebagal dasar perencanaan, kesiapsiagaan, dan
penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Bandar, Tujuan kegiatan
fasilitasi ini yaitu:

1.

Meningkatkan pemahaman pemerintah desa dalam melakukan pendataan
potensi dan kejadian bencana secara sistematis.

Mewujudkan tersedianya data kebencanaan yang valid dan terintegrasi di
tingkat kecamatan dan desa.

Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana yang tepat
sasaran.

. Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah desa dan masyarakat dalam

menghadapi potensi bencana.
Menjadi dasar koordinasi dan pengambilan kebijakan penanggulangan
bencana di wilayah Kecamatan Bandar.

D. Waktu dan Lokasi
Pada tahun 2025 ada beberapa wilayah yang terdampak bencana yaitu Desa
Tumpuk (tanah longsor), desa Bangunsari (tanah longsor) dan Desa Kledung
(tanah longsor). Data terdampir.



BAB Il
FASILITAS| PEMENUHAN DATA KEBENCANAAN.

A. Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan
Pada tahun 2025, di wilayah Kecamatan Bandar terdapat beberapa desa
yang terdampak bencana alam berupa tanah longsor. Kejadian bencana
tersebut terjadi di Desa Tumpuk, Desa Bangunsari, dan Desa Kledung. Bencana
tanah longsor tersebut mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat

serta memeriukan penanganan dan pendataan secara cepat dan tepat,

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Kecamatan Bandar melalui kegiatan
fasilitasi pemenuhan data kebencanaan melakukan pengumpulan dan
pemutakhiran data kejadian bencana dar masing-masing desa terdampak.

Pendataan meliputi lokasi kejadian, jenis bencana, dampak yang ditimbulkan,

serta kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak. Data kebencanaan

tersebut selanjutnya digunakan sebagal dasar koordinasi dengan instansi terkait
dan sebagai bahan perencanaan penanganan serla upaya pencegahan
bencana pada periode berikutnya.

B. Hasil yang Dicapai

1. Tersusunnya data kebencanaan yang memuat kejadian tanah longsor di
Desa Tumpuk, Desa Bangunsari, dan Desa Kledung secara lengkap dan
terdokumentasi,

2. Terhimpunnya informasi lokasi kejadian, jenis bencana, serta dampak yang
ditimbulkan sebagai bahan laporan dan koordinasi penanganan bencana.

3. Meningkatnya pemahaman pemerintah desa dalam melakukan pendataan
dan pelaporan kejadian bencana secara sistematis dan tepat waktu,

4. Terwujudnya basis data kebencanaan tingkat kecamalan sebagal dasar
perencanaan penanggulangan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan
wilayah.

5. Terjalinnya koordinasi yang lebih baik antara kecamatan, pemerintah desa,
dan instansi terkait dalam pengelolaan data dan penanganan bencana.



‘BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan data kebencanaan di Kecamatan Bandar
telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif dalam penyediaan
data kejadian bencana tahun 2025, khususnya bencana tanah longsor di Desa
Tumpuk, Desa Bangunsari, dan Desa Kledung. Melalui kegiatan pendataan dan
pemutakhiran informasi kebencanaan, telah tersedia data yang lebih akurat dan
terdokumentasi sebagai dasar perencanaan, koordinasi, serta pengambilan
kebljakan penanggulangan bencana.

Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman pemerintah desa dalam
melakukan pelaporan kejadian bencana secara sistematis serta memperkuat
koordinasi antara kecamatan, desa, dan instansi terkait dalam pengelolaan data
kebencanaan. Dengan tersedianya data kebencanaan yang valid, diharapkan
upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan
Bandar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terarah.

B. Tindak Lanjut
1. Melakukan pemutakhiran data kebencanaan secara berkala untuk menjaga
keakuratan dan keterkinian informasi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait dalam
pelaporan dan pengelolaan data kejadian bencana.
3. Mendorong pemerintah desa untuk melengkapi data wilayah rawan bencana

sebagai dasar upaya mitigasi.

Mengetahui, Bandar, 31 Desember 2025
Pit. Camat Bandar, Kasi Sosial ,Ketentraman dan
Ketertiban

Muhamad llyas, $.Pd
NIP. 196908121990031010 NIP.19760520 199803 1 006
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat
dan karunia-Nya sehingga Laporan Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial
Kecamatan Bandar ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas,
akurat, dan terstruktur mengenai proses fasilitasi, pemutakhiran, serta validasi data
penerima bantuan sosial di wilayah Kecamatan Bandar. Data yang tersaji diharapkan
dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan, peningkatan ketepatan sasaran
program, serta evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial agar lebih
efektif dan berkeadilan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berkontribusi dalam proses pendataan dan fasilitasi ini, khususnya kepada
pemerintah desafkelurahan, para pendamping sosial, serta masyarakat yang telah
bekerja sama dalam memberikan informasi yang diperiukan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam
perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial di Kecamatan Bandar pada
periode-periode berikutnya. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi
penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Bandar, 31 Desember 2025

Pit. Camat Bandar
- .

Muh I

Penata TK 111l d

NIP. 196908121990031010
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‘BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan
keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang kurang mampu. Agar penyaluran
bantuan sosial dapat tepat sasaran, diperlukan data penerima yang valid,
mutakhir, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, Oleh karena itu, proses
fasilitasi dan pemutakhiran data menjadi keglatan strategis yang harus dilakukan
secara berkala.

Di Kecamatan Bandar, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat terus
berkembang, sehingga data penerima bantuan sosial harus selalu diperbarui agar
lidak terjadi ketidaktepatan sasaran seperti duplikasi data, inclusion eror, maupun
exciusion error. Pemerintah kecamatan, bekerja sama dengan pemerintah
desa/kelurahan, pendamping desa, serta berbagai pemangku kepentingan
lainnya, melaksanakan proses fasilitasi data dengan tujuan memastikan bahwa
penerima bantuan benar-benar merupakan warga yang memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan dalam regulasi program bantuan sosial,

Kegiatan fasilitasi data ini juga berfungsi sebagai langkah evaluatif untuk
melihat efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial, sekaligus menjad| dasar
dalam panyusunan rekomendas| kebijakan yang lebih balk di masa mendatang.
Dengan adanya laporan ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperoleh
gambaran yang jelas mengenal kondisi data penerima bantuan soslal d
Kecamatan Bandar serta proses yang telah ditempuh untuk menjamin akurasi dan
keterpaduan data tersebut.

B. Dasar Hukum
Pelaksanaan fasilitasi, pendataan, dan pemutakhiran data penerima
bantuan sosial di Kecamatan Bandar berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang
mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pemberian
bantuan sosial kepada masyarakat rentan dan kurang mampu.



Undang=Uindang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
yang menegaskan pentingnya basis data terpadu serta mekanisme verifikasi
dan validasi dalam penanganan fakir miskin,

Peraturan Pemerintah Nomor 329 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman operasional penyelenggaraan
program bantuan sosial oleh pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan Prasiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia, yang
mengatur tata kelola data pemerintah agar akurat, mutakhir, terpadu, serta
dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai dasar
pengelolaan data penerima bantuan sosial, termasuk proses verifikasi dan
validasi oleh pemearintah daearah,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (jika relevan), yang mengalur
mekanisme penetapan dan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
BLT-DD melalui musyawarah desa.

Perbup Kabupaten Pacitan Nomor 33 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis
pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial untuk masyarakat pemeriu
pelayanan kesejahteraan sosial.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan fasilitasi data penerima bantuan sosial ini dimaksudkan

sebagai bentuk dokumentasi dan pelaporan atas proses pendampingan,
verifikasl, validasi, serta pembaruan data penerima Bansos yang dilakukan pada
perlode Januarl — Desember 2025. Laporan inl menjadi dasar untuk memastikan
bahwa proses fasilitasi berjalan sesual ketentuan, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan, Tujuan dari laporan ini yaitu :

1.
2

Menyajikan informasi mengenai hasil kegiatan fasilitasi data penerima Bansos.
Mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial melalui penyediaan
data penerima yang mutakhir, akurat, dan sesuai kondisi lapangan.

. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah/instansi terkait dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi program Bansos di periode berikuthya.

. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data

penerima Bansos.



D. Waktu dan Lokasi Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan ,
Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dilakukan dari bulan Februari -
Desember 2025

2. Lokasi Kegiatan
Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kantor Kecamatan Bandar dan masing-
masing desa yaitu desa Petungsinarang, Ngunut, Bandar, Kledung,
Watupatok, Bangunsari, Tumpuk dan Jeruk



BAB II
FASILITASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. Kegiatan dan Hasil Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial
1. Data Penerima Bantuan Atensi YAP!I (Yatim, Piatu dan Yatim Piatu)

Kegiatan bantuan kepada YAP! dilaksanakan sebagai upaya untuk
memberikan dukungan sosial dan meringankan beban anak-anak yang
kehilangan orang tua. Bantuan diberikan dalam bentuk dana yang harus
dicairkan di rekening masing-masing penerima manfaat melalui Bank Mandiri.
Kegiatan ini juga bertujuan memberikan perhatian dan kepedulian dari
pemerintah kecamatan serta masyarakat, sehingga anak-anak YAP| dapat
merasa diperhatikan, terlindungi, dan terbantu dalam memenuhi kebutuhan
dasar mereka. Bukti kegiatan (terlampir)

2. Bantuan Kemiskinan Ekstrim 2025

Bantuan kemiskinan ekstrem merupakan program yang ditujukan bagi
rumah tangga dengan kondisi sosial-ekonomi paling rentan dan berada di
bawah garis kemiskinan ekstrem. Pelaksanaannya dilakukan melalui
pendataan, verifikasi dan penyaluran langsung di lapangan oleh pemerintah
kecamatan bersama desa/kelurahan serta pendamping sosial. Bukti kegiatan
(terlampir)

3. Pentasyarufan Dana Baznas

Pentasyarufan dana BAZNAS adalah kegiatan penyaluran dana zakat,
infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai
ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Maksud
pelaksanaan pentasyarufan ini adalah untuk memastikan dana zakat
tersalurkan tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat, guna membantu
masyarakat kurang mampu, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta
mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan
ekonomi umat. Bukti kegiatan (terlampir)



BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Fasilitasi data penerima bantuan sosial di Kecamatan Bandar merupakan
langkah strategis Pemerintah Kecamatan dalam memastikan bahwa setiap
penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria dan kondisi sosial ekonomi
masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui proses peninjauan langsung,
pendataan, verifikasi, dan pemantauan yang melibatkan seluruh pemerintah
desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Bandar.

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini antara
lain ketidakhadiran penerima sesuai undangan, sebagaian masyarakat belum
menerima bantuan dan perlu adanya revisi terkait pendataan. Untuk itu
pemerintah kecamatan secara aktif berkoordinasi dengan perangkat desa dan
pendamping desa untuk mengidentifikasi penerima yang layak, memperbaiki data
yang tidak valid, serta mencatat perubahan kondisi masyarakat seperti pindah
tempat tinggal, meninggal dunia, atau perubahan status ekonomi. Koordinasi ini
menjadi kunci utama agar data yang dikirimkan dari desa dapat tercatat dengan
benar dan tidak menimbulkan kesalahan dalam sistem.

Seluruh hasil pendataan dan verifikasi tersebut kemudian disusun dan
dilaporkan oleh pemerintah kecamatan kepada dinas terkait sebagai dasar
penetapan penerima bantuan sosial. Laporan ini mencakup data usulan baru, data
perbaikan, data yang tidak valid, serta kondisi penerima di lapangan. Pemantauan
juga dilakukan secara berkala untuk memastikan penyaluran bantuan tetap tepat
sasaran dan setiap perubahan dapat segera ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, kegiatan fasilitasi data Bansos di Kecamatan Bandar
berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketepatan
data. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa,
dan dinas terkait, proses pendataan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Upaya ini diharapkan terus dilaksanakan secara
berkesinambungan untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan sosial
kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.



B. Tindak Lanjut
Berdasarkan kendala yang ditemukan, tindak lanjut yang perlu dilakukan
antara lain:
1. Revisi dan Pemutakhiran Data
a. Melakukan pendataan ulang di tingkat desa/kelurahan untuk memastikan
seluruh calon penerima yang layak tercatat dengan benar.
b. Memperbaiki data yang kurang lengkap atau tidak valid, termasuk NIK,
alamat, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.
2. Koordinasi Intensif dengan Desa/Kelurahan
a. Meminta pemerintah desa/kelurahan melakukan verifikasi tambahan
terhadap warga yang belum terdata atau belum menerima bantuan.
b. Memastikan perangkat desa aktif mengajak warga hadir pada proses
verifikasi dan penyaluran bantuan.
3. Pemantauan dan Validasi Lapangan
a. Tim kecamatan bersama pendamping sosial melakukan kunjungan
langsung (home visit) untuk memastikan data akurat dan warga yang
berhak mendapatkan bantuan hadir.
b. Mencatat perubahan kondisi warga yang dapat mempengaruhi kelayakan
menerima Bansos.
4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
a. Mengingatkan warga pentingnya hadir saat proses verifikasi untuk
memastikan haknya sebagai penerima bantuan.
5. Pelaporan dan Evaluasi Berkala
a. Menyusun laporan hasil revisi dan pemutakhiran data kepada Dinas Sosial
atau instansi terkait.
b. Melakukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas perbaikan data dan
penyaluran bantuan tepat sasaran.



Melalui tindak lanjut tersebut, diharapkan dapat mendukung efektivitas
penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan

di Kecamatan Bandar

Mengetahui,
Pit. Camat Bandar,

Muhamad llyas, S.Pd
NIP. 196908121930031010

Bandar, 31 Desember 2025
Kasi Sosial ,Ketentraman dan
Ketertiban

O/fz/u

SARMIN,S Sos
NIP.19760520 199803 1 006
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga
Laporan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa di wilayah Kecamatan Bandar
tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesalkan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
fasilitasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar selama periode Januar hingga
Desember 2025, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kapasitas
pemerintahan desa, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta
memastikan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakal berjalan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa serta menjadi bahan evaluasi dan
perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Ucapan terimakasih kami sampalkan kepada seluruh pihak yang telah
memberikan dukungan dan Kerjasama, khususnya kepala desa beserls
perangkatnya, BPD, pendamping desa, serta instansi terkait lainnya yang telah
berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Semoga laporan inl dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, evaluasl, serta
peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan
Bandar.

Bandar, 31 Desember 2025
Pit. Camat Bandar

Muhamad liyas, 8.Pd
Penata TK 1 il d

NIP. 196908121990031010
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"‘BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaran pemerintahan desa yang
transparan, akuntabel, dan sesual dengan ketentuan perundang-undangan |,
Kecamatan Bandar memiliki kewenangan melakukan fasilitasi pembinaan dan
Pembangunan desa berjalan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kegiatan
ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa
sebagal ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan desa
dengan baik serta memastikan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa berjalan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan PP 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat 1, Camat memiliki
wewenang dalam mengawasi pemerintah desa yaitu melakukan tugas pembinaan
dan pengawasan desa melalui fasilitasl penyusunan Perdes dan Perkades,
fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan
desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasl penerapan dan penegakan
peraturan perundang undangan.

B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
UU Desa
3. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemerhentian Perangkal Desa
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa
C. Maksud dan Tujuan

Sebagal laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Bandar.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah!



1. Meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang reguiasi dan tata Kelola
pemerintahan desa .

2. Menguatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
desa

4. Menjamin kesesuaian pelaksanaan pembangunan desa dengan RKP Desa
dan APEDes

D, Waktu dan Lokasi Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan desa dilakukan dari bulan
Januari -~ Desember 2025

2. Lokasi
Lokasl pelaksanaan kegiatan d 8 Desa Keeamalan Bandar yaitu
Petungsinarang, Ngunut, Bandar, Kledung. Tumpuk, Watupatok, Bangunsari
dan Jeruk



BAB Il
FASILITAS| PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

A. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa
1. Fasilitasi percepatan dan pelunasan PBB-P2 Tahun 2025 pengawasan
kegiatan yang dilakukan :
a. Penyerahan SPPT dan DHKP ke pemerintah desa
b. Pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 yang bermasalah ke BKD
c. Penarikan PBB-P2 dari Pemerintah Desa (Pemungut Pajak)
d. Pembayaran PBB-P2 KE KAS Daerah melalui Bank Penerima
2. Pengawasan dan pembinaan produk hukum desa ( PERDES dan
PERKADES ) pengawasan kegiatan yang dilakukan
PerDes Realisasi APBDesa TA 2025
PerDes RKPDes TA 2024
PerDes Perubahan APBDes TA 2024
PerKades penjabaran PAPBDesa TA 2024
PerDes APBDesa TA 2025
Perkades penjabaran APBDes TA 2025 (berupa rancangan belum setor)
3. Pengawasan dan Pembinaan Produk Hukum Desa Surat Keputusan ( SK )
a. SK Bendahara Desa
b. SK PKPKD/PPKD
4. Pengawasan dan Pembinaan Pengangkatan Perangkat Desa Pengawasan
a. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Salam Desa Bandar
dan Kepala Dusun Klantang Desa Kiedung

-~ 0 a0 oo



B. Hasil yang Dicapai

1.
2.

Penyerahan SPPT dan DHKP tahun 2025 sudah didistribusikan ke 8 desa
Penerimaan PBB-P2 per Desember 2025 sebesar 92,5 %. Terdapat 4 Desa
yang persentase pembayaran PBB belum 100%

3. 8 desa telah menggunakan aplikasi SIEKEUDES versi terbaru
4. Penyusunan PERDES dan PERKADES tahun 2024 mencapai 100%

sedangkan tahun 2025 PERDES APBDes baru 83% desa yang sudah final
sisanya dalam proses konsultasi



BAE Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa di
wilayah Kecamatan Bandar tahun 2025 merupakan wujud pelaksanaan tugas dan
fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam
melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaran
pemerintahan desa.

Selama periode Januari sampal dengan Desember 2025, kegiatan
pembinaan dan pengawasan lelah dilaksanakan secara lerencana dan
berkesinambungan pada B Desa di wilayah Kecamatan Bandar.

Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas aparatur
desa dalam memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan desa,
meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan keuangan serta bertambahnya
kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintah desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa
permasalahan leknis yang periu ditindaklanjuti, terutama dalam hal ketepatan
waktu pelaporan, penataan dokumen administrasi keuangan serta sinkronisasi
perencanaan pembangunan desa dengan dokumen perencanaan daerah,

B. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diperlukan :

1. Peningkatan pembinaan berkelanjutan melalui pendampingan teknis kepada
perangkat desa

2. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, kecamatan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Inspekiorat Daerah

3. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang administrasi, keuangan
dan penggunaan aplikasi digital pemerintah desa

Dengan selesainya kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa
tahun 2025 ini, diharapkan seluruh desa di Kecamatan Bandar dapat terus
meningkatkan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan menuju desa mandiri,
transparan dan berdaya saing.



Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan pembinaan dan
pengawasan pemaerintah desa pada tahun berikutnya. Semoga hasll kegiatan ini
memberikan manfaat nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat

di Kecamatan Bandar

Mengetahui, Bandar, 31 Desember 2025

Pit. Camat Bandar, Pit. Seksi Pemerintahan
h 1]

NIP. 186908121950031010 NIP. 1971031% 61001
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga
Kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa di wilayah Kecamatan Bandar tahun 2025 ini
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan fasilitasi musyawarah desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar selama periode Januari hingga Desember
2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintahan
desa, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta memastikan
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui laporan ini diaharapkan dapal memberikan gambaran menyeluruh
mengenal proses, hasil serla rekomendasi dan musyawarah desa yang telah
difasilitasi.Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah
memberikan dukungan dan Kerjasama, khususnya kepala desa beserts
perangkatnya, BPD, pendamping desa, serta instansi terkait lainnya yang telah
berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadl bahan evaluasi dalam meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan dan tata Kelola pemerintahan desa di tahun
berikutnya.

Bandar, 31 Desember 2025
at Bandar

Muhamad llyas S Pd

Penata TK 1 11l d
NIP. 196908121990031010
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"BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan leringgi di desa
yang menjadi wadah untuk menyatukan pendapat, kebutuhan, serta aspirasi
masyarakat dalam rangka menentukan arah pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan desa. Pelaksanaan musyawarah desa setiap tahun memiliki posisi
strategis karena menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan, sepert
RKPDes dan APBDes, yang menentukan program pembangunan satu tahun ke
depan.

Di wilayah Kecamatan Bandar, pelaksanaan musyawarah desa menjadi
semakin penting karena perkembangan kebutuhan masyarakat terus meningkat,
sementara sumber daya dan anggaran desa masih terbatas. Situasl Ini menuntut
proses perencanaan desa yang lebih matang, transparan dan melibatkan semua
unsur masyarakat.

Kecamatan Bandar memiliki peran penting untuk memastikan bahwa
musyawarah desa dilaksanakan tidak hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi
benar-benar menjadi forum pengambilan keputusan yang Inklusif, Pemerintah
kecamatan berkewajiban melakukan fasilitasi, pendampingan dan pengawasan
agar proses musyawarah desa sesuai dengan pedoman peraturan perundang-
undangan, terutama terkait perencanaan pembangunan desa dan tata Kelola
pemerintah yang baik.

Kegiatan fasilitasi ini menjadi semakin relevan mengingat masih adanya
desa yang memerlukan bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen
perencanaan, pemahaman regulasi terbaru, serta penyelarasan program prioritas
desa dengan arah kebijakan pembangunan kebupaten. Melalui fasilitasi yang
dilakukan, diharapkan musyawarah desa dapal berjalan lebih  efektf,
menghasilkan daftar prioritas kegiatan yang realistis, dan berdampak langsung
pada peningkatan kesejahleraan masyarakat.



B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras!
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
C. Maksud dan Tujuan
Laporan fasilitasi musyawarah desa mendukung agar pelaksanaan tersebut
berjalan sesuai dengan ketentuan dan menghasilkan keputusan yang relevan
dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari laporan ini adalah :
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan musyawarah desa
2. Memastikan proses perencanaan desa dilaksanakan secara partisipatif
3. Menghasilkan rumusan kesepakatan yang menjadl dasar penyusunan
program dan kegiatan desa
D. Waktu dan Lokasi Kegiatan
Kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa dilaksanakan di Kecamatan Bandar
dari Triwulan I-lll yaitu TW | pada bulan Januari-Maret, TW Il pada bulan April-Juni
dan TW lll pada bulan Juli-September.



‘BAB Il
FASILITASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA

A. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa
1. Fasilitasi Musyawarah Desa Triwulan | (RKP Desa)
Fasilitasi Musyawarah Desa yang dilakukan di Kecamatan Bandar dari bulan
Januari-Maret 2025 antara lain sebagal berikut :
a. Melakukan input SIPD RI
b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan
adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan ditingkat kecamatan untuk membahas dan menyepakati
rencana-rencana pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh 8 desa,
UPT dan Lembaga terkait. Tujuan Musrenbang :
» Mengumpulkan aspirasi masyarakat
# Menyusun prioritas kegiatan pembangunan
» Memastikan keselarasan perencanaan pembangunan antara tingkat
desa
2. Fasilitasi Musyawarah Desa Triwulan || (RKP Desa)
Fasilitasi Musyawarah Desa yang dilakukan di Kecamatan Bandar dari bulan
April-Juni 2025 antara lain sebagai berikut :
a. Penetapan Indeks desa
b. Pembentukan Koperasi Merah Putih
Tujuan pembentukan Koperasi Merah putih menurut INPRES Nomor 9
Tahun 2025 tentang strategi nasional untuk membentuk 80.000 Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia yaitu
» Memperkual swasembada pangan dan pemetaan ekonomi
» Menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju
Indonesia emas 2045
» Mengoptimalkan potensi desa melalul koperasi yang menyediakan
layanan seperti sembako murah, klinik desa, simpan pinjam, coldstroge
dan logistic desa,



3. Fasilitasi Muyawarah Desa Triwulan Il (Musdesus Pembentukan Koperasi
Merah Putih) :
Fasilitasi Musyawarah Desa yang dilakukan di Kecamatan Bandar dari bulan
Juli-September 2025 antara lain sebagai berikut :
a. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa
dilaksanakan di 8 Desa muilai bulan Juli — Agustus 2025. Terdiri dari 5§
bidang didalamnya yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang pelaksanaan
Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Kebencanaan. Hasil dari
maonitoring dan evaluasi berupa laporan umpan balik hasil monitoring dan
avaluasi.
b. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Tujuan utama adalah :
» Memperkuat ekonomi desa karena KDMP berperan sebagal molor
panggerak ekonomi local melalul pengelolaan usaha bersama
» Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan
ekonomi
» Membangun kemandirian desa sebagal pilar pembangunan ekonomi
yang mandiri dan berkelanju



B. Hasil yang Dicapad

FASILITASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
TRIWULAN | TAHUN 2028

W I HEGIATAN AR TL ENDALA/
HAMBATAN
1 yusunan | Pm mustenbang 15-31 |- Signal |
RKFPD input usulan SIPD 1“!.-1 |- ANk Ut data tedalu Prarmustanbang
| airyzkn
I
PrEmseahang 12 Pra masier hang " Tersedianya bahan
Fabruar | disksamalan secars focem Pramusrmnbang
mestng hambetarrys adalak
Sapriml
L inGris D
- Homgaied Fdes suwdio Dok
ok |
| Mueranbang 25 Eﬁdﬂnpﬂ-ﬁ"g‘ﬁa T = || Toreadianym bahan
Februan | apal wakiu v | Mussentsng snbubk
baher Musranbang
Kabupsien
Tarsadianya Lapomn
Keusngan

2 | Musyswsrah | MMAD 13 Kabadiran pessrts ranat Bdek
Dhmaa
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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Secara umum, kegiatan fasilitasi Musyawarah Desa di Kecamatan Bandar
tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pelaksanaan berjalan secara partisipatif dan melibatkan
berbagai unsur masyarakat sehingga usulan yang muncul lebih mencerminkan
kebutuhan nyata di desa.

Fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan ke 8 desa yang ada
di wilayah Bandar yaitu Desa Petungsinarang, Desa Ngunut, Desa Kledung, Desa
Bandar, Desa Tumpuk, Desa Watupatok Desa Bangunsari dan Desa Jeruk.
Proses diskusi, perumusan prioritas hingga penetapan keputusan dapat
berlangsunag tertib, transparan dan terarah,

Melalui fasilitasi ini, pemerintah desa memperoleh pemahaman yang lebih
baik mengenai mekanisme perencanaan pembangunan desa serta penyusunan
dokumen perencanaan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan hasil yang
positif dan mendukung peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan desa.

B. Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas musyawarah desa ke depan, beberapa
Langkah tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Penyusunan rencana tindak lanjut dari setiap kesepakatan musyawarah desa
secara lebih terukur

2. Peningkatan pendampingan terhadap desa dalam penyusunan RKP Desa

3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan

4. Penyediaan Alternatif Sumber Listrik cadangan seperti genset untuk
memastikan proses input data tetap dapat berlangsung ketika terjadi
pemadaman listrik,

5. Melakukan komunikasi dengan pihak penyedia jaringan untuk meningkatkan
kualitas sinyal di wilayah desa, khususnya pada wakiu pelaksanaan kegiatan
yang membutuhkan akses internet stabil.

6. Monitoring dan evaluasi lebih intensif darl kecamatan terhadap kesesuaian
pelaksanaan program dengan hasil musyawarah desa.



Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan musyawarah desa
pada tahun berikutnya. Semoga hasil kegiatan inl memberikan manfaat nyata bagi
kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bandar

Mengetahui,
Pit. Camat Bandar

e —

MUHAMAD ILYAS, S.Pd.
NIP. 196908121990031010

Bandar, 31 Desember 2025
Kasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat

SUKARTINI, A.Md
NIP. 197808092008012026



